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Kata Pengantar

Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama pada tahun 1999 adalah
momentum yang menandai kebangkitan masyarakat adat di Indonesia.
Dengan slogan mereka yang terkenal: “Kami tidak akan mengakui
negara jika negara tidak mengakui kami” Masyarakat adat menunjukkan
dengan lugas apa yang menjadi tuntutan dasar dari gerakan mereka yakni
pengakuan negara. Tentu saja, pengakuan yang dimaksud berdimensi luas,
tidak hanya pengakuan terhadap identitas sosio-kultural namun meliputi
pula pengakuan terhadap wilayah kehidupan, aset alam, kebudayaan dan
partisipasi politik.

Kini, lebih dari satu dasawarsa kemudian, kita menyaksikan pengakuan-
pengakuan formal dengan berbagai bentuk telah diperoleh oleh sebagian
kelompok masyarakat adat. Amandemen Undang-undang Dasar 1945
memuat ketentuan yang menyatakan pengakuan terhadap identitas kultural,
pemerintahan lokal dan hak-hak asasi terkait dengan masyarakat adat.
Beberapa undang-undang menyatakan pengakuan terhadap masyarakat adat
ataupun hak-haknya atas tanah dan kekayaan alam, meski dengan berbagai
restriksi di sana-sini. Di beberapa daerah, sejumlah legislasi dibuat oleh
pemerintahan di daerah untuk tujuan serupa. Kesepakatan-kesepakatan
antara masyarakat adat dengan instansi negara pengelola kawasan tertentu
untuk bersama-sama mengelola kawasan dimaksud juga terjadi.

Sepintas kita patut berbangga hati melihat perkembangan ini. Namun, kita
juga perlu rendah hati untuk mengakui bahwa pengakuan yang dimaksud
secara substansial belum banyak mengubah kehidupan sebagian besar
warga kebanyakan dari kelompok sosial yang diberi identitas sebagai
masyarakat adat itu. Manipulasi adat demi kepentingan politik-ekonomi
kelompok elit yang sempat terjadi di masa kolonial mulai muncul dengan
berbagai modus di beberapa lokasi dewasa ini. Siapakah yang sesungguhnya
diuntungkan dengan pengakuan-pengakuan formal terhadap masyarakat
adat dan wilayahnya?

Buku ini disusun atas dasar hasil-hasil penelitian yang kami lakukan di
Learning Centre HuMa untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah legislasi
nasional mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka
atas tanah dan kekayaan alam. Bagaimanakah legislasi di daerah mengatur
dan mengimplementasikannya? Bagaimanakah relasi politik-ekonomi di
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daerah mempengaruhi implementasi sejumlah pengakuan formal terhadap
masyarakat adat itu?

Penelitian yang berlangsung sejak paruh kedua tahun 2009 hingga
pertengahan tahun 2010 ini melibatkan sejumlah lembaga dan nama
yang kepada mereka kami ingin mengucapkan terima kasih. Pertama
adalah Rainforest Foundation Norway yang mendukung sebagian besar
dari penelitian dan penerbitan buku ini. Kedua, kepada saudara Yance
Arizona yang melakukan penelitian mengenai aspek hukum pengakuan
hak masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alam dalam berbagai legislasi
dan rancangan legislasi nasional serta penyunting untuk buku ini. Kami
juga berterima kasih kepada saudara Herlamang Perdana Wiratraman
yang bersedia menjadi supervisor dalam penelitian di Banten, Jambi,
Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat. Ketiga, terima kasih pula kepada
para peneliti yang telah terlibat dalam kegiatan ini: Susilaningtias, Nova
Yusmira, Syahrun Latjupa, Marina Rona dan juga kepada Abdias Yas. Kepada
pimpinan lembaga-lembaga yang bekerja sama dalam penelitian ini: Warsi di
Jambi, Lembaga Bela Banua Talino di Pontianak, Awam Green di Paluy, serta
Wambby di Banten. Terakhir dan paling penting adalah terima kasih kepada
seluruh narasumber yang telah berkenan memberikan masukan terhadap
draft hasil penelitian antara lain Abdon Nababan (AMAN), Abdurrahman
(Hakim Agung) dan Feri Fudail (Kementerian Dalam Negeri), para informan
dan warga masyarakat di lokasi-lokasi penelitian.

Tentu saja, buku ini belum menyajikan hasil yang sempurna. Kami
memandangnya sebagai upaya untuk membuka ruang diskusi bagi berbagai
pemikiran mengenai format dan implikasi empiris dari pengakuan hukum
terhadap masyarakat adat.

Jakarta, Juni 2010

Myrna A. Safitri
Koordinator Eksekutif Learning Centre HuMa
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Pendahuluan
Yance Arizona

Pada bulan Maret tahun 1999, ratusan orang yang mengidentifikasi diri
sebagai ‘masyarakat adat’ dari berbagai penjuru nusantara berkumpul
di Jakarta untuk menghadiri Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang
pertama. Para peserta Kongres ini kemudian bersepakat membentuk Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan mereka
untuk mempertahankan dan memperkuat hak-haknya atas identitas,
kepercayaan, tradisi dan wilayah kehidupan. Selama masa Orde Baru
hak-hak ini diabaikan oleh pemerintah. Pada masa Orde Baru ini pula
masyarakat adat banyak yang mendapat perlakuan diskriminatif, diintimidasi,
diusir dari tanah sendiri dan dipaksa mengalah untuk pemenuhan ambisi
pembangunan. Menginginkan hak-haknya tidak lagi diabaikan, masyarakat
adat menuntut pengakuan negara atas keberadaan mereka serta hak-hak
mereka. Inilah yang kemudian melahirkan semboyan: “Bila negara tidak
mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”

Kelahiran AMAN menandai kebangkitan gerakan masyarakat adat di
Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah pasca-Orde Baru melakukan
sejumlah agenda pembaruan hukum. Banyak peraturan perundang-undangan
nasional di masa ini telah memuat pengaturan tentang masyarakat adat
sebagai bagian dari substansinya. Banyak pula inisiatif pembentukan hukum
baru yang mencoba mengatur tentang masyarakat adat dan hak-haknya.
Demikian pula pada level lokal, kita menemukan sejumlah peraturan
perundang-undangan yang bertujuan untuk menata ulang hubungan
masyarakat adat dengan negara. Ini menandakan sebuah perkembangan
yang membaik. Namun, kami tetap merasa penting untuk mempertanyakan:
Bagaimanakah seluruh produk legislasi dan inisiatif-inisiatif pembentukan
hukum di tingkat nasional pasca-Orde Baru ini mengkonseptualisasikan
hubungan masyarakat adat dengan negara dan memformulasikan hak-hak
mereka atas tanah dan kekayaan alam? Politik hukum seperti apakah yang
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akan dijalankan oleh negara atas masyarakat adat? Sejauhmanakah produk
legislasi daerah telah diterapkan secara konsisten dan telah memberikan
kondisi yang lebih baik bagi masyarakat adat dalam kenyataannya?

Buku ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Buku ini kami tulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para
peneliti di Learning Centre HuMa - kemudian berubah menjadi Epistema
Institute - dan para mitranya pada bulan januari sampai juli tahun 2010.
Penelitian dimaksud terdiri dari dua kegiatan. Pertama, penelitian mengenai
trend legislasi nasional yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat
adat dan hak-haknya atas sumber daya alam. Kedua, penelitian mengenai
dinamika penerapan berbagai legislasi dan kebijakan daerah mengenai
pengakuan masyarakat adat di Banten, Jambi, Kalimantan Barat dan
Sulawesi Tengah.

Bagian pendahuluan ini akan memperkenalkan kita pada beberapa
konsep kunci yang akan banyak ditemui dalam tema-tema bahasan buku
ini serta meringkas beberapa temuan pokok dari hasil-hasil penelitian.

Siapa masyarakat adat?

Siapa sesungguhnya yang disebut dengan masyarakat adat di Indonesia?
Jawaban atas pertanyaan ini sangat beragam dan sangat bergantung
pada latarbelakang, pengalaman dan kepentingan setiap orang yang
mendefinisikannya. Moniaga menyebut pencarian tentang definisi masyarakat
adat di Indonesia seperti sebuah perjalanan panjang yang membingungkan
(Moniaga, 2010:301-22). Seperti memasuki sebuah labirin yang berkelok-
kelok dari satu persimpangan ke persimpangan lain, dari satu dokumen
perdebatan ke dokumen lainnya, siapa yang disebut dengan masyarakat
adat tidak menemukan definisi akhir.

Moniaga mengkaji dokumen internasional sebagai kerangka bagi
pendefinisian masyarakat adat di Indonesia. Hal ini dilakukan terhadap
ILO Convention 169 tentang Indigenous Peoples and Tribal Peoples in
Independent Countries yang menggunakan dua istilah yaitu indigenous
peoples dan tribal peoples. Indigenous peoples diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia sebagai “bangsa pribumi” dan tribal peoples diterjemahkan
menjadi “masyarakat adat” (Moniaga dan Djuweng, 1994). Merujuk pada dua
kategori tersebut, maka istilah masyarakat adat lebih dekat dengan tribal
peoples daripada indigenous peoples. Namun berbagai diskursus lanjutan
tentang masyarakat adat, istilah indigenous peoples lebih banyak dipakai
dari pada istilah tribal peoples dan istilah indigenous peoples dipakai untuk
menunjuk kedua-duanya (Arizona dalam buku ini bagian 2).
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Dokumen internasional lain yang juga memakai istilah indigenous
peoples adalah Universal Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(UNDRIP). Meskipun tidak menyebutkan definisi tentang indigenous
peoples, Deklarasi ini menjadi norma internasional yang paling lengkap
dipakai untuk memperjuangkan hak-hak indigenous peoples di setiap
belahan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan
Deklarasi tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai istilah yang merujuk pada
kategori “masyarakat adat”. Istilah yang dipakai bermula dari istilah bumi
putera, masyarakat asli, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan
masyarakat hukum adat, masyarakat suku terasing, komunitas adat terpencil
dan masyarakat tradisional. Berbagai macam istilah yang berkonsekuensi
pada perbedaan unsur-unsur keberadaan masyarakat adat menunjukkan
belum adanya suatu kesepahaman tentang definisi masyarakat adat di
Indonesia.

Istilah bumi putera yang secara harfiah berarti putra dari bumi
merupakan istilah yang dipakai dalam hukum kolonial selama berkuasa
di Hindia Belanda. Istilah ini dipakai Pemerintah Kolonial Belanda dalam
membagi kategori sosial di dalam masyarakat berdasarkan hukum (Moniaga,
2010:303). Istilah komunitas adat terpencil (KAT) merupakan pengganti dari
istilah masyarakat suku terasing (Master) yang digunakan oleh Kementerian
Sosial untuk menunjuk kepada komunitas masyarakat yang terpencil
(isolated) secara akses di pelosok-pelosok daerah. Definisi ini dipakai untuk
mengembangkan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kementerian
Sosial. Istilah masyarakat tradisional dan istilah masyarakat adat dipakai
dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dari sekian istilah tersebut, istilah masyarakat hukum adat yang paling
banyak dipakai saat ini. Misalkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 7 Tahun 2007
tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sejumlah peraturan pelaksana
dari undang-undang.

Istilah “masyarakat hukum adat” lahir dari bentuk kategori
pengelompokkan masyarakat yang diajarkan oleh pemikir hukum adat seperti
Cornelis Van Vollenhoven. Kategori kelompok sosial itu yang kemudian
dikenal dengan bentuk masyarakat hukum (rechtsgemeenschappen) adalah
masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan
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oleh hukum yang dipakai. Bila hukum yang mengikat itu adalah hukum
adat, maka kesatuan masyarakat ini disebut masyarakat hukum adat (adat
rechtsgemeenschappen).

Sebagai seorang ahli hukum, pemikiran Vollenhoven banyak mengaitkan
persoalan sosial dalam kerangka hukum. Vollenhoven dalam karyanya
membagi wilayah di Hindia Belanda ke dalam sembilan belas lingkaran
hukum (rechtskringen) yang setiap lingkar hukum dapat dibagi lagi ke
dalam kukuban-kukuban hukum (rechtsgouwen). Selain itu hukum adat
juga dibagi berdasarkan lapangan-lapangan yang berkembang dalam
hukum barat, misalkan hukum waris adat, hukum tanah adat, hukum
adat mengenai tata negara, hukum hutang-piutang, hukum delik adat dan
bidang hukum lainnya.

Namun istilah masyarakat hukum adat dikritik oleh masyarakat adat
yang tergabung dalam AMAN Kkarena istilah ini mengandung kerancuan
antara “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”. Yang
satu menekankan kepada masyarakat-hukum dan yang lain menekankan
kepada hukum adat. AMAN juga berargumen bahwa istilah “masyarakat
hukum adat” hanya mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja,
yaitu hukum, sedangkan masyarakat adat tidak saja tergantung pada
dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik,
budaya, agama, ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu AMAN menawarkan
istilah masyarakat adat yang lebih bisa mencakup berbagai dimensi dalam
masyarakat adat.

Untuk memberikan kerangka tentang masyarakat adat dalam penelitian
ini dirujuk definisi masyarakat adat yang dihasilkan dalam Kongres
Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) pada bulan maret tahun
1999. Dalam kongres tersebut masyarakat adat diartikan sebagai berikut:

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur

(secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai,
ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Selain itu, penggunaan istilah masyarakat adat digunakan karena istilah
ini lebih sering dipakai oleh komunitas untuk mengidentifikasi dirinya
setelah identifikasi diri mereka sendiri dengan istilah lokal seperti Orang
Dayak, Urang Kanekes (Masyarakat Baduy), Orang Dani, Orang Amungme,
Orang Kaili dan lainnya (Moniaga, 1999:135-6).

Mencari makna pengakuan hukum

Pengakuan dapat dikatakan sebagai salah satu isu kunci dalam wacana
tentang masyarakat adat di Indonesia sejak reformasi. Kebutuhan akan
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pengakuan ini tampak jelas dari semboyan yang digaungkan masyarakat
adat dalam KMAN 1I: Bila Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak
mengakui negara. Ungkapan itu menjadi cerminan orientasi gerakan
masyarakat adat di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan terhadap
eksistensinya yang selama masa Orde Baru banyak mengalami tekanan dan
diskriminasi karena proyek-proyek pembangunan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengakuan? kata pengakuan
berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Kata tersebut
mengandung dua makna baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Pertama, pengakuan yang bersifat internal adalah cara atau proses untuk
mengaku. Hal ini lebih mirip sebagai sebuah pernyataan tentang diri atau
kelompok sendiri. Sedangkan yang kedua, pengakuan yang bersifat eksternal
adalah penerimaan terhadap keberadaan eksistensi lain. Penerimaan tersebut
sebagai landasan untuk melakukan hubungan (relasional).

Bandingkan dengan padanan kata pengakuan dalam literatur berbahasa
Inggris yang disebut recognition yang berarti agreement that something
is true or legal (bd. Cambridge Dictionary). Pengertian ini lebih tegas
menunjukkan bahwa pengakuan adalah hal yang bersifat relasional dan
juga legal. Hal ini menuntun kita ketika membicarakan pengakuan berarti
membicarakan hal-hal yang bersifat relasional antar aktor yang model-model
relasinya hadir dari adanya penerimaan terhadap eksistensi tersebut.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah
banyak ditemukan istilah pengakuan, namun sampai sekarang belum ada
pengertian yuridis terhadap istilah ini. Di dalam UUPA (penjelasan Pasal
IT angka 3) misalkan ditemukan istilah recognitie. Dalam UUPA, recognitie
digunakan untuk menjelaskan hak yang akan diberikan kepada masyarakat
adat yang tanahnya akan digunakan untuk keperluan pembangunan. Istilah
recognitie yang dipakai dalam UUPA sebenarnya merupakan istilah yang
diadopsi dari hukum adat. Dalam hukum adat, istilah ini dipakai apabila ada
orang yang bukan anggota persekutuan adat tertentu hendak menggunakan
tanah ulayat, maka orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan
tanah tersebut sampai tujuannya tercapai, hanya apabila ia memberikan
sesuatu (Simarmata 2006:22).

Istilah pengakuan (recognition) juga banyak berkembang dalam hukum
internasional tentang hak asasi manusia, khususnya dalam persoalan hak-hak
masyarakat adat. Dalam hukum internasional istilah pengakuan (recognition)
sering dikaitkan dengan istilah lain yakni penghormatan (promotion),
perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill). Ketiga istilah terakhir ini
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Cambridge Dictionary online dapat dilihat di http:/dictionary.cambridge.org/.
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digunakan untuk merumuskan tanggungjawab negara terhadap masyarakat
adat dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Dalam disertasinya, Fariqun
menyampaikan kerangka konseptual tentang pengakuan dalam hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ajaran
moral tentang pembentukan negara. Fariqun menyebutkan:

Berdasarkan filosofi dan ajaran moral tentang pembentukan negara, maka
pengakuan dikonsepkan sebagai: “pernyataan penerimaan dan pemberian status
keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan
hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat
sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi
dan memenuhi hak-hak asasi warga negara” (Fariqun, 2007:81)

Dalam rumusan demikian, pengakuan merupakan dimensi yang bersifat
eksternal dan relasional sebagai wujud tanggungjawab negara yang kemudian
menjadi landasan bagi implementasi hak-hak masyarakat adat atas sumber
daya alam. Selain kewajiban untuk melakukan pengakuan, juga terdapat
kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Konsep
“menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak
masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang
menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan
pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak
masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan
menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi”
mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan
serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-
hak masyarakat adat (Fariqun, 2007:81-2).

Upaya pencarian makna pengakuan itu juga dibahas oleh Wiratraman
dkk. dalam bab 3. Pencarian makna pengakuan dimaksud ditelusuri dari
pemaknaan para pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan
sejumlah kebijakan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas
sumber daya alam di daerah.

Originalitas hak masyarakat adat

Origininalitas hak masyarakat adat merupakan dasar bagi pembicaraan
hak masyarakat adat sebagai hak yang asasi. Sebagai hak asasi, maka
hak-hak masyarakat adat adalah hak yang mendahului hukum negara.
Sifat originalitas ini juga dikenal dengan istilah otohton, asli atau asal
(Wignjosoebroto 2005:39). Karakteristik originalitas ini juga dikenal dalam
istilah hukum sebagai a prima facie yaitu yang mengatur terlebih dahulu
yang eksistensinya melekat pada keberadaan masyarakat adat selaku pemilik

n ANTARA TEKS DAN KONTEKS: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat
adat atas sumber daya alam di Indonesia



hak. Oleh karena itu, hak-hak masyarakat adat atas wilayah kehidupannya
bersifat asasi (basic rights).

Sifat yang asasi inilah yang membedakan antara hak masyarakat adat
dengan hak-hak lainnya yang diciptakan melalui hukum negara yang
disebut dengan hak hukum (legal rights). Hak hukum merupakan hak
yang hadir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diciptakan
oleh pemerintah di suatu negara. Hak hukum bisa lahir dari konstitusi,
undang-undang yang dibuat oleh DPR, peraturan dan keputusan yang
dibuat oleh instansi pemerintah, putusan pengadilan maupun kesepakatan-
kesepakatan individu atau masyarakat yang mengikatkan dirinya dalam
kontrak atau perjanjian. Hak hukum berbeda dengan hak asasi. Hak asasi
melekat pada diri manusia sejak dia lahir, kalau bagi komunitas maka hak
asasi itu melekat sejak komunitas itu ada, sedangkan hak hukum memiliki
keterbatasan-keterbatasan.

Apa saja keterbatasan dari hak hukum? Dalam Stanford Encyclopedia
of Philosophy,” hak hukum dibatasi oleh empat hal antara lain: (a) hanya
ada sepanjang masih ada aturan hukum yang melandasinya. Bila aturan
hukumnya berubah maka hak hukum berubabh, bila aturan yang melandasinya
hapus maka hak hukum menjadi hilang; (b) sangat bergantung kepada
kebijaksanaan penguasa; (c¢) hak hukum merupakan hak berian, bukan
hak asli yang bersumber dari masyarakat; (d) keberadaan hak hukum ada
sepanjang masih diperlukan. Jadi hak hukum tidak bersifat kekal karena
bukan merupakan hak asasi.

Apa pentingnya membedakan hak masyarakat adat sebagai hak asasi
(basic rights) dan sebagai hak hukum (legal rights)? Salah satunya adalah
untuk membedakan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak
tersebut. Tanggungjawab negara terhadap hak asasi adalah melakukan
pengakuan (recognition) yang bersifat pembenaran atau penerimaan negara
terhadap hak-hak masyarakat yang melekat sebagai bagian dari eksistensi
masyarakat adat. Sedangkan terhadap hak hukum maka tanggungjawab
negara untuk melakukan pemberian (granting) agar hak tersebut dapat
dinikmati oleh masyarakat adat sebagai bagian dari negara.

Dalam perkembangannya tidak lagi mudah untuk membedakan
antara hak asasi dengan hak hukum sebab sebagian hak-hak asasi sudah
dicantumkan juga ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga ia juga
menjadi hak hukum. Namun salah satu yang dapat membedakannya adalah
bahwa keberadaan hak asasi tetap ada meskipun peraturan perundang-
undangan yang mendasarinya (sudah) tidak ada. sebagai contoh dalam

2

Tentang hak hukum (legal rights) dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy dapat diakses di: http:/plato.
stanford.edu/entries/legal-rights/.
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bidang kehutanan, hak masyarakat adat atas hutan adat akan tetap ada
meskipun UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menghapus ketentuan
tentang hutan adat di dalamnya. Sedangkan contoh hak hukum dalam
pengelolaan hutan misalkan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan
dapat hilang bila peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
tidak lagi mengaturnya sebagai salah satu hak yang dapat dinikmati oleh
masyarakat.

Tempat buku ini dalam khazanah kajian masyarakat adat

Kami menyadari telah banyak penelitian dilakukan mengkaji masyarakat
adat dalam berbagai pendekatan. Bahkan kajian-kajian tentang masyarakat
adat di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial di antaranya
kajian yang dilakukan oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda seperti Snouck
Hurgronje, Cornelis Van Vollenhoven, Ter Haar dan Van Dijk. Pada masa
itu penelitian tentang masyarakat adat lebih difokuskan pada hukum adat
yang menjadi landasan tatanan sosial masyarakat pribumi. Pada masa
inilah konsep-konsep kunci tentang masyarakat adat muncul, misalkan
konsep tentang hukum adat (adatrecht) dan adat rechtsgemeenchappen
dari Vollenhoven yang kemudian dipadankan dengan “masyarakat hukum
adat”. Demikian juga dengan konsep beschikkingsrecht yang sekarang
dikenal dengan “hak ulayat” (Van Vollenhoven, 1909:19-20). Sebagaimana
kemudian diulas oleh Termorshuizen, beschikkingsrecht atau hak ulayat ini
merupakan hak untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah
(Termorshuizen, 2010:33).

Generasi berikut dalam penelitian tentang masyarakat adat di Indonesia
adalah Soepomo, Soekanto dan Muhammad Yamin. Mereka adalah ahli hukum
hasil didikan Belanda sehingga sehingga gagasan yang mereka kembangkan
tidak jauh dari apa yang sudah diajarkan oleh ahli hukum Belanda. Tidak
banyak konsep-konsep baru yang lahir pada masa itu, yang terjadi adalah
pelanjutan gagasan misalkan konsep beschikkingsrecht yang diperkenalkan
oleh Vollenhoven diartikan sebagai hak pertuanan oleh Soepomo.

Para ahli hukum Indonesia seperti Soepomo dan M. Yamin memiliki
peran penting dalam pendirian republik. Pemikiran mereka terbaca dalam
risalah sidang BPUPKI dan dalam naskah UUD 1945. Hal ini mulai terlihat
dalam penjelasan UUD 1945 yang banyak dipengaruhi oleh pandangan
Soepomo. Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut disebutkan:

Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende

landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah
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itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa.

Bahkan sebelumnya Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI
menyebutkan:

kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan
hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan
pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari
di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di
tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu
kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme
dan pengaruh Eropa.

Dua penggal pernyataan Soepomo dan M. Yamin di dalam persidangan
BPUPKI menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat menjadi salah
satu persoalan yang harus diperhatikan dalam penyusunan republik. Bahkan
baik Soepomo dan M. Yamin menyebutkan estimasi jumlah komunitas
masyarakat adat dalam berbagai penyebutan di masing-masing wilayah. Hal
ini sekaligus menjadi titik anjak untuk mengidentifikasi orientasi para ahli
hukum pada permulaan republik yang berorientasi pada hukum adat.

Sejalan dengan temuan penelitian Dimyati, bahwa hal yang menonjol
dalam diskursus hukum adat pada masa permulaan berdirinya republik
adalah adanya upaya yang serius dari para ahli hukum Indonesia untuk
menjadikan hukum adat sebagai penopang sekaligus sebagai karakteristik
hukum nasional (Dimyati, 2005:139). Upaya ini nampak dalam penyusunan
naskah konsititusi dalam BPUPKI dan juga UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang salah satu ketentuannya
menyebutkan secara jelas bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi,
air dan ruang angkasa ialah hukum adat.

Sejak tumbangnya Orde Lama dan kemudian diganti dengan Orde
Baru pada dekade 1960-an, studi tentang masyarakat adat berangsur-angsur
menyusut. Hal ini juga dipengaruhi kuat oleh politik unifikasi hukum dan
totalitarianisme Orde Baru. Bahkan ketika Menteri Kehakiman dijabat oleh
Mochtar Kusumaatmaja, garis politik hukum pemerintah mengarah kepada
upaya modernisasi masyarakat Indonesia untuk menyukseskan program
pembangunan. Model-model penelitian lama kemudian digantikan dengan
penelitian-penelitian yang transformatif untuk mengubah masyarakat
Indonesia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Pada level kebijakan, upaya transformasi ini dilakukan dengan
mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa. Undang-undang ini
merombak seluruh tatanan masyarakat adat yang asli yang kemudian
diseragamkan menjadi desa.
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Represi dan pengabaian struktural ini menimbulkan banyak masalah.
Inilah kemudian yang mendorong lahirnya studi-studi kontemporer tentang
masyarakat adat di Indonesia yang mulai berkembang kembali pada dekade
1990-an terutama dengan tumbangnya Orde Baru. Studi-studi di masa ini
umumnya menggambarkan bagaimana masyarakat adat menjadi korban
dari pola pembangunan yang diterapkan oleh Orde Baru selama lebih dari
tiga dasawarsa berkuasa.

Sebuah buku berjudul The Revival of Tradition: the deployment of adat
from colonialism to indigenism yang disunting oleh Davidson dan Henley
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Adat dalam
Politik di Indonesia dengan penyunting Davidson, Henley dan Moniaga,
misalnya membahas beberapa faktor kebangkitan adat di Indonesia pasca
Orde Baru. Sebagaimana diantarkan oleh Henley dan Davidson di dalam
pendahuluan buku ini, mengungkapkan kebangkitan adat di Indonesia
sebenarnya tidak banyak diprediksi oleh berbagai ahli yang melakukan
studi tentang Indonesia (Henley dan Davidson, 2010:2). Henley dan Davidon
melanjutkan bahwa kebangkitan adat di Indonesia setidaknya dipengaruhi
oleh empat faktor antara lain: (a) kontribusi dan perkembangan wacana
indigenous peoples pada level internasional; (b) tekanan dan diskriminasi
terhadap masyarakat adat oleh rezim Orde Baru; (c) ruang politik yang
terbuka pada masa reformasi; dan (d) warisan ideologis dari pemikir hukum
adat pada masa kolonial (Henley dan Davidson, 2010:7-30).

Selain mengidentifikasi faktor-faktor kebangkitan adat, Henley dan
Davidson juga mengungkap paradoks-paradoks yang melekat dalam isu
adat. Misalkan penggunaan adat yang inklusif dan dalam beberapa kejadian
berkontribusi dalam konflik-konflik etnis, manipulasi oleh elit-elit lokal
untuk merebut kembali posisi politis dan penguasaan sumber daya, dominasi
internal di dalam komunitas masyarakat adat, sampai pada pengasosiasian
masyarakat adat sebagai pengelola sumber daya alam yang arif (ecological
noble savage). Upayanya untuk mengkaji paradoks-paradoks dalam isu
adat melalui buku ini semacam tantangan bagi aktivis dan para peneliti
yang selama ini mempromosikan hak-hak masyarakat adat. Buku yang
kami tulis ini bukanlah hendak menjawab secara langsung tantangan-
tantangan terhadap paradoks-paradoks dalam isu adat, melainkan untuk
mengkaji makna pengakuan hukum baik yang dirumuskan dalam legislasi
nasional maupun daerah dan bagaimana pemaknaan terhadap pengakuan
hukum itu dikontestasikan antara makna dari masyarakat dengan makna
dari pemerintah serta melihat bagaimana pengakuan hukum tersebut
diwujudkan dalam prakteknya.
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Beberapa tulisan di dalam buku Adat dalam Politik di Indonesia yang
relevan dengan kajian dalam buku ini misalkan tulisan Sandra Moniaga,
Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah perjalanan panjang yang
membingungkan yang mengkaji perkembangan politik hukum negara
terhadap masyarakat adat yang terlihat pada cara negara mengidentifikasi
masyarakat adat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Perbedaan-
perbedaan pengaturan terhadap masyarakat adat dalam setiap peraturan
perundang-undangan menciptakan konflik antar instansi pemerintah,
ego-sektoral yang membuat semakin membingungkan mengakui serta
memenuhi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam (Moniaga,
2010:303-9). Namun tulisan tersebut belum menyentuh secara komparatif
rumusan normatif peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Hal inilah yang coba diisi
melalui tulisan Arizona dalam bagian 2 buku ini.

Tulisan Tania Murray Li dalam buku yang sama dengan judul Adat di
Sulawesi Tengah: Penerapan kontemporer merekam perkembangan advokasi
hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Tengah yang berhadapan dengan
proyek-proyek konservasi. Li menemukan bahwa pelabelan masyarakat adat
sebagai pengelola sumber daya alam yang arif (ecological noble savage)
yang merupakan aliansi antara indigenism dengan environmentalism
menjadi kompleks ketika dihadapkan dengan proyek-proyek konservasi dari
pemerintah seperti taman nasional. Isu konservasi ini kemudian menjadi
hal yang menjebak dan menjadi beban yang harus dipikul secara tidak
proporsional oleh masyarakat adat (Li, 2010:405) karena bagi masyarakat
tentu saja sumber daya alam bukan hal yang hanya untuk dikonservasi
tetapi juga sebagai sumber ekonomi untuk melanjutkan kehidupannya.
Hal ini juga tergambar dalam penelitian tentang To Kulawi di Boya Marena
dalam bagian 3 buku ini.

Selain buku tersebut, penelitian tentang masyarakat adat juga memasuki
ruang politik baru pasca Orde Baru melalui otonomi daerah. Sirait, Kajian
Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia: Suatu Refleksi Kebijakan
dalam Otonomi Daerah (2001) mengkaji masyarakat adat dalam konteks
otonomi daerah dengan menitikberatkan pada sektor kehutanan. Penelitian
itu menyimpulkan bahwa kebijakan negara terhadap masyarakat adat masih
kabur dan selama peraturan itu masih kurang jelas, maka perlu menyiasati
pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas
sumber daya alam melalui peraturan daerah secara sementara yang sifatnya
melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas sumber daya
alam. Rekomendasi dari penelitian tersebut untuk pendorong pembaruan
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hukum daerah sebagai sarana pengakuan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian
yang kami lakukan ini salah satunya adalah untuk meninjau bagaimana
inisiatif-inisiatif yang selama ini dilakukan di daerah diimplementasikan
di lapangan (bagian 3 buku ini).

Juga terdapat penelitian yang membahas kerangka hukum tentang
masyarakat adat di Indonesia. Misalkan Bedner dan Van Huis (2008; 164-
2/3) melakukan kajian untuk mengulas peraturan perundang-undangan di
Indonesia terkait masyarakat adat. Kesimpulannya, peraturan perundang-
undangan terkait masyarakat adat di Indonesia gagal memberikan pengakuan
substantif terutama dalam pemenuhan hak-hak atas sumber daya alam.
Sedangkan pada level diskursus terjadi perkembangan pesat pembicaraan
tentang masyarakat adat, namun diskursus tersebut belum mampu sampai
pada hasil legislasi yang lebih baik. Selain itu Simarmata (2006) yang
membahas perkembangan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat
pada level nasional dan penerjemahannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan
di sejumlah daerah. Penelitian ini merekomendasikan diperlukannya
penyusunan formulasi pemaknaan yang melihat masyarakat secara utuh
dan menyeluruh yang tidak membelah-belah dimensi keberadaan dengan
hak-hak masyarakat adat. Terhadap dua penelitian yang disebutkan terakhir
ini, maka buku yang kami tulis ini merupakan analisa lanjutan untuk
memeriksa rumusan normatif pada legislasi nasional dan melihat dinamika
implementasinya di lapangan.

Penelitian lainnya terkait dengan pengakuan hukum terhadap hak
masyarakat adat atas sumber daya alam dilakukan oleh Fariqun (2007)
Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dalam
politik hukum nasional. Penelitian ini merekam perkembangan politik
hukum negara terhadap hak-hak masyarakat adat pada masa kolonial,
hukum nasional dan hukum internasional. Konsepsi dasar tentang hak
atas sumber daya alam warisan kolonial menolak eksistensi hak ulayat
masyarakat adat dan merampas hak ulayat masyarakat adat menjadi hak
menguasai negara. Sedangkan konsep pengakuan bersyarat terhadap
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang diikuti politik pembiaran
di mana pemerintah tidak aktif mengusahakan pengakuan terhadap
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah menyebabkan masyarakat
adat makin tersisih dan tidak terlindungi dalam politik hukum nasional.
Padahal dalam politik hukum internasional terjadi arus kuat pengakuan
terhadap masyarakat adat (indigenous peoples) yang mewajibkan negara
untuk meningkatkan (promote), pengakuan (respect), perlindungan (protect)
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dan pemenuhan (fulfill) terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat di dalam peraturan dan penegakan hukum di masing-masing negara.
Rumusan tentang tanggungjawab negara dalam hukum internasional inilah
yang banyak dipakai sebagai argumentasi dalam penelitian yang dilakukan
dalam buku ini.

Mengacu pada berbagai penelitian dan karya ilmiah yang disebutkan
sebelumnya, maka tulisan-tulisan dalam buku ini mencoba melengkapi
studi mengenai masyarakat adat di Indonesia dengan fokus pada dua aspek.
Pertama, aspek normatif pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat atas sumber daya alam sebagaimana tertera dalam berbagai peraturan
dan inisiatif pembentukan hukum dalam kurun waktu 1999-2009 (lihat
Arizona dalam bab 2). Studi ini bertujuan menggambarkan kecenderungan
kebijakan yang terformalisasikan ke dalam legislasi nasional, sehingga bisa
tergambar peta rumusan pengaturan dan trend normatif dalam melegalisasi
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Selain
itu, buku ini juga melengkapi kajian normatif itu dengan sebuah karya
lainnya yang berdasarkan pada suatu penelitian sosio-legal tentang berbagai
ragam implementasi legislasi daerah terkait dengan pengakuan hak-hak
masyarakat adat. Secara ringkas, kajian ini menganalisis kenyataan faktual
dari berbagai pengakuan hukum itu di beberapa daerah di Provinsi Banten,
Jambi, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah (lihat Wiratraman dkk.
dalam bab 3).

Anatomi buku

Setelah bagian pendahuluan ini kita akan menemukan bagian 2 yang
membahas persoalan legislasi nasional berkaitan dengan keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Dengan judul “Satu Dekade
Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009),
Arizona pada bab ini menjelaskan kecenderungan pengaturan masyarakat
adat melalui enam komponen. Enam komponen yang diperiksa tersebut
adalah (a) Definisi dan kriteria masyarakat adat; (b) Hak masyarakat adat
yang diatur; (c) Kewajiban-kewajiban negara terhadap masyarakat adat;
(d) Proses dan bentuk pengakuan; (e) Penyelesaian sengketa dan posisi
peradilan adat; dan (f) FPIC atau pengambilan keputusan atas proyek
pembangunan. Pemeriksaan terhadap enam komponen tersebut dilakukan
baik pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak tahun
1999 sampai dengan berbagai naskah yang merupakan inisiatif pengaturan
terkait masyarakat adat yang ada sampai tahun 2009. Dengan menjadikan
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asumsi bahwa suatu peraturan disebut komprehensif bila memuat enam
komponen tersebut, maka disimpulkan bahwa belum ada peraturan
perundang-undangan maupun inisiatif yang sedang berlangsung yang
benar-benar komprehensif.

Bagian 3, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, merupakan
hasil penelitian tentang dinamika implementasi pengakuan hukum hak
masyarakat adat atas sumber daya alam. Penelitian yang dilakukan terhadap
lima komunitas masyarakat adat di Banten, Jambi, Kalimantan Barat dan
Sulawesi Tengah ini menganalisis makna pengakuan hukum yang dilakukan
oleh pemerintah dalam sejumlah instrumen hukum daerah, manfaat serta
kendala yang dialami dalam implementasi pengakuan hukum hak masyarakat
adat. Bagian ini juga membahas aktor-aktor yang mempengaruhi dinamika
pengakuan hukum serta konfigurasi politik yang memungkinkan lahir dan
efektifnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat.
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2

Satu dekade legislasi
masyarakat adat:

Trend legislasi nasional tentang
keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat atas sumber daya alam di Indonesia

(1999-2009)

Yance Arizona

2.1 Pengantar

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-
undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat atas sumber daya alam. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh
semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Namun banyaknya
peraturan yang lahir belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan
nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat. Persoalan masyarakat adat yang
dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya atas sumber daya alam
masih saja terjadi. Selain itu, peraturan-peraturan yang dibuat belum bisa
diimplementasikan menjadi kebijakan yang lebih konkret sehingga dapat
melindungi serta memenuhi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya
alam.

Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa
diimplementasikannya peraturan perundang-undangan terkait masyarakat
adat adalah persoalan sektoralisasi. Masing-masing instansi memiliki
dan mengembangkan kebijakan serta program-program sendiri-sendiri.
Sektoralisasi ini yang kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun
manifes di antara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum
terhadap masyarakat adat tidak bisa dilakukan secara holistik. Di lapangan,
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sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan
hukum terhadap keberadaan dan hak-hak mereka sebab mereka harus
menegosiasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah.

Sementara konflik tenurial terus berlangsung. Pemerintah dan
pengusaha melakukan klaim atas wilayah kehidupan masyarakat adat yang
sudah hidup di wilayahnya lebih lama bahkan sebelum republik berdiri.
Sebagian masyarakat adat terusir dari wilayahnya, sebagian lagi bertahan dan
terus berkonflik. Hukum negara yang seharusnya mengayomi masyarakat
adat dan menyelesaikan konflik belum mampu berbuat banyak. Bahkan
hadirnya hukum negara kemudian menjadi beban baru bagi masyarakat
lokal karena berpotensi merusak jalinan-jalinan sosial di dalam masyarakat
(Tanya, 2006:205).

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mencoba
mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, saat ini masih banyak
inisiatif yang berkembang untuk mengatur hal yang sama. Sebagian
merupakan inisiatif peraturan perundang-undangan baru, sebagian lagi
merupakan pengaturan lebih lanjut tentang keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah dari undang-undang. Namun masih terdapat pertanyaan-pertanyaan
mendasar yang belum terjawab. Misalkan tentang bagaimana arah politik
hukum tentang pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat
yang ingin dituju; bagaimana keberadaan masyarakat adat yang ingin
dicapai melalui pembaruan hukum; sejauhmana reformasi hukum sudah
menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat adat dalam memenuhi
hak mereka atas sumber daya alam.

Untuk mengembangkan wacana bagi pengembangan kebijakan yang
berkaitan dengan masyarakat adat, bagian ini memaparkan trend pengaturan
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam legislasi nasional supaya
bisa memberikan sumbangan bagi perbaikan hukum kedepan. Lima pokok
bahasan yang dibahas dalam bagian ini antara lain. Pertama, mengulas
peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat tahun 1999-2009. Kedua, melakukan pemetaan atas proses
inisiatif pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, melakukan analisis
terhadap substansi pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dari
inisiatif pemerintah yang sedang berlangsung sehingga bisa menggambarkan
trend rumusan normatif pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat atas sumber daya alam 1999-2009. Keempat, membahas tentang
persoalan kelembagaan yang mengurusi masyarakat adat. Bagian terakhir
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tulisan ini menyimpulkan persoalan yang terjadi dalam satu dekade legislasi
masyarakat adat di Indonesia.

Karena memfokuskan pada trend rumusan normatif, maka pendekatan
yang dipakai dalam bagian ini adalah pendekatan normatif-positif'yang lazim
digunakan dalam studi-studi politik hukum. Dengan kata lain, penelitian
ini adalah penelitian terhadap legal policy pemerintah. Dalam penelitian
ini yang dikaji adalah norma positif dalam peraturan perundang-undangan
nasional yang berlaku umum “in abstracto”yang berkaitan dengan pengakuan
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Pendekatan normatif di dalam bagian ini dilakukan untuk melihat dua
hal: Pertama, kejelasan rumusan pengaturan yang memberikan peluang
penafsiran oleh pelaksana peraturan di lapangan. Kedua, kontradiksi
pengaturan untuk melihat koherensi antara satu bagian peraturan dengan
peraturan lain. Untuk melihat lebih jauh dua persoalan normatif tersebut,
penelitian ini memfokuskan pada enam komponen yang perlu diperhatikan
dalam merumuskan pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat. Enam komponen tersebut meliputi:

1. Definisi dan kriteria masyarakat adat

Hak masyarakat adat yang diatur
Kewajiban-kewajiban negara terhadap masyarakat adat
Proses dan bentuk pengakuan

Penyelesaian sengketa dan posisi peradilan adat

AN L S S

FPIC atau pengambilan keputusan atas proyek pembangunan

2.2 Memetakan substansi legislasi masyarakat adat

Selama Orde Baru berkuasa, taktis tidak banyak pembaruan hukum yang
dilakukan untuk memperkuat posisi masyarakat adat beserta hak-haknya atas
sumber daya alam. Bahkan sebaliknya, keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat dipinggirkan oleh penguasa. Hal ini terlihat dalam penggunaan sebutan
masyarakat terasing kepada masyarakat adat dan legislasi yang merombak
struktur asli pemerintahan berbasis masyarakat adat menjadi pemerintahan
desa melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Bergulirnya reformasi satu dekade lalu melahirkan konfigurasi sosial-
politik yang lebih terbuka menjadi arena pembaruan hukum berkaitan
dengan pemajuan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional
dan lokal. Pembaruan hukum tersebut berlangsung pada level konstitusi,
undang-undang bahkan sampai level peraturan daerah. Pembaruan hukum
berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat juga menyentuh
berbagai sektor kehidupan sosial. Bagian ini mengulas perkembangan
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legislasi nasional berkaitan dengan pengaturan keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat atas sumber daya alam.

2.2.1 Amandemen konstitusi

Amandemen UUD 1945 yang berlangsung tahun 1999-2002 menjadi arena
untuk memasukkan norma-norma baru bagi pemajuan hak-hak masyarakat
adat di Indonesia. Dari hasil amandemen konstitusi terdapat tiga ketentuan
di dalam UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan hak-
hak masyarakat adat yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal
32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Tiga ketentuan tersebut masing-masing
memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang
masyarakat adat.

Tabel 2.1

Konstruksi pengaturan keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat dalam UUD 1945

Pendekatan Substansi

Tata
Pemerintahan

Peraturan

Tanggungjawab

kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat
hak-hak tradisional
masyarakat hukum adat
Dengan persyaratan:
sepanjang masih hidup
sesuai dengan
perkembangan masyarakat
sesuai dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
diatur dalam undang-undang

Pasal 18B ayat
(2)

Negara mengakui dan meng-
hormati. Selanjutnya diatur di
dalam undang-undang

Pasal 28| ayat
@)

Hak Asasi Identitas budaya

Manusia - hak masyarakat tradisional
Dengan persyaratan selaras
dengan perkembangan zaman
dan peradaban.”

Negara menghormati

Pasal 32 ayat (1)
dan ayat (2)

Kebudayaan |-

hak untuk mengembangkan
nilai-nilai budaya
bahasa daerah

Negara menghormati dan
menjamin kebebasan
masyarakat

Selama ini pembicaraan mengenai masyarakat adat yang ditarik pada

level konstitusi seringkali dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 194s.

Hal ini dapat disadari karena Pasal 18B ayat (2) secara lugas menyebutkan
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istilah masyarakat hukum adat, sedangkan Pasal 281 ayat (3) menggunakan
istilah masyarakat tradisional dan Pasal 32 menggunakan istilah kebudayaan
nasional yang dapat dilekatkan dengan diskursus tentang masyarakat adat.
Berikut dipaparkan sekilas ketiga norma konstitusi tersebut dalam kaitannya
dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat berserta dengan implikasi-
implikasi normatif yang ditimbulkannya.

2.2.a1.a Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 tidak ada ketentuan di dalam batang
tubuh UUD yang menyebutkan secara tegas tentang keberadaan masyarakat
adat dan hak-hak tradisionalnya. Ketentuan yang sering dikaitkan dengan
pembicaraan tentang masyarakat adat di dalam konstitusi sebelum
amandemen selalu merujuk pada Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 angka II
yang berbunyi:

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende

landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah

itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa
tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, bagian penjelasan UUD
1945 dihapus. Namun ada beberapa ketentuan di dalam penjelasan UUD
1945 yang masih relevan dimodifikasi untuk dimasukkan ke dalam batang
tubuh UUD 1945. Ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 angka
I kemudian dimodifikasi dan dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD
menjadi Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 194s.

Pasal 18B ayat (1)

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.”

Pasal 18B ayat (2)
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) harus dibedakan secara
tegas. Ketentuan pertama mengatur tentang pemerintahan daerah yang
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bersifat khusus atau bersifat istimewa yang merujuk kepada model-model
pemerintahan kerajaan (monarki) seperti Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan model Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, ketentuan Pasal 18B ayat
(1) UUD 1945 ini menjadi landasan bagi adanya otonomi khusus seperti yang
diterapkan untuk daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Provinsi
Papua. Sedangkan Pasal 18B ayat (2) merujuk kepada kesatuan-kesatuan
masyarakat adat yang secara kelembagaan merujuk pada desa, nagari,
dusun, marga atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai
masyarakat adat dalam tulisan ini adalah membicarakan masyarakat
adat yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bukan kerajaan
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional
masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara
mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan
agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat.
Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B
ayat (2) UUD 1945 antara lain:

a. Sepanjang masih hidup

b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

c. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Diatur dalam undang-undang

Simarmata menyebutkan empat syarat terhadap masyarakat adat dalam
UUD 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat dirunut dari masa
kolonial. Persyaratan terhadap masyarakat adat sudah ada di dalam Aglemene
Bepalingen (1848), Reglemen Regering (1854) dan Indische Staatregeling
(1920 dan 1929) yang mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing
yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan
undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, “sepanjang
tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan”
(Simarmata, 2006:209-10). Persyaratan yang demikian berifat diskriminatif
karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang
muncul adalah upaya untuk menundukkan hukum adat/lokal dan mencoba
mengarahkannya menjadi hukum formal/positif/nasional. Di sisi lain juga
memiliki pra-anggapan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang akan
“dihilangkan” untuk menjadi masyarakat yang modern, yang mengamalkan
pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi modern.

Sedangkan Hardiman menyebutkan pengakuan bersyarat itu memiliki
paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal,
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seperti: “negara mengakui”’, “negara menghormati”, “sepanjang ... sesuai
dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk
mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang
masyarakat adat mau ditaklukkan dibawah regulasi negara atau dengan
kata lain “dijinakkan”. Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip
kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi (Hardiman, 2006:62).

Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat
(2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang
menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri,
mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan
(indelingsbelust), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi
pemegang kekuasaan negara (Rahardjo, 2005:44). Sedangkan Wignjosoebroto
menyebutkan empat persyaratan itu baik ipso facto maupun ipso jure akan
gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan, dengan beban
pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat
itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara
sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat (Wignjosoebroto,
2005:39)

Berbagai kritik terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menunjukkan
bahwa rumusan pengaturannya masih mengandung problem konstitusional.
Dikatakan mengandung problem konstitusional karena konstitusi yang
seharusnya menjadi wadah untuk mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat
termasuk hak atas sumber daya alam/lingkungan serta penghidupan yang
layak, dibatasi oleh beberapa persyaratan yang dalam sejarahnya merupakan
model yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial. Disamping alasan
historis, model pengakuan bersyarat yang sudah ada sejak lama itu mengalami
kendala tersendiri untuk bisa diimplementasikan di lapangan.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan
penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur
dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-
undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan
dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat tidak harus
dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan
frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran
suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Namun dalam praktik
pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun norma konstitusi
mendelegasikan suatu ketentuan “diatur dalam undang-undang,” tetap bisa
dan tetap bersifat konstitusional bila dijabarkan menjadi satu undang-undang

2 satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan _
dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009)



tersendiri. Contoh dari hal ini terjadi dengan diundangkannya UU No. 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.’

Dalam sistematika susunan UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) terletak
pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, masyarakat
adat yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 identik dengan
pemerintahan lokal yang memiliki sistem asli yang sudah hidup di dalam
masyarakat sejak lama. Pendekatan konstiusional dari Pasal 18B ayat (2) UUD
1945 adalah pendekatan tata pemerintahan yang ingin mengkonstruksikan
masyarakat adat sebagai pemerintahan pada level lokal. Hal ini sejalan
dengan pemikiran M. Yamin dalam sidang BPUPKI tahun 1945 yang ingin
menjadikan persekutuan hukum adat menjadi pemerintah bawahan dan
juga basis perwakilan dalam pemerintahan republik (Bahar dkk, 1995:18).
Dalam rezim hukum pemerintahan daerah, maka instansi pemerintah yang
memiliki fungsi paling utama adalah Kementerian Dalam Negeri.

2.2.1.b Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Dalam banyak peraturan dan diskursus yang berkembang, rujukan
tentang hak konstitusional masyarakat adat pertama-tama selalu merujuk
kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Padahal ketentuan tersebut disadari
mengandung problem normatif berupa sejumlah persyaratan dan
kecenderungan untuk melihat masyarakat adat sebagai bagian dalam rezim
pemerintahan daerah. Padahal advokasi dan diskursus masyarakat adat lebih
banyak pada level hak asasi manusia yang lebih sesuai dengan landasan
konstitusional Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Sama dengan Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945, ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 juga merupakan hasil dari
amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.”

Secara substansial, pola materi muatan dari Pasal 28I ayat (3) ini
hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Kuat dugaan, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan
juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi

3

Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 mendelegasikan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang undang. Namun dalam praktik pembentukan peraturan perundang-
undangan, Pemerintah bersama DPR menjabarkan hal tersebut ke dalam satu undang-undang tersendiri
tentang Kementerian Negara
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mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit
perbedaan antara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU
HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk
subjek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Sedangkan Pasal
28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak
masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan
istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang
jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman.
Bila dibandingkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit
dan tidak rigid.

Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini
adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945
yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang
Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.
Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam
landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM serta
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

2.2.a1.c¢ Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Selain dua ketentuan di atas, ketentuan lain di dalam konstitusi yang
berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat adalah Pasal
32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 32 ayat (1)

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.”
Pasal 32 ayat (2)

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.”

Kedua ketentuan ini tidak terkait langsung dengan hak masyarakat adat
atas sumber daya alam. Namun dalam kehidupan keseharian masyarakat
adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah menjadi
budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan
oleh masyarakat industri. Pola-pola pengelolaan sumber daya alam inilah
yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal atau kearifan tradisional
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
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Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam melihat
masyarakat dari dimensi kebudayaan. Hak yang diatur dalam ketentuan
ini yaitu hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan kebudayaan dalam melihat adat
istiadat dari masyarakat adat menjadi pendekatan yang paling aman bagi
pemerintah karena resiko pendekatan ini tidak lebih besar dibandingkan
dengan pendekatan lainnya. Konstruksi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945 tidak sekompleks ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I
ayat (3) UUD 1945 karena tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan
konstitusional. Sehingga pendekatan ini lebih berkembang dibandingkan
pendekatan lain dalam melihat masyarakat adat yang selama ini didukung
oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di
dalam sistematika UUD 1945, ketentuan ini terletak dalam Bab XIII tentang
Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2.2 Pemerintahan Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-
undang pertama pada masa reformasi yang mencoba mengoreksi politik
hukum negara yang memiliki konsekusensi terhadap keberadaan masyarakat
adat. UU ini menggantikan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa yang
menyeragamkan semua unit pemerintahan terendah menjadi desa. Undang-
undang ini lebih menekankan pada pendekatan pemerintahan dengan
menjadikan unit pemerintahan masyarakat adat sebagai bagian integral
dari sistem pemerintahan nasional.

Undang-undang di bidang pemerintahan daerah inilah yang paling
banyak mempengaruhi lahirnya sejumlah inisiatif lokal berkaitan dengan
upaya pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal
ini terjadi karena undang-undang ini memberikan sedikit kelonggaran
kepada pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat adat dan
kemudian menjadikan aspirasi tersebut sebagai kebijakan daerah baik dalam
bentuk Perda maupun dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Kembali
ke sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat maupun kembali ke
sistem Pemerintahan Gampong di Nangroe Aceh Darusalam merupakan
konsekuensi dari UU Pemerintahan Daerah pasca reformasi.

Kemudian UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur lebih
tegas rumusan terkait masyarakat adat. Berbeda dengan UU No. 22 Tahun
1999 yang lahir sebelum amandemen, UU No. 32 Tahun 2004 lahir setelah
amandemen, sehingga substansi yang diaturnya banyak dipengaruhi oleh
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hasil amandemen UUD 1945. Salah satu pengaruh tersebut nampak dalam
Pasal 2 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bunyi ketentuan tersebut mirip dengan rumusan pengaturan yang ada
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ini juga mengatur soal
pemilihan kepala desa atau nama lainnya di dalam kesatuan masyarakat
hukum adat. Pasal 202 ayat (3) menyebutkan:

“Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya
berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.”

Kembali ke sistem pemerintahan lokal dilakukan dengan memberikan
kewenangan kepada pemerintahan desa untuk dapat mengurusi persoalan
yang berkaitan dengan hak asal usul desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004. Empat kewenangan pemerintah desa
yang diatur dalam Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut meliputi
(a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
(b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
dan (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-
undangan diserahkan kepada desa.

2.2.3 Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan
undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur
hak asasi manusia dalam cakupan yang lebih luas. UU ini lahir atas tuntutan
penguatan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi
HAM warga negara. Pembuatan UU HAM semakin dipercepat karena ada
keinginan untuk menegaskan komitmen negara dalam perlindungan HAM
yang selama Orde Baru sempat terabaikan. Substansi dari UU ini diambil
dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya pada masa Orde Baru, persoalan HAM menjadi salah satu
persoalan kunci yang banyak mendapat sorotan, termasuk persoalan hak-hak
masyarakat adat. Pada masa Orde Baru masyarakat adat menjadi korban
untuk memenuhi ambisi pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
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Tanah dan sumber daya alam masyarakat adat lainnya dirampas atas nama
pembangunan dan mereka menjadi terusir dari kampung. Diskriminasi dan
pengingkaran terhadap eksistensi masyarakat adat ini merupakan persoalan
yang tidak bisa dilepaskan dari pada persoalan hak asasi manusia, terutama
dengan hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan.

Sejumlah ketentuan yang dapat dikaitkan dengan keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat terlihat dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2) UU HAM yang berbunyi:

a) Pasal 5 ayat (3) UU HAM

Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak

memperoleh pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan

kekhususannya.
b) Pasal 6 ayat (1) UU HAM

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan

dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh

hukum, masyarakat dan pemerintah.
¢) Pasal 6 ayat (2) UU HAM

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah

ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 5 ayat (3) UU HAM mengatur lebih luas bagi kelompok yang
memiliki kekhususan. Masyarakat adat hanya salah satu kelompok yang
memiliki kekhususan karena berbeda dengan masyarakat pada umumnya.
Perbedaan itu antara lain soal hubungan sosial, politik dan ekologis dengan
alam. Selain masyarakat adat, kelompok masyarakat rentan yang memiliki
kekhususan misalkan perempuan, anak-anak, kelompok tunarungu dan lain-
lainnya. Kemudian Pasal 6 ayat (1) UU HAM mulai masuk mengidentifikasi
masyarakat adat. Ketentuan ini menekankan pentingnya pemenuhan
kebutuhan yang berbeda dari masyarakat adat yang harus diperhatikan
dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Terakhir Pasal
6 ayat (2) UU HAM lebih spesifik menyebutkan jenis hak-hak masyarakat
adat yang harus dilindungi oleh negera antara lain identitas budaya dan
hak atas tanah ulayat.

UU HAM memberikan jaminan perlindungan kepada keberadaan
dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang
harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Namun ketentuan
di dalam UU HAM mengikuti pola pengakuan bersyarat yaitu sepanjang
selaras dengan perkembangan zaman. Persoalan lain dari UU HAM ini
adalah tidak diaturnya instrumen hukum lanjutan yang dapat digunakan
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sebagai bentuk konkret dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas
sumber daya alam.

2.2.4 Legislasi di bidang sumber daya alam

Pembaruan hukum sumber daya alam dalam artian perubahan undang-
undang banyak dilakukan oleh pemerintah. Hampir semua undang-undang
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dilakukan perubahan.
Berikut akan diuraikan satu per satu produk peraturan perundang-undangan
tersebut yang dari segi jenis produk hukumnya terdiri dari TAP MPR,
undang-undang dan Surat Edaran Menteri.

Pertama, TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikeluarkan pada tanggal 9
November 2001. TAP ini berisi perintah kepada Pemerintah untuk melakukan
peninjauan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait
sumber daya alam, menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam
serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat dan
keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.*

Sebelum TAP MPR ini lahir, sudah ada upaya untuk mendorong kaji-
ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang sumber
daya alam dan kemudian menjadikannya satu peraturan yang lebih sinkron
satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan dengan menyiapkan rancangan
undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam (RUU PSDA).
Upaya ini dimotori oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat aktif dalam
isu lingkungan, sumber daya alam/agraria, hak-hak masyarakat adat serta
didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. RUU ini mencoba menjadi
aturan “payung” dengan mengkonsolidasikan berbagai prinsip-prinsip
pengelolaan sumber daya alam yang selama ini terpecah-pecah dalam
banyak undang-undang seperti UUPA, UU Pengairan, UU Kehutanan, UU
Pertambangan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan undang
-undang lainnya.

Upaya melakukan konsolidasi berbagai ketentuan sumber daya alam
memiliki relevansi dengan perjuangan hak ulayat oleh masyarakat adat karena
undang-undang di bidang sumber daya alam yang selama ini terpecah-
pecah (fragmented) menyulitkan masyarakat adat dalam menegosiasikan
pemenuhan hak ulayat. Pengaturan melalui undang-undang yang terpecah-
pecah yang diikuti dengan institusi tersendiri bagi setiap undang-undang
membuat masyarakat adat harus menegosiasikan hak ulayat kepada banyak

*  Lihat Pasal 4 huruf j TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
daya Alam.
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institusi negara di bidang sumber daya alam. Namun upaya untuk mendorong
lahirnya Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam akhirnya
terhenti di DPR.

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang tidak lagi menempatkan TAP MPR sebagai salah
satu jenis produk hukum, maka TAP MPR No. IX Tahun 2001 ini kurang
lagi memiliki kekuatan sebagai sebuah sumber hukum.

Kedua, legislasi sektor kehutanan. Sektor kehutanan dapat dikatakan
sebagai sektor yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat adat. Hal
ini karena masyarakat adat di Indonesia lebih banyak berada pada kawasan
hutan yang meliputi lebih dari 61% luas daratan Indonesia (Moniaga,
2008:177). Konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat banyak terjadi
di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pada masa reformasi, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok
Kehutanan diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU Kehutanan baru ini mencoba mengoreksi UU Kehutanan lama yang
mengingkari keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Hal ini
ditegaskan dalam konsideran dan juga beberapa ketentuan di dalam batang
tubuh undang-undang.

UU Kehutanan baru mengakui keberadaan hutan adat yang merupakan
kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat. Namun
alih-alih mengakui keberadaan hutan adat, undang-undang ini malah
menegasikan keberadaan hutan adat. Pengingkaran terhadap keberadaan
hutan adat ini terjadi karena di dalam UU Kehutanan disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan negara yang berada di
wilayah masyarakat adat. Pernyataan yang menyatakan bahwa hutan adat
adalah hutan negara mengingkari sifat hutan adat yang merupakan hak
original dari masyarakat adat.

Diatur juga bahwa pemerintah menetapkan status hutan sepanjang
menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang merupakan
pengemban hak hutan adat itu masih ada dan diakui keberadaannya.
Pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut dilakukan melalui Perda
oleh pemerintah daerah. Lalu apabila dalam perkembangannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan
hutan adat kembali kepada pemerintah. Dengan demikian, UU Kehutanan
menempatkan hutan adat bukan sebagai hak original masyarakat adat,
melainkan sebagai hak berian yang dapat dicabut sewaktu-waktu berdasarkan
ukuran-ukuran yang diatur oleh pemerintah.
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UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya
(Pasal 37 ayat (1)). Hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat
diberikan kepada masyarakat adat sepanjang tidak mengganggu fungsinya
(Pasal 37 ayat (2)). Lalu bila hasil dari hutan adat itu diperdagangkan maka
kepada masyarakat adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana
dikenakan terhadap hutan negara (Penjelasan Pasal 37 ayat (1)).

Selain mengatur soal hutan adat, UU Kehutanan baru juga mengatur
soal keberadaan masyarakat adat khususnya diatur dalam Bab IX. Dalam
undang-undang ini disebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang
menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dengan kriteria
antara lain:

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
dan

e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya
untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan masyarakat adat yang diakui keberadaannya memiliki hak
untuk (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan
kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Keberadaan dan pengukuhan
terhadap keberadaan masyarakat adat tersebut dilakukan dengan Perda yang
disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum
adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di
daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Undang-undang ini juga mendelegasikan adanya pengaturan lebih
lanjut tentang pengukuhan keberadaan masyarakat adat melalui peraturan
pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud memuat aturan antara
lain: (a) tata cara penelitian; (b) pihak-pihak yang diikutsertakan; (c) materi
penelitian; dan (d) kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.
Namun setelah lebih dari sepuluh tahun undang-undang kehutanan ini
berlaku, pemerintah belum berhasil membuat peraturan pemerintah yang
berkaitan dengan pengukuhan masyarakat adat dan hutan adat.
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Persoalan paling mendasar dari model pengaturan yang ada di dalam
UU kehutanan adalah cara pandanganya yang menganggap masyarakat adat
sebagai masyarakat yang statis yang ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran
tertentu. Bila suatu komunitas masyarakat adat tidak lagi memenuhi ukuran-
ukuran yang ditetapkan oleh undang-undang karena terjadi perkembangan
di dalam masyarakat, maka hak mereka atas hutan adat bisa dicabut oleh
pemerintah.

Selain UU Kehutanan juga terdapat Surat Edaran Menteri Kehutanan
yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan.
Surat Edaran No. S.75/Menhut-11/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum
Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat
yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Gubernur
dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pada intinya Surat Edaran Menteri
Kehutanan itu berisi tujuh hal, antara lain:

a. Perlu dilakukannya penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat,
instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi
masyarakat setempat untuk menentukan apakah suatu komunitas
yang melakukan tuntutan terhadap kawasan hutan yang dibebani
Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(TUPHHK) masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan.
Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan
masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan
Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999.

b.  Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya
diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap),
Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk
ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan
serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan
dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada
(de facto) dan diakui keberadaannya (de jure).

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi
syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi.

d. Peraturan daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan
permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan
tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan
hutan adat.
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e. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat
menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang
bersangkutan.

f.  Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat
hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan
kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka
ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat
berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha
pemanfaatan hutan di sekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/
sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam
batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan
dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum
adat setempat.

g. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat
hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, gubernur atau
bupati/walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang
bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan
mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya
disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan
gugatan secara perdata melalui peradilan umum.

Surat Edaran Menteri Kehutanan yang dikeluarkan pada saat menteri
kehutanan dijabat oleh Muhammad Prakosa itu tidak memberikan manfaat
yang berarti bagi penguatan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Hal itu
karena tidak berapa lama setelah Surat Edaran tersebut keluar, menteri
kehutanan berganti. Selain itu juga karena bentuk hukumnya hanya berupa
surat edaran yang tidak memiliki daya ikat kuat secara hukum.

Ketiga, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga
mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat. Pasal
6 ayat (2) UU Sumber Daya Air pada intinya mengatur bahwa penguasaan
sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat
dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Di dalam
penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak yang serupa
dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai
sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan
hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto
atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar

2 satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan
dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009)



di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di
Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di
Tanah Batak.

Sedangkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang tersebut menyebutkan
bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui
sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan
daerah setempat. Penjelasan ketentuan ini menyebutkan bahwa pengakuan
adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan
itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum
adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas
kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat
hukum adat dianggap masih ada apabila memenubhi tiga unsur, yaitu :

i.  Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih
merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya
seharihari;

ii. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

iii. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu
terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan,
dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh
para warga persekutuan hukum tersebut.

Pengaturan masyarakat adat dalam UU Sumber Daya Air menjabarkan
pola pengakuan bersyarat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Undang-undang
ini dapat dikatakan sebagai undang-undang pertama setelah amandemen
UUD 1945 yang memuat rumusan pengaturan sebagai penjabaran dari norma
konstitusi berkaitan dengan masyarakat adat. Sehingga mudah dipahami
bahwa rumusan pengaturannya sudah mulai mengikuti trend norma
konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Keempat, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang mewajibkan
kepada pengusaha yang mengajukan permohonan hak atas satu wilayah
tertentu untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat
hukum adat yang memegang hak ulayat atas suatu wilayah. Hal ini secara
tegas disebutkan dalam Pasal g ayat (2) UU Perkebunan yang berbunyi
sebagai berikut:
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“Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat
hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian
hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan
musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan
mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.”

Ketentuan ini memposisikan kepentingan masyarakat adat atas suatu
wilayah bukan sebagai hak yang harus diperkuat, melainkan sebagai hak
yang harus dilepaskan dengan kompensasi ganti rugi. Dengan demikian hak
masyarakat adat atas wilayah kehidupannya tidak menjadi hal yang utama,
sebab yang lebih diutamakan adalah kepentingan perkebunan. Namun
demikian terhadap hak masyarakat adat tersebut diberikan sejumlah ganti
kerugian bila wilayahnya dijadikan wilayah konsesi perkebunan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dicantumkan persyaratan
keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sepanjang
kenyataannya masih ada bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgememschaft);

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang
masih ditaati; dan

e. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat
dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan
pemberian hak atas tanah. Dalam penjelasan umum UU Perkebunan juga
memberikan perhatian terhadap hak ulayat masyarakat adat. Di sana
dikatakan bahwa pemberian hak atas tanah oleh pemerintah untuk usaha
perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan
dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Kepentingan
nasional yang dimaksud di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan,
sehingga rumusan pengaturan yang seperti ini memberikan kekuasaan
tafsir kepada pemerintah untuk menentukan apa saja yang dikategorikan
sebagai kepentingan nasional.

Kelima, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil. Berbeda dengan undang-undang lainnya, undang-
undang ini tidak memberikan persyaratan bagi pengakuan masyarakat adat.
Selain itu UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak
menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagaimana kebanyakan
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peraturan perundang-undangan terkait dengan masyarakat adat, melainkan

menggunakan istilah masyarakat adat. Definisi masyarakat adat yang

dimaksud dalam undang-undang ini sejalan dengan definisi masyarakat
adat yang dirumuskan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Di dalam undang-undang ini masyarakat adat didefinisikan sebagai
“kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di
wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial, dan hukum”.

Undang-undang ini juga merumuskan tanggungjawab pemerintah
untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat,
masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Meskipun
undang-undang ini dianggap lebih maju, namun undang-undang ini belum
memiliki peraturan pelaksana terkait dengan impelementasi tanggungjawab
negara terhadap masyarakat adat.

Keenam, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan pengganti UU No. 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini
mengikuti arus legalisasi masyarakat adat di dalam undang-undang terkait
dengan sumber daya alam dan lingkungan yang banyak terjadi setelah 1998.
Istilah yang dipakai dalam undang-undang ini adalah istilah masyarakat
hukum adat, tetapi definisi tentang masyarakat hukum adat yang dipakai
adalah definisi masyarakat adat yang sejalan dengan definisi yang digunakan
oleh AMAN dan di dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil. Istilah masyarakat hukum adat di dalam undang-undang ini tidak
diikuti dengan persyaratan atas keberadaan masyarakat adat berserta dengan
hak-hak tradisionalnya.

Lalu di dalam menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur tugas pemerintah dan
pemerintah daerah terkait dengan keberadaan, hak-hak dan kearifan lokal
masyarakat adat. Dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembagian
tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut:

a. Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
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b. Pemerintah provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal,
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

c. Pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan kebijakan mengenai
tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan
lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota;

Meskipun sudah mengatur secara baik pembagian peranan antar
tingkatan pemerintahan, namun undang-undang ini belum menghadirkan
suatu terobosan bagi penguatan hak-hak masyarakat adat di lapangan. Saat
ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan peraturan pelaksana
dari undang-undang baru ini khususnya yang berkaitan dengan tata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.

Ketujuh, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat yang dikeluarkan pada masa Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN dijabat oleh Hasan Basri Durin. Permen yang diterbitkan tanggal 24
Juni 1999 ini sebelumnya dijanjikan akan dikeluarkan oleh Menteri Agraria
pada saat saresehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara.

Walaupun secara keseluruhan Permen ini mengakomodir hak-hak
masyarakat hukum adat, akan tetapi Permen ini belum menjabarkan secara
jelas bentuk pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah direbut
oleh pihak luar pada masa lalu. Dalam praktiknya, Permen ini tidak mampu
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang menuntut
pengembalian tanah ulayat mereka yang dikuasai oleh pihak luar, terutama
oleh perusahaan-perusahaan.

Akhirnya Permen ini belum mampu menjadi penyelesai masalah. Salah
satu penyebab Permen ini tidak implementatif adalah karena Permen ini
mengecualikan tanah ulayat pada tanah-tanah yang sudah dikuasai dengan
alas hak-hak yang diatur di dalam UUPA. Padahal persoalan tanah ulayat
selama ini muncul karena adanya klaim-klaim yang didasarkan pada hak-hak
di dalam UUPA di atas hak ulayat yang sudah ada pada masa lalu. Selain
itu, penyelesaian masalah tanah ulayat masyarakat adat yang diatur oleh
Permen ini hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu bila Pemerintah
Daerah menerbitkan Perda pengakuan terhadap masyarakat adat.

Namun dengan segala kekurangan yang ada di dalam Permen, peraturan
ini juga pernah dipakai oleh masyarakat dalam mendorong pengakuan
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hukum terhadap hak masyarakat adat di daerah seperti yang terlihat dalam
proses pengakuan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy di Banten
(bagian 3 buku ini)

Setelah Permen ini, belum nampak lagi inisiatif pemerintah pada
sektor pertahanan untuk mendorong pengakuan keberadaan dan hak-
hak masyarakat adat atas tanah. Inisiatif untuk mengakui keberadaan
dan hak-hak masyarakat adat lebih banyak berkembang di daerah. Salah
satunya misalkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang
mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan
Tanah Ulayat yang keberadaan tanah ulayat beserta dengan pendaftaran dan
pemanfaatannya untuk keperluan masyarakat adat maupun bekerjasama
dengan pihak luar masyarakat adat.

2.3 Inisiatif yang sedang berlangsung

Beberapa inisiatif yang masih berlangsung pada level nasional untuk
penguatan hak-hak masyarakat adat akan diuraikan satu per satu di dalam
bagian ini. Hal ini untuk memberi gambaran tentang kendala-kendala dan
tantangan yang dihadapi dalam melahirkan suatu kebijakan yang ramah
terhadap penguatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

2.3.1 Rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan adat

Salah satu peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh UU Kehutanan
adalah adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang
hutan adat dan keberadaan masyarakat adat. Atas dasar hukum tersebut,
Kementerian Kehutanan (dahulu disebut Departemen Kehutanan)
menyiapkan draft RPP tentang Hutan Adat yang di dalam substansinya
berisi tentang tata cara pemberian hutan adat kepada masyarakat adat
dalam pengelolaan hutan serta keberadaan masyarakat adat di dalam
kawasan hutan.

Pembahasan RPP ini sudah dimulai sejak tahun 2000 yang disiapkan oleh
Dirjen Perlindungan Konservasi Alam (PKA) - yang sekarang sudah menjadi
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) - berdasarkan SK
Menteri No. 22 Tahun 2000. Pada saat itu sudah dilakukan kajian-kajian
dan penyiapan draft RPP tentang Hutan Adat. Namun sejak saat itu sudah
terjadi penolakan dari kalangan masyarakat dan Ornop yang mengadvokasi
penguatan hak masyarakat adat atas hutan. Penolakan sebenarnya tidak saja
kepada RPP, tetapi lebih luas adalah terhadap konstruksi UU Kehutanan yang
tidak sepenuhnya mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan. Sehingga
UU Kehutanan beserta dengan segala turunannya terkait dengan hutan adat
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dianggap mengandung persoalan normatif yang bila diterapkan di lapangan
akan semakin melemahkan hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Pembahasan RPP tersebut sempat terhenti dalam waktu yang agak
panjang. Baru kemudian dilakukan pembahasan yang lebih intensif pada
tahun 2007 sampai pertengahan tahun 2009. Melihat tidak ada perubahan
yang mendasar dari substansi dari RPP ini, maka AMAN mengirim surat
kepada Presiden RI (6 Mei 2009) perihal penghentian pembahasan RPP
Hutan Adat. Atas surat tersebut pembahasan RPP ini dihentikan. Desakan
pemberhentian pembahasan RPP ini disampaikan oleh Ornop karena
sejumlah alasan, antara lain:

a. Cara memandang masyarakat adat

Model pengakuan yang digagas di dalam RPP ini menggunakan
pendekatan eksternal, sehingga keberadaan masyarakat adat hanya
bisa ditentukan oleh pemerintah. Melalui pendekatan eksternal ini,
maka beban pembuktian berada pada masyarakat adat dengan standar-
standar keberadaan masyarakat adat yang diatur oleh negara. Sehingga
masyaraka adat akan hadir sebagai pemohon dan pemerintah akan
menilai, untuk menerima atau menolak permohan tersebut.

Cara yang demikian ini bertentangan dengan prinsip self-
identification yang dikenal dalam hukum internasional. Konvensi ILO
169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di
Negara-Negara Merdeka memerintahkan peletakan self-identification
sebagai kriteria fundamental dalam menentukan siapa yang patut
disebut sebagai masyarakat adat (pasal 1 ayat 2). Sedangkan di dalam
instrumen hukum internasional lainnya self-identification diartikan
sebagai hak untuk menentukan siapa yang berhak dan patut untuk
dikategorikan sebagai masyarakat adat. Untuk bisa dikatakan sebagai
masyarakat adat seseorang harus diakui dan diterima (recognized
and accepted) oleh kelompoknya melalui kesadaran kelompok (group
consciousness).

b. Bagaimana seharusnya masyarakat adat kelak

Karena di forum internasional pandangan integrasionis sudah dianggap
usang. Sebaliknya RPP ini membuka peluang bahwa masyarakat hukum
adat sangat mungkin untuk dihidupkan kembali atau direvitalisasi.
RPP ini sebaiknya tidak menganut padangan yang melihat sejarah
hidup manusia sebagai sebuah proyek yang pasti bergerak dari titik
tertentu menuju ke titik yang lain. Siapapun diperbolehkan untuk
menghidupkan masyarakat adat karena memang UUD 1945 hasil
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amandemen dan undang-undang tidak pernah melarang warga negara
untuk menghidupkan kembali masyarakat adat.

c. Penggabungan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan
hutan adat

Meskipun judul RPP ini adalah tentang Hutan Adat, namun bila
melihat bagian mengenai Maksud dan Ruang Lingkup (pasal 2
ayat 1 dan pasal 3) sangat jelas bahwa RPP ini juga mengatur
mengenai keberadaan masyarakat adat. Secara yuridis-normatif, isi
RPP yang demikian tidak menyalahi peraturan perundangan yang
lebih tinggi karena penjelasan pasal 67 ayat (3) UU No. 41/1999
memang memandatkan demikian. Namun kalangan masyarakat
adat, misalkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) lebih
mengusulkan agar peraturan perundangan mengenai masyarakat
adat dan hak-haknya diatur dalam satu undang-undang tersendiri
yang akan menjadi landasan bagi semua peraturan perundangan
yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Ketiadaan sebuah UU khusus yang mengatur masyarakat
adat dan hak-haknya telah mengacaukan pengaturan mengenai
masyarakat adat. Saat ini masing-masing sektor membuat defenisi
sendiri-sendiri mengenai masyarakat adat yang akhirnya menggeret
masyarakat adat dalam kepentingan-kepentingan sektoral. Cara
semacam ini akan memaksa masyarakat adat menjadi terpecah-
pecah dalam logika dan struktur sektoral, sekalipun masyarakat
adat tidak mengenal logika sektoral melainkan logika keutuhan.

d. Pengaturan mengenai konflik

Saat ini begitu banyak konflik kehutanan yang terjadi di wilayah
kehidupan masyarakat adat yang masuk dalam kawasan hutan.
Sudah sejak lama konflik-konflik itu belum terselesaikan. Atas dasar
pandangan sudah terjadi banyak konflik yang melibatkan masyarakat
adat, maka RPP ini seharusnya berisi rumusan penyelesaian konflik-
konflik kehutanan di wilayah kehidupan masyarakat adat.

e. Sikap terhadap kebijakan sebelumnya

Logika yang dibangun oleh RPP ini sangat normatif sebagai peraturan
yang menjabarkan rumusan peraturan yang ada di dalam UU Kehutanan.
Padahal pada level UU Kehutanan sendiri terdapat persoalan-
persoalan normatif yang belum terselesaikan. Maria Sumarjono dalam
komentarnya terhadap draft RPP Hutan Adat ini menyebutkan bahwa
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secara obyektif rasional, sikap UU Kehutanan terhadap hutan adat
dan masyarakat adat menunjukkan ambivalensi. Di satu sisi, UU
Kehutanan menafikan keberadaan hutan adat (objek), namun di sisi
lain UU Kehutanan mengatur keberadaan masyarakat adat (subyek).
Problematika ini mestinya bisa dikoreksi oleh RPP tentang Hutan
Adat sehingga kelak bisa memberikan kontribusi bagi perubahan
UU Kehutanan yang lebih jelas dalam pengakuan hukum terhadap
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

2.3.2 Rancangan kebijakan tentang pengakuan keberadaan, hak dan
kearifan lokal masyarakat adat berdasarkan UU perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup

Inisitif ini muncul setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam undang-
undang ini diatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan tata cara pengakuan
keberadaan, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah dan pemernitah
provinsi adalah menetapkan kebijakan tata cara pengakuan sedangkan
pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kebijakan tata cara pengakuan
tersebut.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup sudah melakukan sejumlah
pertemuan terkait dengan inisiatif ini. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan
untuk melakukan pemetaan terhadap identifikasi dan persoalan kelembagaan
terkait dengan pengakuan hukum terhadap keberdaaan, kearifan lokal dan
hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Namun sampai sekarang belum ada draft RPP tentang tata cara
pengakuan hukum terhadap keberdaaan, kearifan lokal dan hak-hak
masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sedangkan instrumen hukum dari penetapan tata cara pengakuan ini
bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan
menteri lingkungan hidup. Instrumen penetapan selain berbentuk peraturan
pemerintah masih dimungkinkan sebab di dalam UU Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyebut secara spesifik bentuk
hukum yang harus digunakan. Jadi masih terbuka instrumen hukum lain
selain peraturan pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang berkiatan dengan
masyarakat adat.
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2.3.3 Inisiatif RUU Komunitas Adat Terpencil oleh Kementerian Sosial

Kementerian Sosial (sebelumnya Departemen Sosial) sudah mulai mendorong
lahirnya undang-undang terkait Komunitas Adat Terpencil pada tahun 2005
dengan melakukan serangkaian seminar dan workshop untuk menyusun
RUU tentang Komunitas Adat Terpencil. Namun dalam perkembangannya,
Kementerian Sosial lebih mengutamakan lahirnya UU tentang Kesejahteraan
Sosial. Undang-undang kesejahteraan sosial ini sudah disahkan pada tahun
2009 dengan judul UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sebelum menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT),
Kementerian Sosial menggunakan istilah “masyarakat terasing” untuk
menyebut masyarakat adat yang memiliki akses jauh dari pelayanan sosial
dasar. Kegiatan pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial
saat ini mengacu kepada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1999 tentang
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Tujuan program KAT adalah
untuk membuka pintu akses masyarakat adat atas pembangunan. Dengan
adanya program KAT, lalu Kementerian Sosial berkoordinasi dengan instansi
pemerintah lain untuk melakukan intervensi terhadap KAT. Namun dalam
praktinya banyak kendala terutama karena anggaran yang terbatas untuk
melaksanakan program.

Dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU KAT, Kementerian
Sosial bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dibantu
oleh akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Jufrina Riza. Namun setelah
UU Kesejahteraan Sosial disahkan pada tahun 2009, Kementerian Sosial
mengarahkan kebijakannya untuk melahirkan peraturan pelaksana bagi
undang-undang tersebut. Sehingga sampai saat ini, RUU KAT belum
mengalami perkembangan yang signifikan untuk segera bisa disahkan
menjadi undang-undang, meskipun beberapa kali masih dilakukan
pembahasan pada level interdepartemen yang berkaitan dengan KAT.

2.3.4 Inisiatif RUU Komunitas Adat Terpencil oleh DPR

DPR memiliki inisiatif untuk membuat RUU Komunitas Adat Terpencil
(KAT). Inisiatif ini didasarkan pada rekomendasi program legislasi nasional
tahun 2009. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian
tentang KAT. Hasil penelitian ini direncanakan menjadi bahan untuk
penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU yang akan dibahas oleh
anggota DPR. Penyiapan kajian ini dilakukan oleh Bagian Perancangan
Undang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat, Politik, Hukum, HAM
(Kesrapolhukham) Sekretariat DPR RI.
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Pergantian anggota DPR periode 2004-2009 menjadi anggota DPR
periode 2009-2014 membuat progres penyusunan RUU ini tidak berjalan
dengan cepat. Anggota DPR belum memprioritaskan pembahasan RUU ini
dalam menjalankan fungsi legislasinya. Penyiapan Naskah Akademik dan
draft RUU ini masih bergantung pada program legislasi nasional. Dalam
program legislasi nasional tahun 2010-2014 RUU KAT tidak lagi menjadi
salah satu program. Jadi pembahasan RUU KAT di DPR sangat bergantung
pada program legislasi nasional dan prioritas pembahasan undang-undang
oleh DPR.

DPR sendiri pernah melakukan penelitian untuk menyiapkan RUU
KAT. Penelitian tersebut dilakukan di beberapa daerah yakni Kalimantan
Tengah dan Jambi. Kesimpulan dari penelitian tesebut antara lain:

a. KAT perlu diatur dalam undang-undang tersendiri karena sangat
kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan KAT. Permasalahan
KAT tidak hanya berkaitan dengan masalah internal (seperti: kemiskinan,
keterasingan, keterpencilan, dan ketertinggalan), tetapi juga berkaitan
dengan masalah eksternal (seperti: rawan berbagai eksploitasi, HAM,
integrasi sosial, bahkan dikhawatirkan akan sampai pada integrasi
bangsa).

b. Belum adanya Undang-undang yang khusus mengatur mengenai KAT.
Sampai saat ini landasan hukum yang terkait langsung dengan KAT
hanya setingkat Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri, antara
lain: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999
tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberdayaan Adat Terpencil

c. Adanya undang-undang tentang KAT akan menjadi payung hukum
yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam
pemberdayaan KAT. Selama ini masih banyak persepsi yang berbeda
dalam memandang pemberdayaan berkaitan dengan KAT. Di beberapa
daerah pemberdayaan KAT belum merupakan prioritas, bahkan masih
terdapat anggapan bahwa KAT tidak perlu ditangani secara khusus,
serta untuk memotivasi pemerintah daerah untuk membuat aturan
(Perda) yang mengatur mengenai KAT.

Sedangkan penggunaan judul yang diusulkan adalah RUU tentang
Komunitas Adat Indonesia. Hal ini mengingat di setiap daerah di Indonesia
memiliki komunitas adat yang berbeda-beda sistem, pola hidup dan
kebiasaanya. Hal ini tidak dapat disama ratakan semua oleh pembentuk
undang-undang.
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Di dalam hasil penelitian tersebut juga diusulkan bahwa istilah/
definisi KAT tidak saja berdasarkan keterpencilan dari aspek jarak radius
(jarak tempuh untuk kelokasi), akan tetapi harus dilihat berdasarkan
keterpencilan akses ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Saat ini Istilah
KAT mempunyai beberapa definisi, yaitu definisi formal dan definisi
operasional. Definisi formal mengenai KAT yang terdapat dalam Keppres
Nomor 111/1999, merupakan payung yang menjadi landasan hukum dalam
program pemberdayaan KAT. Sedangkan definisi operasional disusun dalam
rangka menjabarkan lebih detail definisi formal sehingga dapat aplikatif
sesuai dengan karakteristik KAT di tiap daerah, definisi tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Definisi formal
KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar
serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan
baik sosial, ekonomi, maupun politik yang lazim disebut KAT, yaitu
mereka yang belum diberdayakan, sedangkan yang sedang dan sudah
diberdayakan tidak lagi disebut KAT.

b. Definisi operasional
KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal, relatif kecil,
tertutup, tertinggal, homogen, terpencar, dan berpindah-pindah ataupun
menetap kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, pada
kondisi geografis yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada
sumber daya alam setempat dengan teknologi yang masih sederhana
dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akan pelayanan sosial dasar.

2.3.5 Pidato Presiden tentang RUU Masyarakat Adat

Di dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat
Hukum Adat Sedunia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta
tanggal 9 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan
bahwa undang-undang tentang masyarakat adat diperlukan sebagai wujud
pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat yang sudah dijamin di dalam konstitusi.

“Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang saya katakan
tadi, kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih
hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat
hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan dan penghormatan itu perlu pula
diukur, dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta diatur dengan Undang-Undang, agar segala sesuatunya menjadi
lebih jelas. Undang-undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak
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tradisional masyarakat hukum adat. Sebagaimana kita maklumi, hingga kini kita
belum memiliki Undang-Undang dimaksud. Saya berharap kita dapat menyusun
Rancangan Undang-Undang itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.”

Harapan Presiden agar segera dibentuknya undang-undang terkait
dengan hak-hak tradisional masyarakat adat oleh banyak kalangan dianggap
sebagai “janji” atau komitmen pemerintah untuk mengembangkan peraturan
perundang-undangan yang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang
selama ini dihadapi oleh masyarakat adat. Apalagi komitmen Pemerintah
pada level internasional sudah dilakukan dengan ikut menandatangani
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat satu tahun kemudian
pada tahun 2007. Tapi sampai saat ini belum terlihat upaya dari Pemerintah
terutama dari pihak eksekutif untuk mempercepat dan membahas secara
serius pembentukan RUU tentang hak tradisional masyarakat adat.

2.3.6 RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh DPD

DPD memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR berhubungan
dengan RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.’

Sepanjang DPD berdiri sejak tahun 2004 sudah belasan RUU yang
diajukan kepada DPR untuk dibahas. Namun sampai saat ini belum ada
satupun RUU yang diajukan oleh DPD dibahas menjadi undang-undang
oleh DPR.® Meskipun demikian, inisiatif DPD untuk mengajukan undang-
undang yang berkaitan dengan fungsinya masih terus dilakukan. Pada
tahun 2009 DPD melakukan kajian untuk menyiapkan naskah RUU tentang
Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. RUU ini sebenarnya
sudah masuk dalam usulan DPD kepada Badan Legislasi Nasional DPR
yang menyusun Program Legislasi Nasional untuk tahun 2004-2009. Namun
menjelang berakhirnya masa jabatan DPD periode 2004-2009, RUU tentang
Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat baru bisa disiapkan dan
diusulkan oleh DPD kepada DPR.

Pembuatan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia. Kesimpulan dari naskah akademik tersebut menegaskan
bahwa RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sangat penting
dan tidak dapat ditunda lagi proses pembahasannya mengingat marjinalisasi

®  Lihat Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.
Wawancara dengan Nuzran Joher. Anggota DPD PAH | bidang Otonomi Daerah, tanggal 1 September 2009.
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kesatuan masyarakat hukum adat yang terus berlangsung. Empat cara yang
direkomendasikan melalui naskah akademik ini antara lain: (1) diperlukannya
legislasi nasional terkait dengan perlindungan kesatuan masyarkat hukum
adat; (2) perlu dilakukannya inventarisasi dan pemetaan wilayah kesatuan
masyarakat hukum adat; (3) pembentukan Badan Perlindungan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Nasional/Daerah; dan (4) mekanisme penyelesaian
sengketa secara adat dan sanksi pidana.

Pengusulan RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
oleh DPD mengambil ruang otonomi daerah sebagai pintu masuk.
Perlindungan Masyarakat Adat dianggap berkesesuaian dengan otonomi
daerah dan mencegah disintegrasi bangsa dan mendorong masyarakat
adat yang selama ini termarjinal, dapat mengangkat kualitas hidupnya
baik secara sosial maupun ekonomi. Materi muatan dalam RUU ini selain
mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat juga mengatur tentang
lembaga-lembaga adat untuk terlibat sebagai institusi yang membantu
pemerintah di tingkat kecamatan dan desa untuk pelestarian sosial budaya
dan pelayanan publik.

Sampai saat ini RUU yang diusulkan oleh DPD tersebut belum dibahas
oleh DPR. Posisi DPD masih lemah dalam pembuatan legislasi. Sehingga,
pembuatan legislasi berupa undang-undang masih sangat tergantung kepada
political will DPR yang kegiatan legislasinya didasarkan pada program
legislasi nasional (prolegnas) baik yang disusun untuk lima tahunan maupun
prolegnas tahunan. RUU tentang Perlindungan Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat masih menjadi RUU usulan dari DPD untuk Program Legislasi
Nasional 2009-2014 dan sudah dimasukkan oleh DPR sebagai salah satu
undang-undang yang akan dibentuk. Namun RUU ini belum masuk dalam
prioritas legislasi tahun 2010.

2.3.7 RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat oleh DPR

Sedangkan pada pihak DPR (legislatif), inisiatif pembentukan undang-
undang dapat dibaca melalui prolegnas. Inisistif RUU terkait dengan
masyarakat adat sudah ada sejak prolegnas 2004-2009 yang kemudian
dilanjutkan dalam prolegnas 2009-2014. Dalam program legislasi nasional
2009-2014, pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat menjadi
salah satu undang-undang yang akan dibentuk dengan judul RUU tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. RUU ini masuk dalam
program legiaslasi nasional lima tahunan. Namun dalam penyusunan
program legiaslasi nasional, RUU ini belum masuk sebagai RUU prioritas
untuk tahun 2010 maupun prioritas untuk tahun 2om.
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Selain RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
yang sudah masuk dalam program legislasi nasional yang disusun oleh
DPR, terdapat inisiatif lain pengaturan tentang keberadaan dan hak-
hak masyarakat adat baik pada level undang-undang maupun peraturan
pemerintah. Inisiatif tersebut dijabarkan pada bagian di bawah ini.

2.3.8 Inisiatif Ratifikasi Konvensi ILO 169

Inisiatif untuk melakukan ratifikasi konvensi ILO 169 tentang Indigenous
Peoples dan Tribal Peoples di Negeri Merdeka dilakukan oleh Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002-2007. Syafroedin Bahar
selaku anggota Komnas HAM yang menangani urusan masyarakat adat
pada masa itu mengorganisir serangkaian penelitian, seminar dan lokakarya
terkait posisi masyarakat adat dalam kehidupan bernegara. Secara substansial
ratifikasi ini berisi tiga hak masyarakat adat, yaitu hak atas tanah dan sumber
daya alam lainnya, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan.

Salah satu yang didorong oleh Komnas HAM periode 2002-2007
adalah mendorong pemerintah untuk melakukan ratifikasi konvensi ILO
169. Namun sebelum upaya itu berhasil terjadi perubahan anggota Komnas
HAM dan perubahan struktur di lingkungan Komnas HAM yang sebelumnya
menggunakan pendekatan substansial atau isu-isu HAM menjadi pendekatan
fungsional. Sehingga tidak ada bagian khusus di Komnas HAM periode
2007-2012 yang mengurusi hak-hak masyarakat adat.

Syafroedin Bahar yang masih concern dengan perlindungan masyarakat
adat kemudian membentuk Sekretariat Nasional Perlindungan Hak-hak
Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Seknas).” Seknas ini melakukan
kajian dan menyusun Naskah Akademik serta draft RUU Ratifikasi Konvensi
ILO 169. Setelah Naskah Akademik dan draft RUU tersebut rampung
kemudian ditawarkan kepada sejumlah departemen untuk menjadi leading
sector mengusulkan ratifikasi konvensi tersebut menjadi undang-undang.

Banyak kendala yang dihadapi dalam mendorong ratifikasi konvensi
tersebut. Menurut Syafroedin Bahar, dorongan untuk meratifikasi konvensi
tersebut mentok di sepuluh departemen. Masing-masing departemen
memiliki alasan sendiri untuk tidak mendorong lahirnya ratifikasi
konvensi ILO 169. Departeman Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan
menyatakan bahwa ratifikasi konvensi ILO ini bukan merupakan tugas
pokok dari departemen masing-masing. Departemen Luar Negeri dan

7 Sebelumnya nama organisasi ini adalah Sekretariat Nasional Perlindungan Hak-hak Konstitusional Masyarakat

Hukum Adat. Kemudian di dalam akta notaris pendirian yang dibuat di Pekan Baru organisasi ini diberi
nama Sekretariat Nasional Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Organisasi ini memiliki sekretariat
di Pekan Baru. Wawancara dengan Syafroedin Bahar, tanggal 2 September 2009.
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Departemen Dalam Negeri menyatakan bahwa konvensi ini mendorong
kepada munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah. Selain alasan itu,
Departemen Dalam Negeri lebih memilih untuk mendorong lahirnya UU
tentang Desa. Departemen Luar Negeri juga mempermasalahkan definisi
dari Indigenous Peoples. Menurut mereka, istilah indigenous peoples itu
mecakup seluruh rakyat Indonesia, jadi bukan spesifik kepada masyarakat
adat. Sedangkan Departemen Sosial lebih memilih untuk mendorong UU
tentang KAT daripada ratifikasi konvensi ini.

Syafroedin Bahar menyebutkan kendala substansial dari ratifikasi ini
adalah karena instansi pemerintah tidak mau mengakui hak-hak atas tanah
sebab pemerintah punya kepentingan atas tanah-tanah masyarakat adat
dalam melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pengakuan terhadap
hak-hak masyarakat adat atas tanah diduga akan mengganggu program
pembangunan sebab pemerintah harus melakukan negosiasi dengan
masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah-tanah mereka.

2.4 Trend rumusan pengaturan keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat atas sumber daya alam

2.4.1 Istilah dan kriteria masyarakat adat

Penggunaan istilah masyarakat adat di dalam peraturan perundang-
undangan masih tidak konsisten. Secara umum terdapat lima sebutan
untuk masyarakat adat di dalam peraturan perundang-undangan yaitu
masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat,
komunitas adat terpencil dan masyarakat tradisional. Dalam diskusi yang
berkembang, istilah masyarakat adat dipadankan dengan istilah Indigenous
Peoples yang selama ini menjadi terminologi tentang masyarakat adat pada
level internasional.

Demikian juga dengan kriteria yang dipakai untuk mengidentifikasi
masyarakat adat. Baik UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah dan UU tentang
HAM tidak menjelaskan tentang definisi tetapi memberikan sejumlah
pembatasan tentang pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
Sedangkan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam
memberikan definisi dan sejumlah kriteria. Definisi dan kriteria masyarakat
adat dalam undang-undang tekait sumber daya alam dijelaskan dalam tabel
berikut:
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Tabel 2.2
Istilah dan kriteria masyarakat adat

Peraturan Definisi dan Kriteria Masyarakat Adat

UU Pemerintahan Daerah Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur:

a. sepanjang masih hidup

b. sesuai dengan perkembangan masyarakat

c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia

d. diatur dalam undang-undang

uu HAM Tidak menyebut definisi masyarakat adat, namun mengatur
perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum
adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan
perkembangan zaman.

UU Kehutanan a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
(rechsgemeenschap);
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa
adatnya;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih
ditaati; dan

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.

UU Sumber Daya Air Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan
tempat tinggal atau atas dasar keturunan.

UU Perkebunan a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsge-
memschaft);
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa
adat;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan
adat yang masih ditaati; dan

e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir | UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori:

dan Pulau-pulau Kecil a. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir
yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis
tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
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b. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang
berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

c. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan
tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam
melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan
lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam
perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut
internasional.

UU Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang
secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu
karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan
yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan
hukum.

RUU Perlindungan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat

yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu

berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang

lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan

lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya yang khas

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum

yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.

Selain itu juga diatur kriteria kesatuan masyarakat hukum adat

sebagai berikut:

a. Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari
satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama

b. Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan
maupun yang dilestarikan secara turun temurun dan
merupakan milik bersama

c.  Mempunyai lembaga adat tersendiri

Memiliki adat-istiadat dan aturan hukum adat tersendiri

e. Sepanjang masih ada eksistensinya tidak bertentangan
dengan semangat pembangunan nasional

Q-

RPP Tata Cara Pengukuhan
Masyarakat Hukum Adat dan
Pengelolaan Hutan Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang
terhimpun dalam satu paguyuban (rehtsgemeenschap), yang
memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan
perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam
kawasan hutan Negara.

Pada umumnya istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-

undangan adalah istilah masyarakat hukum adat. Istilah ini semakin sering

digunakan karena ketentuan di dalam UUD 1945 juga menggunakan istilah
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tersebut. Namun dalam salah satu peraturan digunakan istilah masyarakat
adat seperti di dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Definisi masyarakat adat di dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil ini seiring dengan definisi tentang masyarakat adat yang
didefinisikan oleh AMAN pada tahun 1999, yang mengidentifikasi masyarakat
adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara
turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai,
ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Di dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil istilah
“masyarakat” merujuk kepada masyarakat adat dan masyarakat tradisional.
Masyarakat adat diartikan sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara
turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan
pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan masyarakat lokal
adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari
berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku
umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil tertentu.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-
undang terakhir (tahun 2009) terkait dengan pengakuan keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat memberikan definisi yang sejalan dengan rumusan
defenisi masyarakat adat di dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil. Namun UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup kembali menggunakan istilah masyarakat hukum adat, bukan istilah
masyarakat adat. Selain menyebutkan masyarakat adat, UU Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga menyebutkan “masyarakat
tradisional” yang diartikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang
masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan
ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam
perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Meskipun UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) memberikan sejumlah
persyaratan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang
kemudian dilanjutkan oleh beberapa undang-undang seperti UU Sumber
Daya Air dan UU Perkebunan, tetapi dalam dua undang-undang terakhir (UU
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), persyaratan-persyaratan pengakuan
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sudah tidak dimasukkan.
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Meskipun kedua undang-undang yang disebutkan terakhir ini tidak
mencantumkan sejumlah persyaratan pengakuan, tidak berarti bahwa
pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup lebih mudah dilakukan. Sampai saat ini
belum ada peraturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut yang
bisa dipakai dalam mengidentifikasi masyarakat adat. Sehingga belum dapat
diukur efektifitas definisi ini di lapangan

Sedangkan melihat draft inisiatif dari instansi pemerintah lain tentang
pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, misalkan dari DPD
dan Kementerian Kehutanan, masih menggunakan istilah masyarakat
hukum adat. Argumentasi yang selalu dipakai untuk menggunakan istilah
masyarakat hukum adat adalah karena konstitusi secara jelas menyebutkan
istilah tersebut, bukan istilah masyarakat adat. Karena undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya tidak boleh bertentangan dengan
konstitusi, maka dianggap istilah yang sah adalah istilah masyarakat hukum
adat, sepanjang konstitusi belum dirubah.

Dapat disimpulkan bahwa istilah tentang masyarakat adat masih
beragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan juga
dalam inisiatif pengaturan yang sedang berlangsung. Dari berbagai regulasi
yang ada ditemukan lima istilah untuk menyebut masyarakat adat antara
lain istilah Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Komunitas Adat Terpencil.

2.4.2 Hak masyarakat adat yang diatur

Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam,
lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai
hubungan kewajiban daripada hak (Arizona, 2009:108). Hubungan tersebut
baru dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak
luar, baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan dengan pemerintah. Ketika
berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian
menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi
objek pengaturan di dalam hukum.

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak paling
penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah
satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena
itu, di dalam United Nation Declaration on the Right of Indigenous Peoples
(UNDRIP) tahun 2007, persoalan hak atas tanah dan sumber daya alam
ini diatur:
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Pasal 26 ayat (1)

Masyarakat adat memiliki hak_atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber
daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau
sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang
telah digunakan atau yang telah didapatkan (Pasal 26 ayat 1 Deklarasi PBB
tentang hak-hak masyarakat adat)

Pasal 26 ayat (2)

Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan
dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya
yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan
pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah
dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. (Pasal 26 ayat
2 Deklarasi PBB tentang harkat masyarakat adat)

Sedangkan Abdon Nababan (2009) menyebutkan dari sekian banyak
kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada
empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain: (a)
Hak untuk "menguasai” (memiliki, mengendalikan) & mengelola (menjaga,
memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya; (2) Hak
untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan
adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
(3) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/
kelembagaan adat; (4) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan
(‘agama’), sistim pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

Tabel 2.3
Hak-hak masyarakat adat

Peraturan \ Hak-hak Masyarakat Adat
UU Pemerintahan Daerah |Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat

Uu HAM a. Pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan
kekhususannya.

b. lIdentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas
tanah ulayat

UU Kehutanan a. Hak atas hutan adat
. Mengelola kawasan untuk tujuan khusus
¢. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
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d. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
dan

f.  mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.

UU Sumber Daya Air

Hak ulayat. Hak ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi

tiga unsur:

a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang
yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai
warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan
tersebut dalam kehidupannya seharihari;

b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang
menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum
tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-
hari; dan

. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya,
yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih
berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum
tersebut.

UU Perkebunan

Masyarakat adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah
mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan

UU Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil

Hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal
atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan
secara turun-temurun. Diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP-3)

UU Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat
adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

RUU Perlindungan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat

(1) Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak atas
benda
(2) Hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dapat berupa hak
kolektif dan hak individual
(3) Hak-hak kolektif dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat
meliputi:
a. Hak atas wilayah adat
b. Hak kebudayaan tradisional berupa kesenian, teknik
pengobatan, desain, tata ruang, dan produksi makanan
c. Hak sosial berupa kepercayaan, pendidikan, hukum, dan
perlindungan lingkungan
(4) Hak individual dari kesatuan masyarakat hukum adat adalah
hak masing-masing anggota kesatuan masyarakat hukum adat
maupun beberapa anggota kesatuan masyarakat hukum adat
atas suatu benda.
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RPP Tata Cara Pengukuhan | a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan

Masyarakat Hukum Adat hidup sehari-hari masyarakat yang bersangkutan;
dan Pengelolaan Hutan|p  melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum
Adat adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan

ketentuan perundang-undangan; dan

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.

Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi
negara terhadap masyarakat adat. Di dalam konstitusi hak tersebut
diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Sampai
saat ini belum ada penjelasan yang memadai untuk menjelaskan apa
saja yang digolongkan menjadi hak-hak tradisional masyarakat adat. UU
Pemerintahan Daerah menyalin saja rumusan hak-hak tradisional masyarakat
hukum adat yang ada di dalam konstitusi tanpa memberikan penjelasan.
Sedangkan UU HAM mengakui dan melindungi hak masyarakat adat yang
berkenaan dengan kekhususannya, identitas budaya dan termasuk hak atas
tanah ulayat masyarakat adat.

UU Kehutanan mengatur hak masyarakat adat untuk dapat terlibat
dalam pengelolaan hutan. Hak tersebut berupa hak untuk mengelola hutan
adat; mengelola hutan untuk tujuan khusus; melakukan pemungutan hasil
hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang
bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Sedangkan UU Sumber Daya Air mengatur hak ulayat masyarakat adat
atas air.

Kemudian UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional,
dan kearifan lokal atas wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah
dimanfaatkan secara turun-temurun. Dan UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mengatur tentang hak-hak masyarakat adat dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dengan kearifan
lokal. Sedangkan UU Perkebunan memasukkan hak untuk mendapatkan
ganti rugi atas tanah bagi masyarakat adat yang tanahnya dipakai untuk
usaha perkebunan.

Pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam
masih bersifat umum dan abstrak. Masih terkesan adanya pembatasan
terhadap hak-hak masyarakat adat sehingga dalam inisiatif peraturan
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perundang-undangan hanya menyalin ulang hak-hak masyarakat adat yang
ada pada peraturan yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam draft RUU tentang Perlindungan Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat yang disiapkan oleh DPD, hak-hak kesatuan masyarakat
hukum adat dibagi menjadi hak yang bersifat kolektif dan hak yang bersifat
individual. Hak kolektif adalah hak masyarakat adat sebagai suatu komunitas,
sedangkan hak yang bersifat individu adalah hak-hak individu yang ada di
dalam masyarakat adat.

2.4.3 Kewajiban-kewajiban negara terhadap masyarakat adat

Kewajiban-kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi warga negara
dan juga hak-hak masyarakat adat meliputi tiga hal, perlindungan, pemajuan,
dan pemenuhan. Namun selain tiga konsep yang sudah diterima secara
umum di dalam hukum HAM internasional tersebut, terdapat konsep lain
seperti ‘pengakuan’. Hampir semua peraturan perundang-undang yang
berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat menggunakan
frasa ‘pengakuan’ sebagaimana dijabarkan di dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Kewajiban negara terhadap masyarakat adat

Peraturan \ Kewajiban Negara terhadap Masyarakat Adat

UU Pemerintahan Daerah Negara mengakui dan menghormati

uu HAM Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat adat

UU Kehutanan a Pemerintah (dephut) menetapkan status hutan adat

b Pemerintah daerah membuat Perda pengukuhan masyarakat
adat

¢ Melakukan pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat adat

UU Sumber Daya Air Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat adat

UU Perkebunan Tidak mengatur secara terperinci mengenai tanggungjawab
negara dalam perlindungan keberadaan dan pemajuan hak-hak
masyarakat adat

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir | Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi
dan Pulau-pulau Kecil

UU Perlindungan dan Pengelo- |a. Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara
laan Lingkungan Hidup pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
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b. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai
tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan
mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

RUU Perlindungan Kesatuan |Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat (BPKMHA) di Pusat dan Daerah untuk
melakukan tugas perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat. BKPMHA bertugas untuk menetapkan kebijakan
program, menyusun anggaran, koordinasi dan melakukan
evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan kesatuan
masyarakat hukum adat

RPP Tata Cara Pengukuhan

=N

Melakukan penetapan hutan adat berdasarkan usulan yang

Masyarakat Hukum Adat dan memenuhi syarat suatu komunitas sebagai masyarakat
Pengelolaan Hutan Adat adat
2. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat

UU Pemerintahan Daerah yang menurunkan model pengaturan yang
ada di dalam konstitusi menggunakan rumusan bahwa kewajiban negara
adalah untuk mengakui dan menghormati. Namun belum ada penjelasan
normatif yang lebih lanjut apa makna dari dua kata tersebut (pengakuan
dan penghormatan). Sedangkan UU HAM dan UU Sumber Daya Air
menggunakan rumusan mengakui dan melakukan perlindungan terhadap
hak-hak masyarakat adat. UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil malah menggunakan tiga konsep, yaitu pemerintah mengakui,
menghormati, dan melindungi.

Berbeda dengan UU di atas, UU Kehutanan menurunkan kewajiban
pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas hutan.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan berkewajiban melakukan
pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Selain itu
Kementerian kehutanan memiliki wewenang untuk menetapkan status
hutan adat dan pemerintah daerah membuat Perda pengukuhan masyarakat
adat.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi peranan
pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah dan pemerintah provinsi menetapkan kebijakan mengenai

2 satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan _
dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009)



tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal,
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota
melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi tersebut.

Tanggungjawab negara untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan
hak-hak masyarakat adat pada umumnya tidak diatur secara konkret di
dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun kewajiban itu
dapat ditarik dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Melihat
sejumlah rumusan peraturan perundang-undangan, tanggungjawab negara
masih sangat bersifat umum dan belum menjelaskan secara detail apa-apa
saja kewajiban minimal dari negara yang harus ada dalam pemenuhan hak-
hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

2.4.4 Proses dan bentuk pengakuan hukum

Proses pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber
daya alam meliputi proses identifikasi dan verifikasi. Proses ini dapat
dilakukan oleh pihak dari luar masyarakat adat. Namun banyak pihak yang
menentang bila proses identifikasi hanya dilakukan oleh pihak dari orang
luar masyarakat adat, sebab bagi masyarakat adat yang paling tahu dengan
keberadaan mereka sebagai masyarakat adat adalah mereka sendiri. Sekilas
hal ini sama dengan doktrin dalam hak asasi manusia tentang kebebasan
individu. Hanya saja levelnya yang berbeda, yaitu yang satu berbasis pada
hak individu, sedangkan bagi masyarakat adat penentuan atas identitas diri
ini (self-identification) berbasis pada hak komunal.

Dalam diskursus tentang masyarakat adat berkembang yang disebut
self-identification. Konsep ini pada dasarnya memberikan kebebasan kepada
masyarakat untuk menyatakan apakah mereka masyarakat adat atau bukan
dengan memeriksa dan mengkonfirmasi kriteria yg ditetapkan undang-
undang. Setelah identifikasi, maka proses selanjutnya adalah verifikasi
terhadap hasil penelitian dalam rangka identifikasi yang telah dilakukan.

Proses identifikasi terhadap masyarakat adat dapat dilihat dengan
berkaca pada identifikasi KAT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial melalui dinas sosial di daerah-daerah melakukan
identifikasi terhadap KAT dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penjajagan awal

yaitu suatu studi awal dengan melibatkan stake holder lain, antara
lain dinas transmigrasi dan akademisi. Dalam tahap ini dilihat
apakah daerah tersebut layak disebut daerah terpencil, yang dapat
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dilihat dari infrastruktur, akses terhadap air bersih, dan akses
terhadap sarana prasarana lain (misal: informasi dan komunikasi).
b. Studi kelayakan
yaitu studi lanjutan dari penjajagan awal, yang biasanya dilakukan
setahun setelah tahap penjajagan awal. Dalam tahap ini juga melibatkan
stake holder terkait, biasanya dilakukan dengan mendata penduduk
yang tinggal dalam KAT. Kemudian dinas sosial dan stake holder
bersama-sama dengan penduduk KAT merencanakan relokasi ke depan
supaya penduduk mendapatkan akses, sarana, dan prasarana menuju
kehidupan yang lebih baik.
c. Pemberian bantuan
yaitu tahap untuk merealisasikan program pemberdayaan KAT.
Dalam tahap ini Dinas Sosial membangun sarana dan prasarana yang
dibutuhkan dalam KAT tersebut sesuai dengan rencana dalam studi
kelayakan tadi, antara lain: perumahan, jalan, dan sarana air bersih.
Selanjutnya penduduk yang ada di dalam KAT direlokasi ke daerah
yang baru, namun tetap mencirikan daerah KAT yang sebelumnya.

Sedangkan di dalam UU yang ada, tidak banyak ditemukan rumusan
tentang proses pengakuan hukum ini, meskipun rata-rata menyebutkan
bahwa muara pengakuan hukum dilakukan dalam bentuk peraturan daerah.
Berikut tabel perbandingan pengaturan proses dan bentuk pengakuan
hukum dalam sejumlah undang-undang.

Tabel 2.5
Proses dan bentuk pengakuan hukum

Peraturan \ Proses dan Bentuk Pengakuan Hukum
UU Pemerintahan Daerah | Ditetapkan dengan peraturan daerah

uu HAM Tidak mengatur mengenai proses dan bentuk pengakuan hukum
yang lebih spesifik terhadap masyarakat adat

UU Kehutanan - Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat adat
ditetapkan dengan peraturan daerah

Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil
penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat
setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang
bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

UU Perkebunan Dikukuhkan dengan peraturan daerah

UU Sumber Daya Air Dikukuhkan dengan peraturan daerah

UU Pengelolaan Wilayah | Bentuk pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam
Pesisir dan Pulau-pulau | pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan dalam bentuk
Kecil Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)
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UU Perlindungan dan |Pemerintah dan Pemerintah provinsi menetapkan kebijakan
Pengelolaan Lingkungan |tentang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan
Hidup lokal, dan hak masyarakat hukum adat. Sedangkan pemerintah
kabupetan/kota melaksanakan kebijakan pengakuan tersebut.

RUU Perlindungan|- Kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai
Kesatuan Masyarakat badan hukum yang tata cara penetapannya diatur dengan
Hukum Adat peraturan pemerintah.

Dibentuk Badan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat untuk mengkoordinasikan inventarisasi keberadaan,
wilayah dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat
yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda.

RPP Tata Cara Pengukuhan | Dilakukan penelitian oleh tim peneliti, kemudian diajukan
Masyarakat Hukum Adat [ pengukuhan kepada kepala daerah. Kepala daerah yang
dan Pengelolaan Hutan | menyetujui pengukuhan tersebut mengajukan rancangan Perda
Adat tentang pengukuhan masyarakat adat kepada DPRD

Hanya UU Kehutanan yang merumuskan pengaturan mengenai proses
pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat,
khususnya dalam perancangan peraturan daerah tentang pengakuan terhadap
keberadaan masyarakat adat. Di dalam UU Kehutanan disebutkan bahwa
peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para
pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat
adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak
lain yang terkait. Meskipun hampir semua sepakat bahwa perlu ada
penelitian yang dilakukan multi pihak untuk mengidentifikasi masyarakat
adat, dalam praktiknya tidak selalu demikian. Misalkan dalam proses
pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001
tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Daerah
Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.
Kedua peraturan tersebut beranjak dari asumsi bahwa masyarakat adat
sudah ada dan tidak lagi perlu dilakukan penelitian khusus sebab sudah
ada banyak penelitian yang menunjukkan itu.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa ketentuan
perundang-undangan yang mengatur tentang proses dalam pengakuan
hukum terhadap masyarakat adat, yang lebih menentukan itu adalah
kemauan politik dari pemerintah. Bila ada kemauan politik pemerintah,
mekanisme untuk pengakuan bisa dimodifikasi oleh pemerintah untuk
memenuhi tuntutan masyarakat adat.
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2.4.5 Penyelesaian sengketa dan posisi peradilan adat

Konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya alam selama ini terjadi
karena adanya tumpang tindih klaim atas suatu kawasan. Masyarakat adat
yang merasa paling berhak atas wilayah kehidupnnya seringkali diabaikan
oleh pemerintah yang memberikan sejumlah konsesi kepada pengusaha
untuk memanfaatkan tanah adat atau untuk dijadikan kawasan konservasi.
Hal ini pulalah yang acapkali menjadi penyebab konflik yang melibatkan
masyarakat adat.

Sudah banyak inisiatif peraturan perundang-undangan yang dicoba
dibuat untuk menyelesaikan konflik tersebut, misalkan Peraturan Menteri
Agraria No. 5 Tahun 1999 dan juga Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/
Menhut-II/2004. Namun peraturan yang hadir untuk menyelesaikan konflik
tersebut tidak menyelesaikan banyak konflik yang terjadi. Sedangkan peraturan
perundang-undangan yang ada pengaturan tentang penyelesaian konflik dan
sengketa ini masih belum banyak diatur. Kalaupun diatur seperti di dalam UU
Kehutanan dan UU Sumber Daya Air, pengaturan tersebut dilakukan untuk
menyelesaikan konflik setelah undang-undang tersebut lahir (prospective),
tidak untuk menyelesaikan konflik yang selama ini sudah berkembang.

Tabel 2.6
Penyelesaian sengketa

Peraturan ‘ Penyelesaian Sengketa

UU Pemerintahan Daerah | Tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang
berkaitan dengan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat
adat atas sumber daya alam

UuU HAM Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Komnas HAM melalui

mediasi yang dengan cara:

a. Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran
hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti
penyelesaiannya; dan

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak
asasi manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

UU Kehutanan Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para
pihak yang bersengketa.
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UU Perkebunan

Sengketa atas tanah ulayat yang dijadikan sebagai konsesi
perkebunan dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada
masyarakat hukum adat

UU Sumber Daya Air

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun
di luar pengadilan

UU Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil

Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar
pengadilan.

UU Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan.

RUU Perlindungan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat

RUU ini merancang keberadaan peradilan adat sebagai lembaga
penyelesaian perkara perdata dan keluarga di dalam kesatuan
masyarakat hukum adat.

RPP Tata Cara Pengukuhan
Masyarakat Hukum Adat dan
Pengelolaan Hutan Adat

Di dalam rumusan tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa
yang ditimbulkan dari pengukuhan keberadaan masyarakat hukum
adat.

Dilihat dari rumusan pengaturannya ternyata tidak semua undang-
undang yang substansinya menyangkut hak-hak masyarakat adat atas sumber
daya alam yang merumuskan pengaturan mengenai penyelesaian konflik,
misalkan di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Pada umumnya
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat
atas sumber daya alam mengatur penyelesaian konflik dengan dua pilihan
mekanisme yaitu mekanisme melalui pengadilan maupun mekanisme di
luar pengadilan. Model ini misalkan di dalam UU Kehutanan, UU Sumber
Daya Air, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan UU Perkebunan mengatur penyelesaian konflik yang terjadi
bila wilayah masyarakat adat digunakan sebagai wilayah konsesi perkebunan
dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat adat. Lain pula di
dalam RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang disiapkan
oleh DPD. Di dalam RUU ini, merancang peradilan adat sebagai lembaga
yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat
adat yang berdimensi perdata dan kekeluargaan.
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2.4.6 FPIC atau pengambilan keputusan atas proyek
pembangunan

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam upaya penguatan hak
masyarakat adat atas sumber daya alam adalah mekanisme Free and Prior
Informed Consent (FPIC) yang dimaknai sebagai persetujuan bebas tanpa
paksa yang didahului dengan informasi memadai tentang sebab dan akibat
suatu proyek. Dikaitkan dengan doktrin tanggungjawab negara dalam hak
asasi manusia, maka mekanisme ini meliputi penghormatan (to respect),
perlindungan (to protect), pemenuhan (to fullfill) dan penegakan hak
masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam setiap tindakan yang
dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat.

FPIC terdiri dari empat unsur kumulatif. Free, berkaitan dengan keadaan
bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas
berbagai pilihan masyarakat; Prior, sebelum proyek atau kegiatan tertentu
diizinkan pemerintah, terlebih dahulu harus mendapat izin dari masyarakat;
Informed, informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang
akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya; dan Consent, persetujuan
diberikan oleh masyarakat sendiri (Steny, 2005:6).

FPIC menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menentukan apakah
suatu program/proyek, yang inisiatifnya datang dari luar masyarakat, dapat
dilaksanakan atau tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip self-determination
bagi masyarakat adat untuk menentukan pilihan pembangunan di
wilayahnya.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep
ini belum diadopsi sepenuhnya. Tapi beberapa peraturan sudah mulai
memasukkan keberatan dari masyarakat adat atas proyek pembangunan
seperti dalam UU Perkebunan dan UU Sumber Daya Air.

Tabel 2.7
FPIC atau pengambilan keputusan atas proyek pembangunan

FPIC atau Pengambilan Keputusan atas Proyek

Peraturan

Pembangunan

UU Pemerintahan Daerah Tidak mengatur secara terperinci mengenai hak masyarakat adat
untuk dapat menerima atau menolak suatu proyek pembangunan
secara bebas atas program pembangunan yang dilakukan di
wilayah kehidupannya
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uu HAM Sama dengan UU Pemda, UU HAM tidak mengatur secara
terperinci mengenai hak masyarakat adat untuk dapat
menerima atau menolak suatu proyek pembangunan secara
bebas atas program pembangunan yang dilakukan di wilayah
kehidupannya

UU Kehutanan Masyarakat diatur untuk dapat terlibat dalam penyusunan
perencanaan kehutanan. Pemerintah melakukan perencanaan
kehutanan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif,
terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

UU Perkebunan Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat
masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada,
mendahului pemberian hak, maka pemohon hak dalam usaha
perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat
hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan
mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

UU Sumber Daya Air Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber
daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kondisi setempat;

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir | Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang
dan Pulau-pulau Kecil sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

UU Perlindungan dan|Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan
Pengelolaan Lingkungan Hidup | terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan
dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

RUU Perlindungan Kesatuan | Tidak merumuskan tentang hak kesatuan masyarakat

Masyarakat Hukum Adat hukum adat untuk secara bebas menolak atau menerima
proyek pembangunan yang akan dilakukan di dalam wilayah
kehidupannya

RPP Tata Cara Pengukuhan [Dalam hal di dalam kawasan hutan adat terdapat potensi
Masyarakat Hukum Adat dan |untuk usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan
Pengelolaan Hutan Adat hutan, izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan
adat diberikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan
masyarakat hukum adat.

Secara umum konsep FPIC ini belum diadopsi sepenuhnya oleh
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-
hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia. Namun beberapa
undang-undang sudah mulai merumuskan hak masyarakat adat untuk
menyatakan keberatan atas proyek yang berdampak terhadap kehidupan
mereka sebagaimana diatur dalam UU Sumber Daya Air, UU Pengelolaan
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Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Model rumusan pengaturan yang lain misalkan dalam UU Kehutanan
yang memberi ruang kepada masyrakat adat untuk dapat terlibat dalam
penyusunan perencanaan kehutanan. Di dalam UU Kehutanan ini disebutkan
bahwa pemerintah melakukan perencanaan kehutanan secara transparan,
bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan
dan aspirasi daerah. Lain pula dengan UU Perkebunan yang mengatur
kompensasi bagi masyarakat adat yang tanahnya digunakan sebagai wilayah
perkebunan.

Sedangkan UU Pemerintahan Daerah, UU HAM dan RUU Perlindungan
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Lalu di dalam RPP Tata Cara Pengukuhan
Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat dirumuskan
pengaturan bahwa masyarakat dapat memberikan persetujuan kepada
Menteri Kehutanan bila hutan adat akan diberikan izin pemanfaatan atau
penggunaan kawasan hutan adat.

2.5 Kelembagaan yang mengurusi masyarakat adat

Selain persoalan substansi pengaturan, hal lain yang menjadi persoalan
terkait dengan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat adalah
persoalan kelembagaan. Pertanyaan yang penting dikemukan adalah lembaga
negara mana yang bertanggungjawab mengurusi masyarakat adat sehingga
punya wewenang untuk mengeluarkan instrumen hukum pengakuan dan
bertanggungjawab melaksanakan program terkait pemenuhan hak-hak
masyarakat adat.

Bila merujuk kepada sistematika UUD 1945 maka lembaga yang
memiliki wewenang mengurusi masyarakat adat adalah Departemen Dalam
Negeri, Departemen Hukum dan HAM serta Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata. Namun, pembedaan berdasarkan konstitusi itu bila diletakan
dalam bangunan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, maka
belum bisa menjawab persoalan pengakuan hukum terhadap keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat yang kompleks. Apalagi kalau dikaitkan dengan
pengelolaan sumber daya alam.

Dalam menurunkan norma-norma konstitusi, sejumlah undang-undang
terkait dengan sumber daya alam juga mengatur soal keberadaan dan hak-
hak masyarakat adat. Hal ini menjadikan lembaga yang mengurusi sumber
daya alam juga mengurusi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
Persoalannya menjadi rumit ketika lembaga yang mengurusi sumber daya
alam tersektoralisasi dalam banyak lembaga. Dan diantara sekian banyak
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lembaga tersebut punya cara pandang dan kepentingan-kepentingan yang

berbeda-beda.

Tabel 2.8

Lingkup dan dimensi kelembagaan yang mengurus masyarakat adat

Substansi

Pasal 18B ayat (3) UUD 1945,
UU Pemerintahan Daerah

Lembaga

Departemen Dalam Negeri

Dimensi

Tata Pemerintahan dan Pem-
berdayaan Masyarakat

Pasal 28| ayat (3) UUD 1945,
Uu HAM

Departemen Hukum dan HAM

Hak Asasi Manusia

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945

Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata

Kebudayaan

UU Kehutanan

Departemen Kehutanan

Pengelolaan hutan dan
Keberadaan Masyarakat adat

UU Sumber Daya Air

Direkorat Jenderal Sumber
Daya Air, Departemen Peker-
jaan Umum

Pengelolaan sumber daya air
dan keberadaan masyarakat
adat

UU Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebu-
nan, Departemen Pertanian

Ganti rugi lahan bagi
masyarakat adat

UU Pengelolaan Wilayah Pe-
sisir dan Pulau-pulau Kecil

Departemen Kelautan dan
Perikanan

Pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil

UU Kesejahteraan Sosial,
Keppres 111 Tahun 1999

Departemen Sosial

Akses terhadap pelayanan
dasar

UU Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria

Badan Pertanahan Nasional

Hak atas tanah

Kata kunci bagi persoalan kelembagaan dalam pengakuan masyarakat

adat adalah sektoralisme. Masing-masing instansi pemerintah memiliki
aturan, perangkat kelembagaan, program, dimensi dan bahkan ideologi
masing-masing dalam memandang masyarakat adat. Seharunya hal ini
bisa diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap norma konstitusi,
namun norma konstitusi pun mengalami persoalan tersendiri. Persoalan
tersebut adalah model pengakuan bersyarat yang menaruh “curiga” terhadap
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Selain pada norma konstitusi,
evaluasi tersebut dapat dilakukan secara empiris dengan melihat dinamika
pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dalam sepuluh tahun reformasi.
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Namun sampai saat ini belum ada upaya yang serius untuk melakukan
koreksi dan menciptakan peraturan yang lebih jelas dan terkonsolidasi
sehingga persoalan-persoalan yang selama ini muncul, seperti persoalan
kelembagaan bisa diselesaikan.

Dalam struktur pemerintahan eksekutif, kementerian-kementerian
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator. Dalam satu dekade terakhir,
kementerian koordinator di Indonesia terdiri atas tiga, antara lain
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian
Koordinator Ekonomi dan Keuangan dan Kementerian Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan. Dari tiga kementerian koordinator itu,
kementerian koordinator bidang ekonomi dan keuangan yang paling
banyak membawahi kementerian terkait dengan masyarakat adat seperti
kementerian kehutanan, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian
pertanian dan badan pertanahan nasional. Sedangkan yang berada di
bawah koordinasi kementerian koordinator kesejahteraan sosial adalah
kementerian sosial dan kementerian negara lingkungan hidup. Peta ini
setidaknya mengindikasikan bahwa secara kelembagaan, pemerintah belum
menjadikan persoalan keberadaan dan hak-hak masyarkat adat sebagai
persoalan yang harus diurus secara lebih serius dan terprogramatik melalui
satu lembaga tersendiri atau dapat dikoordinasikan oleh satu lembaga yang
bisa mengatasi sektoralisme. Oleh karena itulah DPD di dalam draf RUU
yang sudah disusunnya mengusulkan dibentuknya Badan Perlindungan
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Pusat dan di Daerah yang khusus
mengurusi masyarakat adat.

Selain melihat koordinasi berdasarkan kementerian negara, persoalan
lain terkait dengan pembagian urusan pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan otononi daerah.
Tidak semua departemen yang ada di pusat memiliki perpanjangan
tangan di daerah. Misalkan tidak semua daerah memiliki dinas sosial yang
mengupayakan pembukaan akses bagi komunitas adat terpencil. Kalaupun
ada, nomenklatur masing-masing daerah sangat berbeda-beda tergantung
dari situasi dan kepentingan daerah. Terkadang juga terdapat penggabungan
dinas-dinas, sehingga satu dinas sekaligus mengurusi kehutanan dan
pertanian, atau suatu dinas yang mengurusi kesejahteraan sosial sekaligus
mengurus pemadam kebakaran.

Secara hierarkis, tanggungjawab mengurusi masyarakat adat juga
berada dalam tiga lapis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota. Kebanyakan pemerintah daerah tidak mau
mengambil inisiatif dan bertindak sebelum ada acuan teknis dari pemerintah
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pusat. Oleh karena itu, konfigurasi politik dan political will pemerintah
daerah baik di pihak eksekutif maupun legislatif sangat menentukan
terjadinya pengakuan hukum dalam bentuk peraturan daerah maupun surat
keputusan kepala daerah (lebih lanjut dalam bagian 3 buku ini).

2.6 Penutup

Sejak tahun 1999, kebijakan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di
Indonesia semakin berkembang. Beberapa undang-undang yang sebelumnya
tidak mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam revisinya
mulai memasukkan rumusan pengaturan tentang keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat. Trend legislasi masyarakat adat ini semakin dilanjutkan
setelah dilakukan amandemen konstitusi yang substansinya berisi pengaturan
tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Namun sayangnya konstitusi, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
mengandung problematika normatif tersendiri karena ada persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat untuk mendapatkan
pengakuan hukum dari pemerintah. Persyaratan yang membatasi keberadaan
dan perkembangan masyarakat adat ini tidak sejalan dengan pandangan
hak asasi manusia dengan sejumlah instrumennya yang dikembangkan
untuk pemajuan hak-hak masyarakat adat seperti di dalam UNDRIP. Selain
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebenarnya ada dua ketentuan lain di dalam
konstitusi yang berkaitan dengan masyarakat adat, yaitu Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945 yang melihat keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai
hak asasi manusia dan Pasal 32 UUD 1945 yang mengatur tentang aspek
kebudayaan masyarakat adat.

Belum ada model pengaturan yang komprehensif dalam pengakuan
hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, baik substansi
maupun kerangka implementasinya. Dengan pendekatan normatif, penelitian
ini menemukan bahwa belum ada satu peraturan perundang-undangan
maupun inisiatif pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang
memenuhi enam komponen yang diuji dalam penelitian ini.

Masing-masing peraturan yang sudah ada dan inisiatif pengaturan yang
masih berlangsung belum terlihat ketersambungan satu sama lain dan bahkan
terkesan berjalan sendiri-sendiri untuk memperkuat peranan sektor masing-
masing. Inisiatif yang dilakukan didorong oleh kepentingan penguatan
kelembagaan masing-masing sehingga memperuncing sektoralisme.
Sektoralisme pengurusan masyarakat adat mengarahkan masyarakat adat
yang memiliki pandangan utuh (holistik) dalam kehidupannya menjadi
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terbelah-belah dengan mengikuti pola sektoralisme negara. Sektoralisme
menjadikan banyak instansi mengurusi masyarakat adat menggunakan
pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang keberadaan
dan hak-hak masyarakat adat. Sampai saat ini belum ada kejelasan lembaga
yang paling kompeten terkait dengan pengakuan keberadaan dan hak-
hak masyarakat adat. Departemen, badan dan kementerian negara tidak
terkoordinasi oleh satu kementerian koordinator. Melainkan menyebar
diantara kementerian koordinator bidang ekonomi dan keuangan dan
kementerian koordinator kesejahteraan sosial.

Selain melihat koordinasi berdasarkan kementerian negara, persoalan
lain terkait dengan pembagian urusan pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan otononi daerah.
Tidak semua kementerian yang ada di pusat memiliki perpanjangan
tangan di daerah. Misalkan tidak semua daerah memiliki dinas sosial yang
mengupayakan pembukaan akses bagi komunitas adat terpencil.

Penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukannya evaluasi bersama
antara Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, masyarakat
adat dan aktivis yang selama ini bekerja untuk masyarakat adat untuk
menentukan kerangka hukum, program dan kelembagaan terkait pengakuan
hukum terhadap masyarakat adat sehingga dapat dilaksanakan di lapangan
dan mendatangkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini diperlukan untuk
melakukan pengembangan kebijakan yang lebih jelas dan mudah
diimplementasikan bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat
adat atas sumber daya alam.
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Kuasa dan hukum:

Realitas pengakuan hukum terhadap hak
masyarakat adat atas sumber daya alam

Herlambang Perdana Wiratraman, Yance Arizona,
Susilaningtias, Nova Yusmira, Syahrun Latjupa, Marina Rona

3.1. Pengantar

Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di
Indonesia sangat terkait dengan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 18B
ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) menyatakan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Pasal 28I ayat (3) menyebutkan:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.

Meskipun secara normatif sudah ada pengakuan konstitusional terhadap
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun,
situasi lapangan sangatlah jauh berbeda dengan bunyi kedua pasal yang
mengakui masyarakat adat dalam UUD 1945 tersebut. Bahkan, di wilayah yang
telah memiliki peraturan mengenai perlindungan masyarakat adat sekalipun,
konflik sumber daya alam yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat
kerap terjadi. Artinya, negara melakukan pengingkaran terhadap hak-hak
masyarakat adat, bahkan terhadap identitas dan eksistensi masyarakat adat
itu sendiri. Dalam konteks ini, tidak jarang terlihat bahwa pendefinisian,
pemaknaan dan tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat
adat justru merupakan pembatasan terhadap mereka.
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Dalam sejarahnya, pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat tidak terlepas dari kontrol politik rezim sejak masa kolonial
di Hindia Belanda hingga kemudian melanggengkan penundukan tersebut
dalam situasi hukum di masa sekarang. Dalam studi McCarthy, misalnya,
pemerintah kolonial sudah menerapkan strategi jitu untuk melakukan
kontrol atas sumber daya alam di nusantara melalui penunjukan struktur-
struktur adat sebagai perwakilan administrasi kolonial (McCarthy, 2001:96-7).

Penyingkiran eksistensi masyarakat adat sebagai keseluruhan,
terutama hubungannya yang kompleks dengan tanah dan sumber daya
alam, diteruskan dalam konsep mendirikan negara-bangsa Indonesia
(Wignjosoebroto, 2006). Negara modern meruntuhkan komunitas tua
seperti masyarakat adat, yang selanjutnya dianggap melebur ke dalam
negara (state) karena dibayangkan sebagai bangsa (nation) yang bersatu,
yang dipaksakan untuk menjadi imajinasi bersama, antara para pemikir
dan politisi di Jakarta dengan komunitas yang bebas di pedalaman Papua,
Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Seterusnya, di atas bayangan itu wadah
politik bersama terbentuk, yakni sebuah negara. Akibat dari situasi ini, maka
sebagaimana disimpulkan oleh Steni, diskursus dan kebijakan masyarakat
adat sejak kolonial hingga pasca-kolonial menunjukkan pola relasi yang
timpang antara struktur kekuasaan yang dominan di satu sisi (negara dan
masyarakat modern) dengan kelompok yang tertindas dan dikontrol di sisi
lain (masyarakat tradisional-adat) (Steni, 2009:234).

Sementara di sisi lain, di tengah perubahan ketatapemerintahan
Indonesia yang terdesentralisasi sejak 1999, semakin berkembang semangat
untuk membentuk kebijakan dan peraturan di tingkat lokal atau daerah
yang menentukan pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya
alam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk hukum daerah, seperti
Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang
pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak-
hak masyarakat adat lainnya. Beberapa peraturan dan kebijakan tersebut
diantaranya Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah
Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan
atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Propinsi Sumatera Barat No.
2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Perda Propinsi Sumatera
Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya SK
Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit
Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, SK Bupati Bungo No. 1249
Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau, serta sejumlah
Perda dan SK Kepala Daerah lainnya.
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Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dan
sudah banyak eksperimen yang didorong oleh masyarakat adat dan organisasi
pendukungnya untuk melahirkan kebijakan pengakuan hukum terhadap
masyarakat adat, sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab, seperti
apakah model ataupun konsep pengakuan dalam hubungan antara negara
dengan masyarakat adat yang diakomodasi dalam kebijakan dan peraturan di
daerah telah memberikan dampak positif untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak-hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat adat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini mengambil fokus
pada dinamika implementasi pengakuan hukum terhadap hak masyarakat
adat atas sumber daya alam yang secara lebih spesifik ditujukan untuk (a)
memahami keterlibatan dan kepentingan masyarakat adat yang diakomodasi
dalam pengakuan hukum di daerah; (b) mengidentifikasi lembaga mana
saja yang melakukan pengakuan hukum dan bagaimana implementasi
pengakuan hukum tersebut di lapangan; (¢) mengupas konfigurasi politik
di tingkat lokal yang mempengaruhi bentuk, proses dan implementasi
pengakuan hukum; dan (d) memberikan tawaran tentang bentuk, konsep,
institusi dan proses pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber
daya alam.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini
menggunakan pendekatan sosio-legal yang mengawinkan pendekatan studi
hukum dengan teori-teori sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
dengan mengkombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan
(statutory analysis) dan analisis konseptual (conceptual analysis) dengan
teori-teori sosial yang merupakan karakter dari pendekatan sosio-legal.
Tamanaha menjelaskan bahwa label studi sosio-legal secara berangsur-
angsur menjadi istilah umum yang menegaskan suatu kelompok disiplin
yang mengaplikasikan suatu perspektif keilmuan sosial untuk studi hukum,
termasuk di dalamnya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum,
psikologi, ilmu politik, dan ilmu perbandingan hukum (Tamanaha, 1999:2).
Terdapat sayap kritis yang kuat dalam studi sosio-legal yang secara eksplisit
menegaskan orientasi politik, sebagai sebuah cabang dari teori kritis tentang
hukum, yang kerapkali disebut sebagai studi hukum kritis (Silbey and Sarat
1987; Unger 1976, 1986, 1996; Schlegel 1984).

Atas dasar inilah maka studi ini menguji konteks sosial, ekonomi dan
politik atas hukum-hukum yang terkait dengan pengakuan hak masyarakat
adat atas sumber daya alam. Meskipun hak-hak masyarakat adat ‘diakui’
oleh UUD 1945, konsep perlindungan dalam konstitusi tersebut haruslah
ditinjau dari bagaimana eksistensi atau dampak hak-hak masyarakat adat
tersebut di lapangan. Pengujian itu juga dilakukan dengan menganalisis
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pengaruh kepentingan ekonomi dan politik untuk memahami apakah terjadi
penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat kerangka perlindungan
konstitusional itu menjadi melemah atau tidak dapat bekerja. Ide untuk
selalu menguji konstitusionalitas norma konstitusi inilah yang menjadi
titik kajian jaminan hak-hak masyarakat agar terhindar dari kesewenang-
wenangan (Wignjosoebroto, 2002:415-17).

Dengan menggunakan studi sosio-legal, kami menganalisis isu hukum
dan bekerjanya hukum dalam konteks wilayah tertentu dengan perspektif
politik ekonomi hukum (political economy of law/PEL). Untuk menjelaskan
data yang ada kami menggunakan teori kekuasaan, khususnya dependensi
dan dominasi. PEL membongkar logika dan struktur yang melekat pada
hukum berkaitan dengan relasi-relasi kekuasaan dibalik bekerjanya
instrumen kelembagaan dan hukum. Pemegang kekuasaan senantiasa
menggunakan hukum sebagai suatu instrumen untuk menindas dalam
rangka mempertahankan posisinya dalam suatu hirarki. Itu sebabnya,
perspektif PEL digunakan untuk melawan pendekatan formalisme hukum
yang selalu mengargumentasikan perbedaan antara hukum dan politik,
dimana hukum selalu secara rasional diasumsikan dalam posisi netral.

Sebagai contoh argumentasi ini adalah sebagaimana disebutkan
oleh Filho dan Johnston (2005:1-6). Dalam konteks kapitalisme, hukum
ditujukan untuk merawat pasar bebas melalui dominasi, dan hukum menjadi
sebuah sumber untuk mengalienasi dan menindas. Hukum diubah untuk
mendisiplinkan mayoritas, membatasi hak-haknya, dan membuatnya sulit
untuk memprotes melawan sejumlah dampak akibat neo-liberalisme dan
untuk membangun alternatif. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum
pengakuan hak masyarakat adat di daerah dengan perspektif pembongkaran
atas netralitas hukum, karena hukum dalam perspektif ini, dimaknai sebagai
ekspresi kepentingan ekonomi kelas yang mendominasi melalui artikulasi
atau ide-ide hukum. Dalam suatu negara modern secara umum, proses
hukum adalah hal esensial dari hegemoni [Gramscian] yang menjelaskan
sekaligus menjustifikasi hubungan-hubungan antara penguasa dan subyek
(Lev, 1990:438, 2000:13).

Mendasarkan pada konsep posmodernisme dipahami bahwa kekuasaan
memiliki hubungan erat dengan representasi dan pengetahuan serta
pembentukan suatu ‘regime kebenaran’ (regime of truth). Michel Foucault
menteoritisikan adanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan/
kebenaran. Menurutnya, kebenaran tidaklah di luar dari kontrol kekuasaan.
Kebenaran adalah suatu hal dalam dunia ini yang diproduksi hanya oleh
berbagai bentuk pembatasan, dan ini juga mempengaruhi efek kekuasaan
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(Foucault, 1980: 131). Kekuasaan sebagai suatu proses dan struktur telah
secara potensial memproduksi kekerasan, eksploitasi, dan penyingkiran
hak-hak, yang dihasilkan oleh suatu sistem prosedur yang dipesan untuk
produksi, regulasi (hukum), distribusi, sirkulasi dan operasi dari pernyataan
(Foucault 2002, 1980, 1979). Hal ini diperlukan untuk melihat apakah
pengakuan hukum benar-benar memperkuat hak-hak masyarakat atau malah
memproduksi kekerasan, ekspolitasi dan penyingkiran hak masyarakat adat
atas sumber daya alam.

Untuk memperkuat dan melengkapi gambaran pengakuan hukum hak
masyarakat adat atas sumber daya alam, serta dampaknya bagi perlindungan
hak-hak asasi manusia, tulisan ini juga membongkar produk hukum daerah
dengan pendekatan analisis teks. Hal ini dipengaruhi oleh cara berfikir ala
Jacques Derrida, yang menegaskan bahwa dekonstruksi (pembongkaran)
dilakukan sebagai upaya untuk membuka teks untuk memahami
batasan pengertian dan penafsiran. Metode ini biasanya mengambil cara
mempertentangkan dalam teksnya (binary oppositions), seperti laki-laki/
perempuan, bermakna/tanpa makna, jelas/kabur, dan sebagainya. Penelitian
ini membaca kritis komunitas masyarakat adat tanpa pengakuan negara,
sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh negara dan bagaimana
efektifitasnya di lapangan. Selain itu, diperlukan logika melalui suatu
pengujian jejak (Derrida, 1973, 1976:46-7), apa yang terlihat dan apa yang
tersembunyi (Derrida, 1976:3, 10-18, 46), suplemen dan membuka tabir teks
itu sendiri. Hal ini diperlukan dalam penelitian untuk melihat koherensi
dan inkoherensi pengakuan hukum hak masyarakat adat.

Teknik dekonstruksi dalam tulisan ini digunakan dengan maksud untuk
menyediakan suatu metode mengkritisi doktrin hukum yang terkait dalam
hukum di daerah, serta menunjukkan bahwa produk hukum daerah telah
membawa pemikiran ideologis tertentu serta memperkuat penelitian ini
untuk menafsirkan teks-teks hukum secara lebih kritis.

Tulisan yang merupakan hasil penelitian ini dilakukan atas beberapa
komunitas masyarakat adat yang berada di Provinsi Banten, Jambi,
Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Wilayah penelitian ini dipilih
karena masing-masing komunitas yang diteliti memiliki karakter berbeda
yang terutama dilihat dari bentuk hukum pengakuannya sehingga dapat
menggambarkan berbagai situasi dalam implementasi pengakuan hukum
terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan
hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Komunitas masyarakat adat
yang kami teliti meliputi Masyarakat Baduy (Banten), Masyarakat Adat
Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau dan Masyarakat Desa Guguk
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(Jambi), Masyarakat Adat Sanjan, Sanggau, (Kalimantan Barat), To’ Kulawi di
Boya Marena (Sulawesi Tengah). Dengan mengambil wilayah studi terbatas
terhadap lima komunitas ini, tentunya dijumpai sejumlah keterbatasan
untuk melihat potret hak masyarakat adat secara keseluruhan di Indonesia.
[tu sebabnya, pilihan terbatas ini mendasarkan pada sejumlah perbedaan
karakter di antara masing-masing lokasi, terutama berkaitan dengan jenis
instrumen hukum pengakuan. Selain itu, dengan menggunakan metode
penelitian sosio-legal sebagai pendekatan maka diharapkan bisa mengurangi
resiko ataupun kelemahan dalam studi ini.

3.2. Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat
adat atas sumber daya alam

3.2.1. Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Baduy
Sekilas tentang Masyarakat Baduy

Orang Kanekes atau Orang Baduy yang di dalam penelitian ini disebut
Masyarakat Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebutan “Baduy” merupakan sebutan
yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut
karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara
dari wilayah mereka. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai urang
Kanekes atau “orang Kanekes” sesuai dengan nama wilayah mereka yang
saat ini menjadi Desa Kanekes.

Wilayah kehidupan Masyarakat Baduy terletak di kaki pegunungan
Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung yang
merupakan ibukota Kabupetan Lebak, Menurut kepercayaan yang mereka
anut, orang Baduy mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari
tuyjuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal usul tersebut sering
pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama.
Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga
baduy mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) untuk menjaga
harmoni dunia.

Masyarakat Baduy memiliki filosofi yang mereka sebut: “Lojor heunteu
beunang dipotong, péndék heunteu beunang disambung” yang maknanya
“Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh
disambung.” Filosofi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di
bidang pertanian, bentuk pikukuh tersebut adalah dengan tidak mengubah
kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana,
tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasering, hanya
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menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada
pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya,
sehingga tiang penyangga rumah Kanekes seringkali tidak sama panjang.

Di dalam wilayah masyarakat Baduy ada Arca Domas yang merupakan
objek kepercayaan mereka. Lokasi arca ini dirahasiakan, namun ada yang
menyebutkan letaknya di dalam kawasan hutan lindung masyarakat Baduy.®
Masyarakat Baduy mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan
setahun sekali pada bulan Kalima, Hanya Puun yang merupakan ketua adat
tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti
rombongan pemujaan tersebut. Karena letak Arca Domas di dalam kawasan
hutan lindung masyarakat, maka upaya yang dilakukan oleh masyarakat
Baduy untuk menjaga hutan berbarengan dengan upaya untuk melindungi
atau merawat Arca Domas. Dengan demikian, hubungan masyarakat Baduy
dengan alam sangat dipengaruhi oleh ajaran spiritual yang mereka anut.

Dengan luas 5.136,58 ha, di dalam wilayah adat Baduy terdapat berbagai
sumber daya alam seperti 120 sumber air, hewan-hewan (berupa kera, lutung,
kijang, dan harimau), hutan produksi (tidak boleh ditebang sembarangan),
hutan lindung, dan perladangan. Hutan produksi dan hutan lindung dimiliki
dan dikuasai secara bersama serta dikelola atau dimanfaatkan berdasarkan
hukum adat. Hutan produksi dapat dimanfaatkan dan ditebang, tetapi
penebangan kayu di hutan produksi ini tidak dapat dilakukan sembarangan.
Sedangkan untuk hutan lindung tidak boleh ditebang karena hutan ini
diperuntukkan untuk kepentingan adat dan diawasi secara langsung oleh
Puun.

Secara umum wilayah Masyarakat Baduy dipisahkan menjadi dua,
yaitu Wilayah Baduy Dalam dan Wilayah Baduy Luar. Penguasaan tanah
perladangan di Baduy Dalam dilakukan secara bersama dan dikelola secara
bergiliran berdasarkan hukum adat, sehingga tidak ada ketimpangan yang
besar terkait dengan sumber daya alam di wilayah Baduy Dalam. Sedangkan
di wilayah Baduy Luar, kepemilikan perladangan atau huma dapat menjadi
milik pribadi. Tetapi ketentuan mengenai panen dan penanaman adalah
sama-sama didasarkan pada hukum adat. Hasil panen berupa padi baik dari
Baduy Dalam maupun Baduy Luar tidak boleh dijual kepada pihak luar.

Terhadap komunitas Masyarakat Baduy, yang diteliti adalah dinamika
implementasi Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat
Masyarakat Baduy. Sebelum Perda No. 32 Tahun 2001 ini, sudah ada tiga
kebijakan dan peraturan daerah yang mengakui keberadaan dan wilayah
masyarakat Baduy. Pertama kali pada tahun 1968 dengan dikeluarkan SK
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Gubernur Jawa Barat No. 203/B.V/PEM./SK/68 tentang Penetapan Status
Hutan Larangan Desa Kanekes Daerah Baduy. Kemudian SK Gubernur Jawa
Barat No. 140/KEP.526-PEMDES/1986 tentang Penetapan Desa Kanekes
Dijadikan Desa Definitif dengan Luas 5.101 Ha dan berikutnya Perda Lebak
No. 13 Tahun 1990 tentang Adat Istiadat dan Lembaga Adat Baduy.
Sayangnya, ketiga produk hukum ini tidak mampu mengatasi masalah
penyerobotan lahan dan pelanggaran-pelanggaran atas pola pengelolaan
sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat Baduy. Hal ini karena
posisi kebijakan dan peraturan tersebut tidak secara tegas bertujuan untuk
memperkuat hak masyarakat Baduy atas wilayahnya dan melindungi hak
ulayat masyarakat Baduy dari pihak luar. Oleh karena itulah pengakuan hukum
dari negara diperlukan agar hak ulayat masyarakat Baduy dapat dilindungi.

Pertemuan makna pengakuan

Menurut Jaro Dainah (Kepala Desa Kanekes) setidaknya ada tiga faktor
mengapa pengakuan hukum melalui Perda 32 Tahun 2001 dibutuhkan,
yaitu:® Pertama, untuk melindungi wilayah adat dari pihak luar. Wilayah
adat Baduy perlu dilindungi karena selama ini banyak orang luar Baduy
yang berkebun di tanah ulayat Baduy dengan menanam komoditas yang
justru dilarang oleh hukum adat masyarakat Baduy. Maraknya penebangan
kayu oleh pihak luar di dalam wilayah hutan lindung Baduy juga menjadi
alasan penting untuk melakukan perlindungan hak ulayat Baduy. Faktor
kedua adalah untuk mengamankan fungsi wilayah ulayat masyarakat Baduy
sebagai sumber mata air, mencegah banjir dan untuk melindungi hewan-
hewan dari tindakan perburuan orang luar. Selain itu, pengakuan hukum
juga diperlukan untuk menghindari asumsi negatif sebagai masyarakat adat
yang selama ini dilekatkan oleh orang-orang sekitar kepada masyarakat
Baduy. Stereotipe seperti ini membuat mereka dicurigai dan diperlakukan
tidak sejajar dengan warga negara lainnya.

Bagi masyarakat Baduy, pengakuan hukum yang dituangkan dalam Perda
No. 32 tahun 2001 memberikan kekuasaan penuh kepada mereka untuk
menjaga dan melindungi wilayah adat. Menjaga wilayah adatnya menurut
Masyarakat Baduy merupakan tugas suci karena mereka mempercayai
bahwa alam semesta dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada mereka
untuk dijaga dan dikelola secara arif sebagaimana disampaikan oleh ayah
Mursyid, salah seorang tokoh adat Masyarakat Baduy. Mereka menegaskan
bahwa jika Perda ini tidak ada, maka wilayah adat Baduy akan habis dan
rusak oleh pihak luar.

®  Jaro Dainah, wawancara 27 Februari 2010
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Ayah Mursyid melanjutkan bahwa pengakuan hukum terhadap Masyarat
Baduy dapat ditarik dalam konsepsi lokal tentang saling menghormati
dan menghargai. Maksudnya, penghormatan pemerintah daerah terhadap
Masyarakat Baduy akan membuat mereka pun semakin menghormati
Pemerintah Daerah Lebak. Masyarakat Baduy meyakini bila orang lain
menghormati atau menghargai Masyarakat Baduy, maka Masyarakat Baduy
pun harus menghormati atau menghargai orang tersebut.”

Pandangan masyarakat tentang pengakuan hukum ini sejalan dengan
pandangan Pemerintah Daerah Lebak Kepala Bagian Hukum Pemerintah
Daerah Lebak menyebutkan Baduy merupakan masyarakat adat yang
memiliki hak dan harus dihargai oleh pemerintah. Apalagi Masyarakat
Baduy sudah dikenal luas baik secara nasional maupun internasional. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi
Baduy dan riset-riset mengenainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah
tidak meragukan lagi bahwa Masyarakat Baduy adalah masyarakat adat
yang harus diakui melalui instrumen hukum daerah.

Lebih lanjut Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lebak
menyatakan bahwa pengakuan hukum terhadap masyarakat adat itu juga
diatur di dalam amendemen UUD 1945 dan juga di dalam UUPA. Sebagai
peraturan turunan dan UUPA, Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat yang keluar pada masa reformasi menjadi landasan hukum
bagi Pemerintah Daerah Lebak untuk membuat Perda pengakuan hak
ulayat Masyarakat Baduy. Pengakuan hukum melalui Perda juga didukung
oleh situasi politik yang semakin terbuka pasca orde baru yang mencoba
mengakomodasi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam sejumlah
peraturan perundang-undangan seperti UU No.41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ruang partisipasi dan modalitas politik

Masyarakat Baduy mendapatkan pengetahuan mengenai pengakuan
hukum terhadap masyarakat adat dari para aktivis Ornop yang mendampingi
masyarakat Baduy. Meskipun Ornop punya peran penting dalam
mempengaruhi pemahaman tentang pengakuan hukum bagi masyarakat
Baduy, sebenarnya secara sederhana masyarakat Baduy memaknai
pengakuan hukum agar mendapatkan status hak yang sama sebagaimana
mana masyarakat lain yang memiliki tanah dengan dibuktikan melalui
sertifikat.”

' Ayah Mursyid, wawancara 28 Februari 2010.
" Jaro Dainah, wawancara 27 Februari 2010.
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Pihak Ornop sendiri banyak mengambil inisiatif untuk mendorong
pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy. Kegiatan yang dilakukan
aktivis Ornop yang mendampingi orang Baduy pada awalnya adalah
melakukan pendekatan kepada beberapa departemen misalkan dengan
Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Dalam
Negeri. Namun pada saat itu belum ada respon balik yang positif dari
berbagai departemen atas inisiatif tersebut. Hanya Departemen Pekerjaan
Umum lah pada saat itu yang kemudian membantu dan mendorong agar
pengakuan hukum ini dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

Pada saat yang bersamaan, tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) mengunjungi Desa Ciboleger untuk melihat kehidupan masyarakat
Baduy yang masih menganut Sunda Wiwitan. Momentum politik yang
baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy untuk meminta pengakuan
hukum kepada Presiden. Presiden merespons baik permintaan ini dan
memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera membuat Perda
tentang pengakuan terhadap Masyarakat Baduy dan wilayahnya. Bahkan
Presiden sempat menyampaikan bila Pemerintah Daerah tidak mau
membuatkan Perda, maka dia akan mengeluarkan Keputusan Presiden
tentang pengakuan atas hak ulayat masyarakat Baduy.

Sejak saat itu Pemerintah Daerah Lebak mulai melakukan langkah-
langkah konkret untuk menyusun Perda pengakuan terhadap masyarakat
Baduy. Langkah konkret ini dimulai dengan pembentukan tim asistensi
yang beranggotakan antara lain Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lebak,
perwakilan Masyarakat Baduy dan Ornop Wammby. Dapat dikatakan,
pengakuan hukum terhadap Masyarakat Baduy ini sebenarnya dipengaruhi
oleh sikap politik Presiden pada masa itu.

Masyarakat Baduy lalu memilih perwakilannya dengan membuat surat
kuasa yang ditujukan kepada Jaro Dainah. Surat kuasa tersebut menguasakan
kepada Jaro Dianah untuk dan atas nama Masyarakat Baduy mengajukan
permohonan dan menghadap pejabat pemerintah yang berwenang agar
menetapkan wilayah Desa Kanekes seluas 5.101,85 ha sebagai hak ulayat
masyarakat Baduy.

Pada tanggal 9 Juli 2001, Bupati Lebak menyampaikan Rancangan Perda
tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy kepada DPRD
Lebak dalam rapat paripurna. Dalam nota pengantarnya, disebutkan ada
tiga alasan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan
Rancangan Perda Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, yaitu:
*  Masyarakat Baduy telah dikenal secara nasional dan internasional

sebagai suatu persekutuan hukum

ANTARA TEKS DAN KONTEKS: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat
adat atas sumber daya alam di Indonesia



*  Perda No. 13 Tahun 1990 masih mengatur hal yang immaterial bukan
material

*  Pemerintah Daerah perlu melindungi hak ulayat Masyarakat Baduy
dari pengaruh perkembangan pembangunan yang bisa mengganggu
pesatnya perkembangan pembangunan yang bisa mengganggu struktur
materiil dan immateriil Masyarakat Baduy.

Dalam setiap proses penyusunan dan pembahasan pasal per pasal di
dalam Perda ini, masyarakat Baduy selalu terlibat aktif. Mereka merasa harus
terlibat aktif dalam proses ini karena hanya mereka yang paham mengenai
Baduy. Oleh karena itu semua pasal harus sesuai dengan Masyarakat
Baduy. Selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa mereka dapat terlibat
dalam proses pembuatan Perda pengakuan ini dari Ornop pendamping.
Ornop pendamping ini juga terlibat dalam proses-proses pembahasan dan
penyusunan Perda ini. Ada juga Haji Kasmin, seorang keturunan Baduy
yang menjadi anggota MPR dari utusan golongan pada masa itu yang juga
turut terlibat dalam proses ini. Mereka datang dalam setiap pembahasan
tersebut atas inisiatif dan biaya mereka sendiri meski memang pemerintah
daerah juga mengundang mereka secara resmi untuk ikut terlibat dalam
pembahasan Rancangan Perda.

Pembagian peran di dalam masyarakat yang terlibat dalam proses
pengakuan didasarkan oleh peran orang-orang tertentu dalam lembaga adat
Baduy. Selain itu juga ada proses penunjukan terhadap beberapa orang dari
Baduy luar untuk turut terlibat karena mereka memiliki peran di dalam
pemerintahan desa. Di dalam Masyarakat Baduy telah ada pembagian peran
untuk urusan-urusan pemerintahan dan hubungan dengan pihak luar serta
urusan internal. Urusan-urusan pemerintahan desa dan hubungan dengan
pihak luar dilakukan oleh Jaro, sedangkan untuk urusan kebatinan dan
pertapaan dilakukan oleh Puun.

Konsolidasi wilayah adat: Sebuah implementasi

Setelah disahkannya Perda No. 32 Tahun 2001, Pemerintah Daerah Lebak
lalu mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten Lebak untuk kegiatan
pengukuran dan pemetaan tanah. Besar biaya yang dianggarkan adalah Rp.
322.145.000 (Tiga ratus dua puluh dua juta seratur empat puluh lima ribu
rupiah) dari APBD tahun 2002

Karena luas wilayah ulayat masyarakat Baduy di atas 1.000 Ha, maka
pengukuran dan pemetaan dilakukan bersama dengan Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Kegiatan pengukuran dan pemetaan berlangsung sampai
tahun 2002. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut kemudian dikukuhkan
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oleh Bupati lewat Keputusan Bupati No. 590/Kep.233/Huk/2003 tentang

Penetapan Batas-Batas Detail Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di

Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Dalam keputusan

ini luas wilayah tanah ulayat masyarakat Baduy adalah 5.136,58 ha. Saat

ini wilayah hak ulayat masyarakat Baduy telah dicatat dalam peta dasar
pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Lebak dan telah pula dicatatkan
dalam daftar tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan pemetaan
kawasan oleh BPN ini merupakan bentuk awal implementasi Perda No.

32 Tahun 2001.

Perda ini kemudian menjadi dasar bagi Masyarakat Baduy untuk
melakukan tindakan hukum ketika ada pelanggaran atau penyerobotan
terhadap wilayah adat mereka dari orang luar. Penyerobotan lahan ini
sudah terjadi sejak tahun 1960-an dan membuat wilayah mereka semakin
menyempit. Hadirnya Perda ini kemudian menjadi media menyelesaikan
konflik penyerobotan atau pelanggaran wilayah adatnya yang dilakukan
dalam tiga cara, yaitu:

a. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan,
BPN, Babinsa, Bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, dan
kejaksaan.

b. Pihak Masyarakat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang
yang menyerobot wilayah adat Baduy untuk meminta kembali tanah
adat masyarakat Baduy, yang kemudian ditindaklanjuti dengan
penandatanganan kontrak pengembalian tanah kepada masyarakat
Baduy.

c. Diselesaikan melalui pengadilan. Cara ini dilakukan ketika cara-cara
di atas tidak dapat lagi dilakukan. Untuk cara ini tercatat telah ada
5 orang yang dikenai sanksi pidana karena terbukti melanggar dan
menyerobot Wilayah Adat Baduy.

Pihak Kepolisian adalah pihak yang paling sering digunakan oleh
masyarakat dalam mengimplementasikan Perda ini, terutama terhadap
pihak luar yang melakukan penyerobotan wilayah adat. Masyarakat
Baduy membuat laporan atau pengaduan kepada kepolisian bila terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar terhadap wilayah adat mereka.
Pelaporan/pengaduan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari
pihak kapolsek, bila tidak ditanggapi oleh kapolsek maka dilanjutkan ke
kapolres, bila tidak dilanjuti oleh kapolres maka masyarakat mendatangi
kapolda. Selain kepolisian, pihak lain yang pernah didatangi masyarakat
dalam memperjuangkan haknya atas sumber daya alam adalah kecamatan,
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danramil/babinsa, dan H. Kasmin.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam
upaya untuk melindungi dan mengkonsolidasikan tanah ulayat, masyarakat
Baduy bekerjasama dengan instansi negara yang ada.

Upaya konsolidasi tanah tersebut telah berhasil mengembalikan tanah-
tanah Masyarakat Baduy yang dikuasai oleh 56 orang luar Baduy. 51 orang
menyerahkan secara sukarela kawasan Baduy yang dikuasainya setelah
ada surat yang disampaikan oleh Masyarakat Baduy agar tanah tersebut
dikembalikan kepada Masyarakat Baduy. Tapi ada 5 orang yang menolak
menyerahkan tanah yang dikuasainya. Sehingga berdasarkan Perda No. 32
Tahun 2001, 5 orang tersebut diproses melalui hukum negara. Akhirnya
5 orang tersebut juga mengembalikan tanah Masyarakat Baduy yang
dikuasainya.

Instansi pemerintah lain yang terlibat dalam implementasi Perda ini
adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa Menteri
Syaifulah Yusuf yang menganggarkan biaya dan mengadakan program
membuat pagar batas wilayah Baduy. Program ini hanya mampu dilakukan
untuk membuat pagar batas pada sebagian wilayah Masyarakat Baduy.
Pembuatan pagar batas wilayah tidak tuntas karena kekurangan dana.
Dalam beberapa tahun terakhir, pagar batas tersebut sudah mulai dirusak
oleh orang luar. Program-program dalam implementasi Perda ini diawasi
langsung oleh Masyarakat Baduy. Beberapa program yang dijalankan
berkontribusi baik untuk memperkuat hak-hak masyarakat Baduy atas
wilayah kehidupannya.

Ruang politik selingkaran Baduy

Salah satu yang membedakan antara wilayah Masyarakat Baduy dengan
wilayah lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa wilayah Masyarakat
Baduy berada di luar kawasan administrasi kehutanan yang ditetapkan
oleh pemerintah. Sehingga pada wilayah Masyarakat Baduy tidak berlaku
UU Kehutanan, melainkan yang berlaku adalah UUPA. Konsepsi tentang
masyarakat adat dan hak mereka atas sumber daya alam antara UU
Kehutanan dengan UUPA berbeda satu sama lain. UUPA secara substansial
lebih menghargai keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat. Bahkan di
dalam UUPA dinyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan
kekayaan alam di Indonesia adalah hukum adat.

Setelah rezim Orde Baru tumbang juga ada inisiatif dari Kementerian
Agraria/Kepala BPN untuk menciptakan mekanisme hukum yang dapat
dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang berkait dengan tanah ulayat

"2 Haji Kasmin adalah mantan anggota DPR yang merupakan keturunan dari Baduy luar
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masyarakat adat. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat. Keputusan Menteri inilah yang
dimanfaatkan sebagai peluang hukum untuk membuat Perda tentang
Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Selain konstruksi hukum di atas, secara politik Masyarakat Baduy
punya akses kepada para penguasa melalui pendekatan-pendekatan yang
dilakukannya. Salah satu upacara adat yang menjadi media bagi Masyarakat
Baduy untuk mengkomunikasikan kepentingannya adalah Seba. Kegiatan
Seba dilakukan oleh Masyarakat Baduy dengan menyampaikan pesan dan
memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah kabupaten dan
pemerintah provinsi. Tradisi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama
bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri.

Upacara Seba ini biasanya diikuti oleh ratusan orang laki-laki dari
Baduy dan disambut oleh bupati atau gubernur di pendopo kabupaten atau
pendopo provinsi. Pesan yang selalu disampaikan oleh Masyarakat Baduy
adalah pesan untuk mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat menjaga
alam. Selain pesan menjaga alam, secara khusus juga ada pesan-pesan
tertentu yang disampaikan. Pendekatan ini dapat dikatakan efektif untuk
mengangkat keberadaan Masyarakat Baduy di hadapan pemerintah. Dalam
upacara Seba terakhir yang dilakukan pada bulan April 2010, Masyarakat
Baduy secara khusus meminta agar pemerintah daerah turut mendorong
lahirnya undang-undang yang khusus mengakui dan melindungi keberadaan
dan hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat Baduy juga dikenal oleh pejabat-pejabat yang memiliki
kekuasaan politik. Hampir semua Presiden di Indonesia pernah menjalin
komunikasi dengan Masyarakat Baduy. Diantaranya seperti Presiden Soekarno
dan Presiden Abdurahman Wahid bahkan pernah berkunjung ke wilayah
Masyarakat Baduy. Bahkan dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) pada tahun 1999 ada satu orang warga keturunan Baduy yang
menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan yang mewakili golongan
adat. Para pejabat yang baru menjabat di Baduy juga sering berkunjung
ke Baduy untuk menjalin silaturahmi, minta dido’akan atau sekedar hanya
ingin mengetahui kehidupan masyarakat Baduy yang masih menganut
kepercayaan Sunda Wiwitan.
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3.2.2. Pengakuan Hukum Hutan Adat Masyarakat Batu Kerbau
dan Guguk

Sekilas tentang Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu
Kerbau

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau tinggal di dua
desa yakni Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat. Yang menjadi subjek
kajian ini adalah Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih yang ada di Desa
Batu Kerbau, selain karena akses, alasan lain daerah ini dijadikan subjek
penelitian adalah karena berkembang inisiatif dari masyarakat yang pada
mulanya membuat piagam kesepakatan untuk pengelolaan sumber daya
alam.

Desa Batu Kerbau terletak di hulu Batang Pelepat Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi. Di sana masyarakat masih tetap mempertahankan adat
istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terlepas
dari sejarah lahirnya Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih yang berasal dari
Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Pengaruh budaya Minangkabau juga
mempengaruhi struktur sosial masyarakat Desa Batu Kerbau, yang terlihat
dari suku-suku yang ada sama seperti suku-suku yang ada di Minangkabau
(seperti suku Jambak, Melayu, dan Caniago). Penentuan suku berdasarkan
garis keturunan ibu, memiliki kelembagaan Bundo Kanduang, mengenal
harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, hingga penyelesaian persoalan
yang masih berpegang pada adat dan budaya Minangkabau. Sistem hukum
masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau adalah
“negeri berpagar undang, kampung berpagar cupak”yang berarti bahwa setiap
daerah atau wilayah (kampung) terdapat peraturan adat yang harus dijaga
dan ditaati oleh masyarakat yang menghuni kampung. Di dalam masyarakat
juga terdapat lembaga adat. Lembaga Adat Desa Batu Kerbau diketuai oleh
Datuk Tiang Panjang. Di bawah Datuk Tiang Panjang, dikenal beberapa
jabatan adat seperti Datuak Rabun, Penghulu Alam dan Dubalang.

Di Desa Batu Kerbau terdapat undang-undang adat dan falsafah adat
yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Misalkan falsafah
adat yang berbunyi: “Ke darat berbunga kayu, ke air berbunga pasir”, yang
artinya apabila seseorang menebang kayu, mengambil rotan, damar, dan
jelutung di hutan serta mengambil pasir atau batu, dan membuat biduk
(perahu) dengan tujuan untuk dijual, maka harus membayar pancung
alas (retribusi) kepada adat. Sedangkan apabila hanya digunakan untuk
keperluan sendiri maka dibebaskan dari pancung alas dan cukup mendapat
persetujuan dari pemimpin adat. Selain itu, Masyarakat Adat Datuk Sinaro
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Putih juga memiliki beberapa prinsip yang dianut terhadap bentuk-bentuk

pelaksanaan pengelolaan hutan, sebagai berikut :

a. Tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka, yang maksudnya
bahwa hak kepemilikan atas lahan maupun tanaman harus diberi
tanda.

b. Dalam hal berladang, harus sompak, kompak, setumpak, yang berarti
bahwa masyarakat dalam melaksanakan perladangan dilakukan
secara bersama-sama. Jika tidak, akan mendapat teguran dari ninik
mamak.

c. Umpang boleh disisip, kerap boleh diganggu, maksudnya dalam hal
pengambilan sumber daya alam harus memperhatikan potensi yang ada.
Bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki.

d. Bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti
ali, maksudnya bahwa sumber daya alam harus tetap dipertahankan
kelestariannya.

e. Lapuk pua jalipung tumbuh, maksudnya terhadap lahan kritis harus
dilakukan penghijauan kembali.

f. Ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir, maksudnya setiap
pemanfaatan sumber daya alam dikenakan sumbangan untuk
pembangunan desa.

g. Tanah lombang,umput layu, maksudnya setiap orang yang membunuh
binatang liar yang halal dimakan maka sebagian besar harus diberikan
kepada pimpinan adat.

h. Pengambilan ikan di sungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala,
memancing, pukat , menauh, nyukam, menembak, najur, nagang dan

lukah.

Ketentuan mempertahankan sempadan sungai, larangan menebang
Pohon Sialang tempat bersarangnya lebah penghasil madu, menebang
pohon yang tumbuh di daerah lereng atau curam dan menetapkan beberapa
kawasan menjadi hutan larangan, juga merupakan beberapa bentuk aturan
pengelolaan hutan yang diwarisi dari nenek moyang masyarakat Desa Batu
Kerbau (Endah, 2008:71). Hak atas sumber daya alam menurut masyarakat
Desa Batu Kerbau® yaitu kawasan hutan adat dan hutan lindung desa.™

' Setelah tahun 2007, penyebutan untuk Batu Kerban sebagai desa adalah Desa, dan untuk nama Desa
diganti kampung.

Kawasan lindung desa dipersiapkan untuk keturunan masyarakat adat di masa yang akan datang.
Pemanfaatan kawasan lindung desa hanya boleh mnegambil buah-buahan hutan, tanaman obat dan madu
dengan tidak merusak pohon dan kelestariannya. Kawasan hutan adat hanya dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat desa Batu kerbau dengan seizin pengurus dan aturan yang sudah disepakati
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Pada 24 April 2001 masyarakat Desa Batu Kerbau mendokumentasikan
aturan pengelolaan hutan adat dan lubuk larangan secara tertulis sebagai
landasan hukum setiap pengambilan keputusan tentang hutan adat, yang
disebut Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau Untuk
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Piagam ini kemudian yang menjadi modal
dasar bagi masyarakat untuk memperjuangkan pengakuan hukum kepada
pemerintah daerah.

Sekilas tentang Masyarakat Adat Desa Guguk

Sama halnya dengan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu
Kerbau, masyarakat adat Desa Guguk juga banyak dipengaruhi oleh budaya
Minangkabau. Nenek moyang Masyarakat Adat Desa Guguk berasal dari dua
daerah yaitu Mataram dan Minangkabau. Sistem kekerabatan Masyarakat
Adat Desa Guguk adalah matrilineal seperti masyarakat adat Minangkabau.
Masyarakat adat Desa Guguk yang merupakan bagian dari Marga Pembarap
yang terdiri atas tiga kalbu (suku), yaitu mengkayi yang merupakan penduduk
asli, melinan yang merupakan pendatang dari hulu/barat, dan sengerahan
yang juga pendatang yang berasal dari Sungai Rahan.” Beberapa aturan
adat yang masih berakar dan bertahan sampai sekarang diantaranya upacara
adat makan jantung serta disepakatinya aturan adat tentang pengelolaan
hutan adat. Dalam menjaga ketertiban, di Desa Guguk berlaku pepatah
“Desa nan berpagar adat, tapian nan berpagar baso, tebing nan berpagar
undang, rumah nan berico, berpakai nan berpantang berlarang” Maksud
dari pepatah ini adalah bahwa segala sesuatunya memiliki aturan-aturan
sendiri seperti Desa dipagari/diatur oleh adat, tepian/pemandian umum
diatur oleh rasa malu/etika, dan juga berpakaian ada aturan-aturannya.

Di Desa Guguk, beberapa aturan adat lamo pusako usang (adat lama
pusaka usang) yang masih dipakai oleh masyarakat antara lain seperti dalam
mengerjakan sawah dan ladang, dianjurkan supaya “umo ladang janda harus
diletakkan ditengah-tengah, ladang/sawah bidan (dukun) digotong-royongkan
satu kali dalam setahun, dan ladang/sawah Ninim Mamak (Depati atau
tokoh-tokoh lainnya) digotong-royongkan dua hari dalam setahun oleh anak
Desa yang bersangkutan”.

Untuk menjaga gangguan ternak terhadap ladang ada pepatah yang
berbunyi “Ternak berkandang malam, humo (ladang) berkandang siang”.
Maksudnya adalah bahwa bagi pemilik ternak harus memasukkan ternaknya
kekandang pada malam hari, dan bagi petani pemilik ladang harus menjaga
ladangnya pada siang hari.

' Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Guguk, H. Yarisuni pada 19 Mei 2010.
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Adat juga sangat menekankan perlunya anggota masyarakat bekerjasama
dalam berbagai hal seperti “Mengerjakan sawah ladang dipakai berhari-harian/
julo-julo (bersaama-sama)’, “Berhumo berladang harus berbanjar merencam
bertanam harus serempak dan ditiap - tiap banjar harus ada yang dituakan’.
Waktu kematian berlaku “Sakit disilau, mati ditengok’, artinya apabila ada
warga yang meninggal mestilah diselenggarakan bersama-sama.

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa Guguk dilakukan
berdasarkan hukum adat. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam bagi
warga masyarakat dari luar marga pembarap baik yang tinggal di Desa
Guguku maupun di luar Desa Guguk berlaku pepatah “ke air berbunga pasir,
kedarat berbunga kayu, tambang pendulang berbunga daun, sawah dan ladang
berbunga emping, terkecuali hasil-hasil tersebut untuk dipakai sendiri’’ Aturan
pengelolaan sumber daya alam ini kemudian didokumentasikan secara
tertulis pada 9 Mei 2003 yang disebut Piagam Kesepakatan Pengelolaan
dan Pemeliharaan Hutan Adat Desa Guguk.

Saat ini kondisi sumber daya alam Desa Guguk tak jauh berbeda
dengan hutan di kawasan lainnya di Kabupaten Merangin yang terancam.
Ancaman ini juga berpotensi mengancam polulasi hewan dimana di Desa
Guguk dari 22 jenis mamalia yang hidup di hutan adat sebagiannya sudah
terancam punah.

Pengakuan hukum yang tidak asing

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau dan Masyarakat
Desa Guguk sama-sama berada di Provinsi Jambi, tetapi berlainan kabupaten.
Bagi kedua masyarakat ini, berbicara soal pengakuan hukum bukan lagi
persoalan yang asing. Hal ini karena sudah ada sejumlah pengakuan hukum
yang sudah mereka capai. Untuk Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di
Desa Batu Kerbau misalnya pengakuan itu lahir dalam berbagai bentuk
seperti: (a) Surat Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau No. 47/BK/2000
tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu
Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Propinsi Jambi; (b) Piagam
Kesepakatan Masyarakat Desa batu kerbau untuk Pengelolaan Sumber Daya
Alam (2001); (¢) Keputusan Lembaga Adat Pelepat Ulu (Lembaga Adat
Nan Selapan) Pimpinan Datuk Sinaro Putih Desa Baru Pelepat Dan Desa
Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo tanggal 22 Juli 2002; (d)
Surat Keputusan Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan
Hutan Adat desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo; dan
kemudian dengan (e) Perda Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006 tentang
Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
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Terlihat ada beragam bentuk pengakuan hukum yang dilahirkan dalam
rangka pengakuan hak masyarakat adat datuk sinaro putih atas sumber daya
alam mereka. Mulai dari kesepakatan yang sifatnya internal masyarakat
sampai dengan Perda yang sifatnya relasional antara masyarakat dengan
pemerintah. Masyarakat mendorong adanya pengakuan hukum terhadap
wilayah adat mereka dari pemerintah untuk melindungi wilayah adat dari
pihak luar. Hal ini karena ada banyaknya perusahaan yang mengincar
wilayah adat mereka untuk perkebunan sawit maupun konsesi penebangan
hutan. Persoalan illegal logging pun menjadi hal mengkhawatirkan akan
memberikan dampak besar secara ekologis bila tidak adanya pengakuan
hukum yang jelas atas wilayah adat khususnya pada kawasan hutan.

Pengakuan hukum yang sudah ada memang diperlukan oleh masyarakat,
sebab bila tidak ada pengakuan hukum maka kondisi sumber daya alam
yang ada di wilayah Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau yang
luas mereka akan hancur karena diperebutkan baik oleh masyarakat Desa
Batu Kerbau sendiri, masyarakat dari desa lain, maupun oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan dan perusahaan kehutanan.

Sedangkan bagi masyarakat Desa Guguk, pengakuan hukum atas hutan
adat mereka sudah mendapat peluang sejak tahun 2002 ketika Pemerintah
Kabupaten Merangin mengeluarkan Perda No. 22 Tahun 2002 tentang
Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan. Di dalam Perda tersebut
terdapat pengaturan tentang hutan adat yang menyatakan bahwa penetapan
hutan adat dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati.

Atas peluang pengakuan dari Perda tersebut masyarakat mempersiapkan
pengakuan hukum terhadap hutan adat mereka. Pertama-tama masyarakat
membuat Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat
Desa Guguk pada tahun 2003. Setelah piagam tersebut berturut-turut
pengakuan hukum terhadap hutan adat masyarakat Desa Guguk sebagai
berikut: (a) Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No. 1 Tahun 2003 tentang
Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk;
(b) Keputusan Kepala Desa Guguk No. 56 Tahun 2003 tentang Penetapan
Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk; (c) Keputusan
Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIIl/ 2003 Tentang
Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat; (d) Keputusan Bupati Merangin
No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai
Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin; dan kemudian (e) Peraturan Desa No. 3 Tahun 2004
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.
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Masyarakat Desa Guguk menyebut wilayah hutan adatnya sebagai tanah
Depati/Marga. Wilayah ini merupakan cadangan akan kebutuhan lahan di
masa yang akan datang. Masuknya PT. Injapsin yang memegang konsesi
HPH terhadap hutan telah membatasi akses dan hak masyarakat Desa Guguk
dalam wilayahnya tersebut. Selain itu, pada daerah sekitar jalan logging PT.
Injapsin, banyak warga masyarakat dari daerah lain seperti dari Muara Siau
dan Tembesi yang membuka ladang dan kebun dalam wilayah adat Desa
Guguk (Laporan KKI-WARSI Tahun 2000). Hal inilah yang melatarbelakangi
keinginan masyarakat untuk mengupayakan pengakuan hukum atas wilayah
hutan adat mereka kepada pemerintah daerah.

Pengakuan hukum menjadi penting bagi masyarakat. Bila tidak ada
pengakuan hukum maka perusahaan akan masuk ke wilayah tersebut seperti
halnya yang terdapat di beberapa kawasan hutan negara lainnya. Kemudian
praktek pembalakan liar serta aktifitas sawmill akan banyak terjadi.

Membangun kapasitas partisipasi

Kenyataannya masyarakat belum bisa mengadvokasikan sendiri hak-hak
mereka secara langsung berhadapan dengan pemerintah. Hal ini dialami
oleh banyak komunitas masyarakat, termasuk Masyarkat Adat Datuk
Sinaro Putih yang ada di Desa Batu Kerbau. Acapkali advokasi hak-hak
masyarakat didampingi oleh Ornop yang bekerja untuk masyarakat. Di
Desa Batu Kerbau ada KKI Warsi yang sudah belasan tahun mendampingi
masyarakat Desa Batu Kerbau untuk memperkuat pengelolaan sumber daya
alam berbasis masyarakat dan kelestarian alam. Dengan situasi demikian,
Ornop merupakan pihak yang paling banyak membantu agar pengakuan
hukum bisa dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak terlibat secara
utuh, namun mereka akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan hukum
terhadap hutan adat mereka.

Sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat terlibat dalam
segala proses pengakuan hukum, namun tidak semua masyarakat memiliki
kemampuan untuk terlibat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain: faktor pendidikan yang rendah. Kalaupun ada masyarakat yang
berpendidikan tinggi, mereka biasanya tinggal jauh dari desa. Masyarakat
merasa rendah diri untuk terlibat karena bukan merupakan elit lokal, tidak
terbiasa berbicara secara formal di level pemerintah, dan juga mereka tidak
punya cukup waktu dan kemampuan materil untuk terlibat dalam proses
pengakuan hukum.

Faktor keterisolasian wilayah juga mempengaruhi kemampuan
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini tidak lain karena
Desa Batu Kerbau yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten dengan akses
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jalan yang buruk. Hal ini menyebabkan akses informasi menjadi sulit. Daerah
ini juga belum dijangkau oleh aliran listrik dari perusahaan negara.

Dalam proses pengakuan hukum, pihak masyarakat yang terlibat adalah
tokoh-tokoh adat, pemerintah desa dan BPD. Mereka ini yang memiliki
kekuatan yang dominan di desa dan dianggap memiliki kemampuan dalam
mewakili aspirasi seluruh masyarakat adat kepada pihak luar. Masyarakat
seringkali dibantu oleh Ornop yang memfasilitasi keterlibatan mereka
dalam proses pengakuan pada level pemerintah daerah. Relasi antara
masyarakat dengan Ornop ini terikat oleh kesamaan kepentingan untuk
memperjuangkan pengakuan hukum terhadap hutan adat. Bantuan dari
Ornop dalam proses pengakuan hukum dianggap efektif oleh masyarakat
sebab akhirnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat mereka dapat
dilakukan.

Agak berbeda dengan Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu
Kerbau, Masyarakat Adat Desa Guguk terlibat lebih intensif dalam proses
lahirnya kebijakan pengakuan hukum dari pemerintah daerah. Masyarakat
terlibat secara bersama-sama dengan didampingi oleh Ornop yang selama
ini bekerja bersama masyarakat. Masyarakat lebih mudah terlibat dalam
proses pembentukan pengakuan hukum karena tingkat pendidikan dan
ekonomi Masyarakat Adat Desa Guguk lebih baik. Dari segi pendidikan
semuanya tamatan pendidikan dasar. Di Desa Guguk telah masuk pasokan
aliran listrik dan signal komunikasi. Desa ini hanya berjarak setengah jam
dari ibukota kabupaten dan dilalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan
Kota Bangko dan Kota Sungai Penuh (ibukota Kabupaten Kerinci). Kondisi
demikian membantu akses informasi yang lebih cepat. Sehingga tidak heran
jika masyarakat Desa Guguk banyak yang kritis dan aktif berorganisasi.

Kelancaran atau kedekatan akses ke kabupaten, pertukaran informasi
yang cepat, dan belajar dari pengalaman desa-desa lain yang bekerjasama
dengan perusahaan membuat masyarakat Desa Guguk sadar akan pentingnya
pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Dengan didampingi oleh Ornop,
upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan pengakuan hukum lebih mudah
dilakukan oleh masyarakat.

Dalam proses pengakuan hukum Masyarakat Adat Desa Guguk
melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat biasa yang mengetahui tentang
seluk beluk adat. Mereka inilah yang lebih memahami tentang hutan adat
dan batasan-batasannya sehingga lebih berkompeten menyampaikannya ke
pemerintah. Selama ini relasi masyarakat dengan perwakilannya yang terlibat
dalam proses pengakuan hukum adalah relasi kekerabatan/adat.

Adanya desakan masyarakat untuk secepatnya mendapat pengakuan
hukum terhadap hutan adat cukup mempengaruhi bentuk pengakuan
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hukum sehingga terbitnya SK Bupati. Mendorong lahirnya SK Bupati secara
proses lebih mudah dari pada membuat Perda yang harus melibatkan
DPRD. Dorongan untuk memilih bentuk SK Bupati ini juga didasarkan
pada pengalaman masyarakat adat di Baru Pangkalan Jambu, Pulau Tengah,
dan Batu Kerbau yang pernah diakui hak atas wilayah adatnya melalui SK
Bupati. Apalagi dalam ketentuan Perda Kabupaten Merangin No. 22 Tahun
2002 tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan, instrumen
hukum yang dapat dipakai untuk mengakui hutan adat adalah dengan SK
Bupati. Bupati pun menjadi pihak yang paling menentukan dalam jalannya
proses dan bentuk pengakuan hukum.

Dinamika implementasi: Lain Guguk, lain Batu Kerbau

Secara umum, baik di Desa Batu Kerbau maupun di Desa Guguk pengakuan
hukum yang diharapkan oleh masyarakat tidak berhenti pada adanya
dokumen hukum yang berisi pengakuan atas hak masyarakat atas wilayah
atau atas hutan adat mereka. Yang diharapkan oleh masyarakat adat adalah
suatu perlindungan dan juga program-program dari pemerintah dalam
rangka implementasi pengakuan hukum tersebut.

3.2.2.1. Masyarakat Desa Guguk

Implementasi pengakuan hukum terhadap hutan adat di Desa Guguk
dilakukan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk
sebagaimana yang disepakati dalam Keputusan Bersama Lembaga Adat,
Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIII/ 2003 tentang Penetapan Kelompok
Pengelola Hutan Adat Lembaga Adat dan dalam Keputusan Bupati Merangin
No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang
Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan
Sungai Manau Kabupaten Merangin.

KPHA adalah pihak di dalam masyarakat yang paling banyak terlibat
dalam implementasi pengakuan hukum ini. Periode kepengurusan KPHA
sudah tiga kali berganti dan ada upaya regenerasi yang dilakukan dengan
melibatkan pemuda dalam pengelolaan dan perlindungan hutan adat.

Pengakuan hukum dalam bentuk SK Bupati dan juga keterlibatan KPHA
memberikan pengaruh positif yang menguatkan hak-hak masyarakat adat.
Hal ini ditunjukan dengan pernah adanya penjatuhan denda terhadap pihak-
pihak yang melanggar Piagam Kesepakatan Pengelolaan dan Pemeliharaan
Hutan Adat Desa Guguk. PT. Injapsin yang pernah mencaplok wilayah hutan
adat dikenakan sanksi membayar 45 juta pada Marga Pembarap (termasuk
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Guguk) atas kerusakan hutan di wilayah adat Marga Pembarap. Pernah

juga masyarakat guguk sendiri yang diadili karena berbalok di Hutan Adat.

la diadili secara adat namun tidak mau membayar. Akhirnya dia didenda
dengan tidak dilayani keperluannya di pemerintah desa dan dikucilkan
untuk sementara waktu dari lingkungan masyarakat."

Manfaat dari pengakuan hukum juga dapat dilihat dari semakin
banyaknya program-program pemerintah yang berkaitan dengan
implementasi pengakuan hutan adat ini. KKI-Warsi mencatat ada beberapa
bantuan atau program pemerintah yang diperuntukkan bagi hutan adat
Desa Guguk, yaitu:

a. Menerima pembangunan pondok dalam hutan adat tahun 2006.

b. Menerima bantuan pembangunan jembatan yang menghubungan desa
dengan hutan adat pada tahun 2007.

c. Menerima bantuan bibit Durian Majalengka.

Menerima pembangunan Balai Adat Masyarakat Hutan Adat Desa

Guguk yang dibuat oleh BPDAS Batanghari pada tahun 2008.

e. Menerima bibit jernang tahun 2009

f.  Menerima bantuan jalan setapak rabat beton dengan lebar 1,30 m dan
panjang 1000 m di kawasan hutan adat mulai dari pangkal Jambatan
Gantung sungai batang Merangin sampai ke pondok singgah dalam
kawasan hutan adat Desa Guguk pada tahun 2009.

g. Menerima bantuan bibit dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.
Merangin utnuk KPHA Desa Guguk pada 13 September 2009 dan
dibagi-bagikan ke masyarakat yaitu sebanyak 500 batang bibit petai,
450 batang bibit cokelat 450 batang.

h. Menerima alat ATK untuk keperluan KPHA seperti : 1 unit mesin tik,
1 rim kertas HVS, 2 buku, 1 steker dan I set carbon pada 13 September
2009.

Pada tahun 2009, Dinas Perkebunan dan Kehutanan juga memberikan
bantuan pengawasan (patroli keamanan kawasan) hutan adat yang diberikan
tiap bulan untuk tujuh orang sebesar 60.000/bulan. Namun untuk tahun
2010 sayangnya dana tersebut tidak diberikan lagi. Namun masyarakat masih
berharap ada insentif dari pemerintah, terutama agar masyarakat dapat lebih
mudah untuk melakukan patroli dalam mengawasi hutan adat.

Secara keseluruhan, program-program pemerintah tersebut cukup
efektif untuk meningkatkan pegelolaan dan perlindungan hutan adat,
seperti dengan membangun jembatan dan pembangunan Balai KPHA. Tapi

®  Razali, wawancara, 25 Februari 2010.
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ada juga beberapa program yang tidak efektif seperti bantuan bibit cokelat
pada bulan september 2007. Program ini tidak efektif karena masyarakat
kurang berminat menanam cokelat.

Sampai saat ini kondisi Hutan Adat Desa Guguk masih utuh dan terjaga.
Hal ini dikarenakan pada awalnya keberadaan Hutan Adat tersebut sudah
diakui secara adat, baik pengamanan dan pemanfaatannya. Kondisi fisik
tegakan di lokasi Hutan Adat desa Guguk masih rapat. Tegakan berkisar
berdiameter 45-250 cm, bahkan ada beberapa batang kayu jenis Murau
yang berdiameter lebih dari 250 cm.

Mengambil kayu di hutan adat sebenarnya diperbolehkan setelah
mendapat izin dari KPHA. Setiap orang yang ingin memanfaatkan kayu di
hutan adat dikenakan biaya yang sudah ditentukan. Hasil dari pemanfaatan
hutan adat itu didistribusikan sebanyak 40% untuk kas desa, 30% untuk
kas Kelompok Pengelola Hutan Adat, 20% untuk kas kalbu, dan 10%
untuk kas karang taruna. Tapi pada kenyataannya, ketentuan mengenai
pembagian distribusi ini belum pernah dipraktikan karena belum pernah
ada masyarakat yang memanfaatkan pengambilan kayu di di hutan adat.
Masyarakat belum merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan
kayu, sehingga pengambilan kayu secara sah melalui KPHA belum pernah
dilakukan sampai sekarang. Mengambil kayu dari hutan adat dimaknai
masyarakat sebagai pilihan terakhir.

Terkait dengan pengelolaan hutan adat juga ada beberapa konflik yang
terjadi. Misalkan dengan Desa Parit Ujung Tanjung terkait dengan klaim
wilayah hutan adat. Konflik sumber daya alam ini terjadi karena pada
masing-masing pihak memiliki dasar untuk mengklaim haknya atas sumber
daya yang ada. Bagi masyarakat Desa Guguk menyatakan bahwa wilayah
yang telah ditetapkan sebagai hutan adat merupakan milik masyarakat adat
Guguk. Sedangkan Desa Parit Ujung Tanjung mengklaim dengan adanya
sebagian kawasan yang ditetapkan oleh Desa Guguk adalah hak milik
masyarakat Desa Parit Ujung Tanjung. Persoalan ini diselesaikan dengan
musyawarah. Selain itu juga terjadi konflik terkait dengan kepengurusan
KPHA yang pernah didominasi oleh kerabat tertentu saja. Persoalan ini
diatasi oleh masyarakat dengan mengadakan pemilihan pengurus KPHA
agar semua masyarakat bisa berpartisipasi.”

Meskipun pengakuan hukum yang ada telah menghormati,
melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, masih saja muncul
persoalan baru. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan belakangan
mempermasalahkan mekanisme pembakaran lahan untuk perladangan yang

" Sofyan Hadi, wawancara, 24 Februari 2010
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dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sesap masyarakat yang berada di
dalam kawasan hutan adat. Pembakaran lahan memang cara yang paling
sering dilakukan masyarakat setempat sejak lama untuk pembersihan lahan
yang akan digunakan untuk perladangan, karena lebih praktis dan biaya
rendah. Namun meski melakukan pelarangan, hingga kini Dinas Kehutanan
belum mampu memberikan solusi tentang cara pembersihan lahan yang
mudah tanpa biaya tinggi.”

3.2.2.2. Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau

Untuk mengimplementasikan pengakuan atas hutan adat tersebut dibentuk
Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA). KPHA ini bertanggungjawab dalam
melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan adat agar hutan
adat bisa terjaga kelestariannya. KPHA yang terdiri dari berbagai elemen di
dalam desa juga melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada
pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hutan adat.

Upaya penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap hutan adat pernah
dilakukan ketika terjadi penebangan hutan adat pada tahun 2002 yang
dilakukan oleh orang dari Desa Rantau Keloyang dan Desa Baru Pelepat
yang dibantu oleh warga Kampung Lubuk Tebat. Pihak yang melakukan
penebangan hutan adat ini dikenakan sanksi adat berupa denda seekor
kambing. Dalam pelaksanaannya pelaku hanya sanggup membayar Rp.
50.000,- (Laporan KKI-WARSI Tahun 2002).

Pelanggaran lain pernah dilakukan oleh CV. Beringin Hijau pada tahun
2003 yang melakukan penyerobotan hutan adat. Perusahaan ini beroperasi
di luar wilayahnya dengan mencaplok wilayah hutan adat. KPHA bersama
lembaga adat pernah menjatuhkan denda adat seekor kambing dan uang
sebesar 10 juta rupiah terhadap perusahaan ini, namun sanksi adat tersebut
tidak dipatuhi. KPHA lalu menyurati Bupati Bungo melalui Dinas Kehutanan
untuk menutup perusahaan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan
dari dinas kehutanan.

Pada waktu yang bersamaan, perusahaan yang sama juga telah
mengambil kayu di wilayah imbo pusako (hutan adat) Desa Batang Kibul
Kabupaten Merangin. Masyarakat Batang Kibul juga meminta Tim Dinas
Kehutanan Kabupaten Merangin untuk mengecek ke lapangan. Masyarakat
bersama-sama dengan Ornop juga menyampaikan aspirasi melalui media
massa sampai ke tingkat nasional. Akhirnya turunlah tim dari provinsi
dan dari Kabupaten Merangin untuk mengecek ke lapangan. Kemudian,
diketahuilah bahwa memang telah terjadi pelanggaran wilayah dan juga
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diketahui perusahaan CV. Beringin Hijau telah mengambil kayu di luar
areal yang diizinkan. Sekarang CV tersebut tidak beroperasi lagi (Laporan
KKI-WARSI Tahun 2002).

Namun seiring dengan perkembangnya, saat ini praktek pengelolaan
hutan adat pengelolaan dan sumber daya alam lainnya di Desa Batu Kerbau
tidak lagi sepenuhnya mengacu pada piagam kesepakatan dan pengakuan
hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena
adanya kevakuman kepengurusan Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA)
yang terjadi karena persoalan kemampuan manajerial dan komunikasi
antara sesama pengurus yang kurang baik. Selain itu juga karena tidak ada
insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat
yang terlibat menjadi pengurus KPHA.

Persoalan anggaran KPHA menjadi perhatian masyarakat karena untuk
melakukan pengawasan hutan terkadang mereka harus mengalokasikan
waktu khusus dan membutuhkan bekal makanan dan keperluan lainnya.
Selama ini biaya pengamanan kawasan, dibebankan kepada pengurus
KPHA. Menurut masyarakat, seharusnya yang menanggung biaya tersebut
seharusnya adalah pemerintah. Namun KPHA bingung bagaimana untuk
menyampaikannya kepada pemerintah, terlebih sekarang ada permasalahan
yang kian berlarut yang terjadi di tubuh KPHA itu sendiri.

Selain urusan internal KPHA, juga ada perebutan kontrol atas sumber
daya antara KPHA dengan kepala desa yang sekarang disebut Rio. Hal ini
karena pemanfaatan kayu di dalam hutan adat tidak lagi melalui KPHA
melainkan melalui Rio. Ini yang mengecewakan KPHA sehingga efektifitas
peranan KPHA dalam mengelola dan melindungi hutan adat oleh KPHA
menjadi terganggu. Di satu sisi KPHA punya dasar klaim karena mereka
memang dibentuk untuk melakukan pengelolaan hutan adat, tapi di sisi
lain, SK Bupati Bungo ttg pengakuan hutan adat memberikan wewenang
kepada Kepala Desa untuk melaporkan kegiatan pengelolaan hutan adat.
Hal ini disebutkan dalam bagian kelima SK tersebut yang berbunyi: “Kepala
Desa Batu Kerbau melaporkan kegiatan pengelolaan hutan adat Desa Batu
Kerbau kecamatan pelepat kepada bupati melalui camat minimal satu kali
dalam setahun.”

Sejak mundurnya kepengurusan KPHA, program pemerintah semakin
berkurang. Namun dalam dokumentasi WARSI pernah ada beberapa program
pemerintah yang diberikan terkait hutan adat, seperti:

1.  Pemberian bibit salak alam dan pemberian bibit manau pada tahun

2002 (Laporan KKI-WARSI Tahun 2002).
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2. Penanaman jati seluas 50 ha di hutan adat oleh Pemerintah Kabupaten
Bungo melalui proyek reboisasi pada tahun 2003 (Endah, 2008:79).

3. Pemberian 20.000 bibit karet, sukun dan malinjo dari BP. DAS Batang
Hari pada tahun 2004 (Laporan KKI-WARSI Tahun 2004).

4. Bantuan bibit Jati dari Dishutbun pada tahun 2005(Laporan KKI-WARSI
Tahun 2005).

5. Penanaman gaharu dan karet di kawasan hutan adat seluas 30 ha oleh
Dishutbun Kabupaten Bungo melalui proyek Hutan Rakyat pada tahun
2005 (Endah, 2008:79).

6. Penanaman rotan di hutan adat seluas 40 ha pada tahun 2006 (Endah,
2008:79).

Efektivitas program beragam dan sangat bergantung kepada sosialisasi
dan pengawasan langsung dari masyarakat. Program yang kurang efektif
misalkan program pemberian bibit karet, sukun dan melinjo pada tahun
2004. Hanya sekitar 5000 bibit karet yang berhasil ditanam oleh masyarakat
sedangkan bibit sukun dan melinjo mati dan terbuang percuma (Laporan
KKI-WARSI Tahun 2004)

Lama kelamaan, disadari bahwa ketentuan dan aturan adat seiring
dengan perkembangan zaman hanya diketahui dan dipahami oleh segelintir
orang saja. Hal tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwa
penerapan keputusan adat perlahan mulai tidak memenuhi rasa keadilan di
masyarakat. Seringkali keputusan adat hanya memuaskan pihak yang lebih
kuat atau yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh adat, seperti
pepatah adat berikut “tibo di mato dipiciangkan, tibo di paruik dikampihkan’.
Ketidakadilan seperti ini membuat masyarakat kehilanagan pegangan dalam
menuntut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sumber
daya alam (Endah, 2008:79). Sedangkan KPHA yang sebelumnya diamanatkan
untuk mengelola hutan adat posisinya mulai melemah.”

Intinya kemauan politik

Kalau ditelisik dari beberapa pengalaman yang ada, pola relasi antara
masyarakat, pemerintah dan penguasaha sangat menentukan bentuk,
proses dan implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat.
Dalam beberapa tempat, banyak masyarakat yang tidak mampu secara
mandiri memperjuangkan pengakuan hukum dari pemerintah, sehingga
mereka banyak dibantu oleh Ornop untuk sama-sama memperjuangkan
pengakuan hukum. Hal ini tercermin dalam proses kelahiran pengakuan

' Husin, wawancara, 22 Februari 2010
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hukum terahadap Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih Desa Batu Kerbau
di Kabupatan Bungo dan Masyarakat Desa Guguk di Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi.

Pengakuan hukum pada kedua masyarakat adat ini lahir dalam
bentuk Surat Keputusan Bupati. Kemudian untuk masyarakat Desa Batu
Kerbau dikuatkan lagi dengan Perda. Situasi awal dari kedua daerah ini
memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat
adat belum signifikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan pengakuan
hukum masih jauh sampai kemudian Ornop menjalin komunikasi dan
menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Sehingga,
dapat dikatakan bahwa Ornop menjadi pihak yang paling menentukan
dalam berjalannya proses pengakuan hukum. Sedangkan pihak yang paling
dominan menentukan bentuk pengakuan hukum adalah pemerintah. Hal
ini karena pemerintah, terutama pemerintah daerah memiliki otoritas untuk
memberikan pengakuan hukum.

Meskipun pihak Ornop dan pemerintah yang paling banyak
mempengaruhi proses dan bentuk pengakuan hukum, implementasi
dari pengakuan hukum lebih banyak ditentukan oleh masyarakat itu
sendiri. Upaya mendorong pengakuan ini dapat dipakai untuk mengubah
pandangan pemerintah terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat
dan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya
alam. Meskipun upaya ini tidak bisa berhasil sepenuhnya karena meskipun
mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, pemerintah daerah
tetap saja masih mengeluarkan sejumlah konsesi kepada perusahaan yang
mengelola sumber daya alam di sekitar wilayah masyarakat adat tanpa
mempertimbangkan ancaman terhadap wilayah masyarakat adat tersebut.

Untuk memperjuangkan lahirnya pengakuan hukum, masyarakat
didampingi oleh Ornop menyelenggarakan berbagai macam aktivitas dan
membangun komunikasi dengan pihak pemerintah. Hal ini merupakan
strategi intervensi yang dilakukan. Intervensi tersebut dilakukan dalam
banyak bentuk, misalkan dengan mengadakan pendidikan lingkungan,
mengadakan dialog dan bentuk lainnya. Rangkaian kegiatan seperti ini
berguna untuk mengubah paradigma berpikir para birokrat untuk memiliki
perhatian terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan
dan menyadarkan masyarakat sekitar tentang pentingnya memperjuangkan
hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Perubahan paradigma tersebut dilihat dengan munculnya berbagai
pengakuan hukum dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa
terhadap kedua komunitas masyarakat adat tersebut. Di Desa Batu Kerbau
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pengakuan tersebut pertama dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa
Batu Kerbau No. 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola
Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo
Propinsi Jambi. Sedangkan oleh pemerintah daerah dilakukan pertama
dengan Keputusan Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan
Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Lalu
kemudian lebih dikuatkan lagi oleh Pemerintah Daerah dengan Perda
Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006 Tentang Masyarakat Hukum Adat
Datuk Sinaro Putih. Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih ini merupakan
masyarakat adat yang ada di Desa Batu Kerbau.

3.2.3. Pengakuan sebatas ‘mulut’: Kerentanan Masyarakat Adat
Kampung Sanjan dalam mempertahankan hutan adat
tutupan

Sekilas tentang Masyarakat Adat Kampung Sanjan di Kalimantan
Barat

Masyarakat Adat Sanjan adalah komunitas masyarakat bersuku dayak yang
wilayahnya termasuk dalam Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Secara
umum Masyarakat Adat Kampung Sanjan membagi wilayah kelolanya
menjadi kawasan perladangan, kebun karet, hutan adat tutupan, keramat
dan tembawang. Kawasan perladangan merupakan kawasan yang digunakan
untuk berladang gilir balik bagi masyarakat. Kawasan kebun karet berisi
tanaman karet yang biasanya merupakan bekas ladang yang kemudian
ditamani tanaman karet lokal. Di dalam Masyarakat Adat Kampung Sanjan
dikenal konsep ‘tanam tumbuh’ artinya pihak yang pernah meladangi dan
atau menanam tanaman, seperti karet, maka dia yang menjadi pemilik
dari lahan tersebut.

Wilayah yang dominan dalam kehidupan Masyarakat Adat Kampung
Sanjan adalah hutan. Bagi mereka, hutan merupakan darah dan jiwanya.
Karena tanpa hutan sulit untuk melanjutkan kehidupan. Bagi Masyarakat
Adat Kampung Sanjan hutan dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga
untuk keberlanjutan anak cucu. Di wilayah ini terhadap hutan adat tutupan
yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan hukum adat. Hutan adat tutupan
merupakan kawasan hutan rimba yang berisi pohon kayu bangunan yang
dikelola dan dapat dimanfaatkan secara komunal oleh warga kampung dan
tidak dapat diperjual belikan.

Selain hutan adat tutupan, masyarakat juga mengenal yang disebutnya
sebagai keramat yaitu kawasan yang disakralkan dan dianggap suci oleh
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Masyarakat Adat Kampung Sanjan, sehingga harus dilindungi, karena
bersadarkan sejarah asal usul memilki hubungan dengan nenek moyang.
Tembawang merupakan kawasan hutan yang berisi tanaman buah-buahan
yang dikelola dan dimanfaatkan secara komunal. Untuk kawasan perladangan
dan kebun karet kepemilikannya pribadi, sedangkan tembawang, keramat dan
hutan adat tutupan merupakan milik komunal dan bisa dimanfaatkan untuk
kebutuhan sendiri dan tidak diperjual belikan. Ada Ketua Hutan Adat Tutupan
yang bertanggungjawab dan mengatur pembagian kerja dan kontrol hutan.

Masyarakat Adat Kampung Sanjan memilki kearifan lokal dalam
pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sebagai contoh hutan rimba tidak
boleh diladang karena merupakan areal untuk cadangan kayu bangunan
bagi masyarakat sekitar, hutan tembawang merupakan tempat buah-buahan
hutan yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat adat. Dalam hal ini
masyarakat adat memandang hutan bukan hanya sebagai tegakan kayu
belaka, melainkan ada keberlangsungan kehidupan atau generasi.

Sebagai bentuk kearifan lokal dalam mempertahankan hutan adalah
membuat kesepakatan berupa larangan menebang pohon pada kawasan
hutan tertentu seperti pada daerah hutan keramat, area konservasi/hutan
tutupan, puncak bukit dan hulu sungai. Hal ini menunjukan bahwa
Masyarakat Adat Kampung Sanjan sudah mampu mengelola hutannya
secara berkelanjutan dan lestari.

Hutan adat tutupan Kampung Sanjan hingga kini masih terjaga dan
lestari yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat berdasarkan hukum
adat. Walaupun kenyataannya kawasan ini sudah ditetapkan sebagai
wilayah HGU PT. SIA dan di luar kawasan hutan adat tutupan sudah
dikelilingi perkebunan kelapa sawit, masyarakat tetap berdaulat mengelola,
memanfaatkan, menguasai maupun memiliki sumber daya alam. Sehingga
mereka merumuskan kesepakatan adat berkaitan dengan pemanfaatan
Hutan Adat Tutupan khusus untuk pemanfaatan kayu ditarik pajak Rp.
30.000 per batang untuk kas kampung.

Dalam menyelesaikan konflik internal, maka mereka menerapkan sanksi
adat bagi perusak hutan sebesar 3 tail. Sedangan untuk konflik eksternal
maka lembaga pengelola hutan membuat kesepakatan, mengupayakan dialog
dengan pemerintah daerah dan perusahaan untuk dikecualikan dari konsesi
PT. SIA. Dalam menghadapi persoalan ini, maka Masyarakat Adat Kampung
Sanjan menyatakan dirinya berdaulat atas sumber daya alam karena mereka
merupakan pemilik berdasarkan sejarah asal usul dan turun temurun. Konflik
menyangkut Hutan Adat Tutupan diselesaikan berdasarkan ‘otoritas dalam’
Masyarakat Adat Kampung Sanjan berdasarkan sejarah asal usul. Pengakuan
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hukum demikian diupayakan, karena bila tidak, maka hutan dikhawatirkan
akan hancur dan Masyarakat Adat Dayak akan musnah!®

Apabila terjadi konflik antara Masyarakat Adat Kampung Sanjan
dengan pihak luar, maka diselesaikan dengan menggunakan hukum adat.
Masyarakat lebih mengutamakan hukum adat bukan hanya karena persoalan
sanksinya berupa ganti rugi saja, melainkan untuk melakukan pemulihan
kesimbangan alam yang telah dirusak.

Masyarakat Adat Kampung Sanjan dijadikan sebagai subjek penelitian
dikarenakan beberapa hal. Pertama, posisinya dekat dengan pusat kabupaten
menjadikan lokasi ini lebih mudah diakses oleh peneliti. Kedua, sudah
muncul inisiatif dari masyarakat untuk memperkuat hak mereka terhadap
hutan dengan menjadikan sebagian wilayahnya sebagai hutan adat
tutupan. Ketiga, di kalangan masyarakat sendiri ada upaya serius untuk
merevitalisasi adat sebagai aturan untuk mengatur kehidupannya. Keempat
karena Kampung Sanjan ini satu-satunya kampung di sekitar mereka yang
menolak sawit dan konsisten untuk bertanam karet sebagai produksi
utama masyarakat. Kondisi kerentanan ini menjadi menarik untuk diteliti
di mana hutan adat mereka yang sedang dikepung oleh berbagai konsesi
sawit. Hal ini untuk melihat bagaimana kerentanan masyarakat adat dan
sumber daya alam mereka dihadapkan dengan ketiadaan pengakuan hukum
dari pemerintah.

Mencari peluang pengakuan atas hutan adat tutupan

Di Kampung Sanjan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat terdapat
kawasan hutan yang disebut masyarakat sebagai hutan adat tutupan.
Masyarakat masih menjaga kawasan hutan adat tutupan ini di tengah
ancaman perkebunan sawit yang mengepung Kampung Sanjan. Masyarakat
menginginkan kawasan hutan adat tutupan ini bisa tetap terjaga dan tidak
berubah menjadi perkebunan sawit. Dengan tujuan untuk melestarikan
hutan adat tutupan, maka pengakuan hukum terhadap hutan adat tutupan
menjadi sesuatu yang penting dibicarakan. Masyarakat Adat Kampung
Sanjan menanggap pengakuan sebagai bentuk proteksi atas sumber daya
dari ancaman pihak luar dan sekaligus memberikan wewenang kepada
masyarakat untuk mengatur dan mengelola wilayahnya.

Pandangan tentang pentingnya melindungi sumber daya alam bagi
Masyarakat Adat Kampung Sanjan adalah karena ia merupakan sumber
kehidupan dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara sumber daya alam

®  David, wawancara, 20 Mei 2010.
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yang ada sebagai tanggungjawab untuk mewariskan sumber daya alam
bagi generasi masa depan. Untuk itu, masyarakat memilki tata guna
lahanya sendiri yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan batas-batas
wilayah adat ditentukan menggunakan tanda-tanda alam dan dikelola
secara lestari. Tata guna lahan yang ada dalam masyarakat adat misalkan
seperti tembawang, rimba, ladang, payak, kebun karet, bawas, dan lain
sebagainya.

Upaya untuk penguatan penguasaan terhadap hutan adat tutupan
juga dibarengi dengan penguatan lembaga adat. Penguatan lembaga adat
dilakukan dengan menghidupkan kembali sejumlah upacara adat dan
penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk
melakukan pelanggaran terhadap aturan adat terkait dengan pengelolaan
hutan adat tutupan Kampung Sanjan.

Pembagian wilayah dan tata cara pengelolaan sumber daya alam
sudah menjadi hukum bagi Masyarakat Adat Kampung Sanjang. Bila ada
orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dalam pengelolaan
sumber daya alam itu maka akan dikenakan sanksi. Dengan adanya sanksi
itulah masyarakat menjadi semakin menjaga hutan adat tutupannya. Saat
ini ancaman terhadap keberadaan hutan tutupan adat berasal dari luar
masyarakat, terutama oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang
sudah hampir ‘mengepung’ Kampung Sanjan. Bahkan sebagian Hutan
Adat Tutupan Kampung Sanjan diklaim oleh HGU PT. SIA (perkebunan
kelapa sawit). Untuk mengatasi ancaman tersebut, masyarakat memperkuat
penguasaannya terhadap hutan adat tutupan dan terus mengupayakan
mendapat pengakuan hukum dari pemerintah daerah.

Masyarakat Kampung Sanjan mengharapkan adanya pengakuan
hukum dari Pemerintah Daerah Sanggau tentang wilayah adat mereka.
Pengakuan itu diharapkan mencakup tiga pengakuan terhadap wilayah adat,
pemerintahan lokal (adat), dan hukum adat. Idealnya pengakuan tersebut
dalam bentuk Perda. Namun dalam prakteknya, untuk menerbitkan suatu
Perda membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang banyak. Dengan situasi
demikian, kemudian didorong untuk dikeluarkan Keputusan Bupati dapat
dijadikan jembatan bagi pengakuan hukum.

Pengalaman untuk menciptakan pengakuan hukum terhadap masyarakat
adat di Kabupetan Sanggau pernah dilakukan dalam bentuk Perda, yaitu
Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan Kampung dan Perda
No. 3 Tahun 2004 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan. Dua
Perda tersebut pada mulanya berupaya untuk menciptakan suatu kerangka
hukum yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun
ternyata dalam praktiknya pengakuan yang diharapkan oleh masyarakat adat
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belum dapat dirasakan. Hal ini dikarenakan produk hukum daerah tersebut
lahir atas perintah peraturan yang lebih tinggi dan kurang mencerminkan
proses partisipasi masyarakat. Akibatnya, Perda hanya lahir sebagai peraturan
pelaksana yang kemudian menjadi tidak implementatif karena tidak sesuai
dengan kondisi masyarakat.

Pengakuan hukum dianggap penting bagi masyarakat karena bisa
menjadi bukti otentik/tertulis dari pemerintah daerah agar bukti tersebut
bisa digunakan masyarakat ketika mempertahankan wilayah adatnya dari
ancaman pihak luar. Hal ini diperlukan karena ketika berhadapan dengan
pihak luar, seperti PT SIA, mereka selalu dipertanyakan apa dasar/bukti
atas hak yang mereka akui.

Sebenarnya Hutan Adat Tutupan Kampung Sanjan sudah diakui
keberadaannya oleh pemerintah daerah. Hal ini seringkali diucapkan
dalam diskusi-diskusi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan
Ornop. Namun pengakuan itu selama ini hanya dari ‘mulut.Masyarakat
mengharapkan adanya pengakuan hukum dalam bentuk tertulis.

Khusus untuk Masyarakat Adat Kampung Sanjan, pengakuan hukum
dapat dikatakan belum jelas maupun belum ada. Sedangkan dalam konteks
pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sangggau melalui
Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung dirasakan tidak
efektif karena belum sempat dijalankan, Perda ini sudah dibatalkan oleh
Mendagri. Akibatnya, hingga sekarang belum ada pengakuan hukum.

Berkaca pada partisipasi pembentukan Perda Pemerintahan Kampung

Partisipasi masyarakat dapat proses pembentukan kebijakan dan peraturan
yang merupakan pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat di
Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam proses pembentukan Perda No. 4
Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung. Masyarakat adat Kampung
Sanjan juga merupakan bagian yang terlibat dalam proses pembentukan
Perda ini.

Dalam pembentukan Perda tentang Pemerintahan Kampung masyarakat
terlibat baik secara perorangan maupun kelompok. Secara kelompok
keterlibatan ini dilakukan dengan membentuk suatu wadah yang disebut
Kelompok Kerja Masyarakat Adat (KKMA) di Kabupaten Sanggau. KKMA
ini kemudian secara berkelanjutan melakukan konsultasi pada tingkat
kampung dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adat agar otonomi
daerah yang bergulir pada masa reformasi bisa diwujudkan sejalan dengan
otonomi kampung.

Inisiatif masyarakat untuk mendorong lahirnya Perda Pemerintahan
Kampung ini pertama kali muncul dalam diskusi yang diadakan oleh LBBT
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dan Ornop lainnya pada tahun 1999 berkaitan dengan refleksi atas sistem

pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahah

Desa. Dari diskusi tersebut disimpulkan beberapa kelemahan UU No. 5

Tahun 1979 antara lain:

a.

@ me oo

Lemahnya kontrol masyarakat dan lembaga-lembaga desa terhadap
kepala desa, tidak berjalannya fungsi legitimatif di tingkat desa.
Desa berfungsi sebagai saluran program-program pemerintah, rendahnya
otonomi desa.

Proses nominasi dan rekruitmen kepala desa ditentukan oleh pemerintah
dengan menetapkan persyaratan bagi calon kades berdasar peraturan
perunndang-undangan yang berlaku.

Rangkap jabatan di tingkat desa.

Hilangnya kemajemukan struktur politik di tingkat desa.

Hilangnya otonomi kultural di tingkat desa.

Lemahnya kemampuan self supporting (dukungan mandiri)
pemerintahan desa dalam bidang keuangan.

Sejak November 1999 sudah mulai dilakukan serangkaian lokakarya

kampung dilakukan untuk membicarakan dan mendiskusikan UU No. 22

Tahun 1999 dan 13 Rancangan Perda Kabupaten Sanggau tentang Desa dan

Kelurahan. Dari rangkaian proses lokakarya yang dilakukan pada beberapa

kampung tersebut terungkap bahwa:

a.

Sistem pemerintahan kampung yang hidup sebelum penggabungan
(regrouping) kampung mejadi desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979
ternyata lebih mampu mensejahterakan masyarakat;

Penggabungan telah melahirkan penyeragaman. Kampung-kampung
yang sebelumnya mandiri diubah menjadi RT;

Masyarakat mengalami kesulitan berurusan dengan pemerintah desa
karena jauhnya jarak kampung dengan pusat pemerintahan desa.
Sebaliknya, jauhnya jarak tersebut pula yang menjadikan pemerintah
desa sulit melakukan pengadministrasian desa;

Banyak warga desa yang tidak mengenal pemimpin mereka; dan
Lembaga adat dan semangat gotong royong melemah dan hilang karena
segala sesuatu diurus oleh negara (negaraisasi).

Selain mengungkap sejumlah hal tersebut, lokakarya juga menghasilkan

sejumlah kesepakatan diantaranya:

a.
b.

Menolak sitem pemerintahan desa;
Menolak paket 13 Rancangan Perda tentang Pemerintahan Desa yang
disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;

m ANTARA TEKS DAN KONTEKS: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat

adat atas sumber daya alam di Indonesia



c. Masyarakat akan memperjuangkan berlakunya sistem pemerintahan
kampung yang diawali dengan pembuatan pokok-pokok pikiran;

d. Pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun
usuran Rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung; dan

e. Untuk membuat pokok-pokok pikiran dan usulan Rancangan Perda
tersebut akan dilakukan konsultasi dengan masyarakat adat dan lokal
lainnya.

Setelah menyiapkan Rancangan Perda usulan masyarakat, kemudian
pada 26 Februari 2001 masyarakat menyerahkan usulan Rancangan Perda
Kampung kepada DPRD melalui pimpinannya. Rancangan Perda Kampung
tersebut diterima langsung oleh Drs. Donatus Djaman yang adalah Ketua
DPRD Kabupaten Sanggau. Selain menyerahkan usulan Rancangan
Perda, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan dialog
dengan kalangan DPRD. Dalam dialog tersebut masyarakat menegaskan
permintaannya agar usulan tersebut secepatnya dibahas dan disahkan
menjadi Perda. Di dalam usulan Rancangan Perda yang diusulkan masyarakat
tersebut terkandung beberapa prinsip, yakni
a. Masyarakat berdaulat untuk menentukan pilihan sistem pemerintahan

lokalnya sendiri;

b. Dalam menentukan pilihan sistem pemerintahan lokalnya, masyarakat
akan kembali ke hak asal-usul dan adat istiadat;

c. Mengutamakan prinsip pluralisme; dan

d. Sistem demokrasi di tingkat kampung adalah sistem demokrasi
langsung.

Satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 19 Maret 2001 di Hotel Carano
Sanggau dilaksanakan Seminar dengan mengundang pemerintah daerah yang
diwakili F. Kyai Tobong yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Asisten
Administrasi Pemerintahan. Secara khusus melalui seminar ini digambarkan
ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan kampung
dengan pemerintahan desa, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Perbandingan pemerintahan kampung dengan pemerintahan desa

No | Pemerintahan Kampung Pemerintahan Desa

1. |Kepala Kampung dipilih secara demokratis | Kepala Desa dipilih dari calon yang telah
menuruthati nurani rakyat, menggutamakan | memenuhi syarat-syarat formal, Syarat-syarat
kharisma orang yang akan dipilih menjadi | menjadi Kades telah atur sebagaimana dalam
Kepala Kampung. UU sehingga Kades dianggap masyarakat

sebagai wakil dari Pemerintah
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Satu kampung, satu pemerintahan

Pemerintah Desa membawahi beberapa
Desa dan RT.

Kepala Kampung tidak digaji Pemerintah,
tetapi memperoleh bantuan secara swadaya
dari masyarakat.

Kepala Desa mendapat insentif dari
Pemerintah Daerah.

Adat istiadat dan Hukum Adat hidup dan
lestari, semangat gotong royong terus
berjalan.

Dualisme aturan yakni Hukum Adat dan
Hukum Negara. Dan semangat gotong royong
mulai menudar.

Sistem Pemerintahan Kampung mempercepat
proses birokrasi dan pelayanan kepada
masyarakat

Birokrasi panjang dan pelayanan susah karena
jarak antar Desa, RT dan Pusat Desa

Keputusan diambil atas dasar musyawarah
warga kampung melalui beraum kampung

Keputusan diambil dengan cara perwakilan
Desa atau RT, sehingga tidak semua

masyarakat dilibatkan.

Setelah memperoleh usulan Rancangan Perda dari masyarakat, DPRD
membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalui rapat pleno. Kemudian pada
tanggal 22 September 2001 di Hotel Carano Sanggau dilaksanakan Lokakarya
Prospek Sistem Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Lokakarya ini
menghadirkan anggota Pansus Rancangan Perda Kampung yakni Yohanes
Adji, Mas Razali, Drs. Dolun Drs. Gusti Arman. Pada akhir lokakarya
dicapai kesepakatan tertulis dan kemudian untuk mengusung percepatan
pembahasan Rancangan Perda pada tingkat masyarakat dibentuk KKMA.

Pembentukan Perda tentang Pemerintahan Kampung ini memperlihatkan
pertarungan gagasan yang kuat antara masyarakat yang tergabung dalam
KKMA dengan pemerintah daerah baik DPRD maupun Bupati. Persoalan ini
terjadi karena ada perbedaan pemahaman yang mendasar dalam memahami
pemerintahan kampung. Bagi masyarakat pemerintahan kampung adalah
pemerintahan asli yang mengutamakan hak atas asal usul masyarakat.
Sedangkan bagi pemerintah daerah, pemerintahan kampung dilihat secara
administrative sebagai pemerintah terendah yang dijadikan sebagai sarana
untuk mempercepat pembangunan.

Kegagalan Perda tentang Pemerintahan Kampung

Kegagalan ini juga terjadi karena Pemerintah Kabupaten tidak menganggarkan
biaya untuk implementasi Perda tersebut di dalam APBD tahun 2003 dan
tahun 2004 serta juga tidak mempersiapkan instansi yang khusus untuk
mengimplementasikan Perda tersebut. Sebenarnya intens Pemerintah
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Kabupaten akan lahirnya Perda ini adalah untuk menjadi argumentasi
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar anggaran Dana
Alokasi Umum bisa diturunkan lebih besar bila unit pemerintahan
tersendah menjadi lebih banyak dengan adanya pemekaran desa-desa
menjadi kampung. Tetapi ternyata Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Pusat mempermasalahkan hal ini karena akan membengkakan dana yang

harus diberikan untuk kampung-kampung.

Akhirnya Perda tersebut tidak berlaku efektif dan kemudian dibatalkan
oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada di atasnya. Pembatalan Perda Pemerintahan
Kampung oleh Menteri Dalam Negeri didasarkan pada UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Secara lebih spesifik alasan Mendagri membatalkan Perda Pemerintahan
Kampung antara lain:

1. Batal demi hukum karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 di ganti
menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

2. Terjadi pemekaran Kabupaten Sanggau melalui Undang-Undang No. 34
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kebupaten
Sekadau. Semula Sekadau merupakan salah satu kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Sanggau.

3.  Menimbulkan ekonomi biaya tinggi, karena semula hanya ada 201 Desa
(sebelum pemekaran) menjadi 1.171 Kampung bila Perda Pemerintahan
Kampung diterapkan.

Selain alasan formal tersebut, beberapa alasan lain yang menyebabkan
Perda tentang Pemerintahan Kampung tidak dapat dilaksanakan antara
lain karena:

1. Perda Sistem Pemerintahan Kampung yang disahkan bukan merupakan
Rancangan Perda yang di prakarsai oleh masyarakat. Oleh karena ini
substansi dari Perda tersebut menjadi sangat asing dan tidak sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2. Ada pandangan yang "sesat” bahwa desa yang sudah kembali ke
kampung dianggap kuno, udik dan kampungan.

3. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam masyarakat tentang apakah
kepala kampung atau kepala desa yang berwenang atas administrasi
kependudukan.

4. Setelah Perda disahkan baik tingkat pemerintah daerah maupun
masyarakat cenderung menunggu petunjuk pelaksanaan maupun
petunjuk teknis guna pelaksanaan dari Perda.
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5. Pemerintahan daerah belum memiliki kesiapan teknis seperti tidak
tersedianya anggaran bagi implementasi dari Perda tersebut dan
keterbatasan kemampuan layanan terhadap kampung.

Masyarakat Adat Kampung Sanjan mencari ruang partisipasi

Masyarakat Adat Kampung Sanjan sesungguhnya terlibat dalam proses
pengakuan hukum yang melahirkan Perda Kabupaten Sanggau No. 4
Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung. Sehingga mereka membentuk
pemerintahan kampung dan melakukan penguatan terhadap lembaga adat.
Pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi
di Kampung Sanjan pun dapat dilakukan dengan menggunakan hukum
adat.

Oleh karena itulah setelah Perda tentang Pemerintahan Kampung
diundangkan dan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati No. 224 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Pemerintahan
Kampung di Kabupaten Sanggau, masyarakat langsung menerapkan pola
pemerintahan kampung, meskipun Pemerintah Daerah belum sepenuhnya
mengimplementasikan Perda tersebut dan masih memberlakukan sistem
pemerintahan desa. Sehingga di beberapa daerah terjadi dualisme
pemerintahan di tingkat lokal yakni pemerintahan kampung dan
pemerintahan desa.

Ketika Perda Pemerintahan Kampung sudah dibatalkan oleh Menteri
Dalam Negeri, masyarakat adat Kampung Sanjan tetap melaksanakan sistem
pemerintahan kampung dengan harapan mereka memiliki penguasaan
yang lebih kuat atas wilayah mereka. Namun tanpa disadari dan diketahui
oleh Masyarakat Adat Kampung Sanjan, Hutan Adat Tutupan mereka sejak
Tahun 2005 masuk dalam konsensinya PT. SIA. Kenyataannya masyarakat
adat tidak dilibatkan ketika ketika izin kepada perusahaan tersebut.” Hal
ini dikuatkan oleh pernyataan Petrus Kat yang menyatakan, “Jangankan
terlibat, tandatangan juga tidak ada, tahu-tahu sudah masuk PT. SIA”
Pernyataan ini dalam konteks menyesalkan proses manipulasi yang telah
merugikan masyarakat adat karena pemerintah daerah sama sekali tidak
melibatkan mereka.*

Kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang memberikan
izin kepada PT SIA yang mencaplok wilayah hutan adat tutupan mereka
masih membekas dalam pikiran masyarakat. Hal ini berpengaruh pula kepada
inisiatif-inisiatif dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan hutan adat
tutupan Masyarakat Adat Kampung Sanjan. Pada saat penelitian ini dilakukan

2 Rufinus, wawancara, 20 Mei 2010.
2 Petrus Kat, wawancara, 20 Mei 2010.
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sebenarnya pihak dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau
sedang menginisiasi kegiatan pemetaan hutan adat tutupan kampung
sanjang yang belum pernah dipetakan. Pemetaan ini sebenarnya diharapkan
sebagai modal awal bagi masyarakat untuk memperjuangkan pengakuan
hukum dari Pemerintah Daerah. Tapi masyarakat menaruh curiga terhadap
program ini. Kecurigaan itu terjadi karena kekhawatiran masyarakat bila
adanya pengakuan hukum malah akan melegalisasi kewenangan pemerintah
untuk mengalihkan hutan adat tutupan kepada pihak lain.

Meskipun sudah beberapa kali dialog dilakukan antara masyarakat
dengan pihak dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau,” pada saat
penelitian ini dilakukan masyarakat belum menentukan sikap apakah
akan menerima atau menolak program tersebut. Padahal anggaran
untuk melakukan pemertaan tersebut sudah ada di dalam APBD dan
harus dikerjakan oleh Dinas Kehutanan. Gambaran ini menunjukan
bahwa ketergantungan masyarakat atas hutan adat tutupan sangat
tinggi dan mereka menempatkan posisi yang lebih kuat untuk
menentukan hutan adat tutupan mereka akan digunakan untuk apa.

3.2.4. Pengakuan sebatas kertas: Realitas pengakuan hukum
hak masyarakat To Kulawi di Boya Marena

Sekilas tentang To’ Kulawi di Sulawesi Tengah

Masyarakat To’ Kulawi berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya
termasuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Salah satu
kampung To Kulawi (orang kulawi) adalah Boya Marena yang merupakan
bagian dari Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah. Boya Marena inilah yang menjadi salah satu subjek
penelitian di dalam buku ini. Boya Marena berada diantara dua kawasan
hutan, yakni TNLL berada pada sisi timur dan hutan lindung pada sisi
barat. Sedangkan di tengah-tengah kampung terdapat lahan yang dulu
dikuasai oleh PD. Sulteng. ** Secara administratif Boya Marena merupakan

23
24

Dialog terakhir yang diikuti dalam rangka penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Mei 2010 di Kampung Sanjan
PD. Sulteng : Tahun 1970an Dinas Kehutanan melalui program rehabilitasi lahan tidur masuk ke wilayah di
Boya Marena Desa jauh desa Bolapapu. Pasca pembebasan lahan, awal tahun 1971 dilakukan pembibitan
dan diketahui bahwa lahan tersebut digunakan untuk menanami pohon Cengkeh dan Kayu Manis. Tahun
1981 Dinas Kehutanan mengalihkan lahan perkebunan tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah yang
dikenal dengan PD.Sulteng dengan mengantongi sertifikat sebagai landasan hak yakni “Hak Pengguna
Usahaan”. Namun, tahun 1986 perkebunan tersebut mulai tidak produktif sehingga kegiatan pengelolaan
dan perawatan oleh PD.Sulteng mulai terhenti. Karena kondisi perkebunan mulai tidak terawat, sebagian
besar masyarakat setempat berinisiatif dan memberanikan diri menggarap kembali lahan — lahan tersebut.
(Dokumen Advokasi LPA. Awam Green). Taman Nasional berdasarkan : Sebelum Taman Nasional Lore
Lindu di nyatakan oleh Menteri Pertanian tahun 1982, kawasan hutan ini oleh Man And The Biosphere
UNESCO (MAB UNESCO) pada tahun 1977 telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dari enam cagar biosfer
yang ada di Indonesia. (P Siberut, Komodo, Tanjung Putting, Cibodas, dan Leuser ). Fungsi Cagar Biosfer

3 Kuasa dan Hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas 107
sumber daya alam




dusun jauh dari desa Bolapapu. Jarak tempuh dari kota Palu mencapai 89
km dan 15 km dari ibu kota kecamatan di Bolapapu.

Sejak tahun 1930-an Boya Marena telah didiami keluarga yang berasal
dari Desa Boladangko, Desa Bolapapu dan Ngata Toro untuk kegiatan
perladangan. Sebelumnya Boya Marena merupakan tempat peristirahatan
bagi To Kulawi Moma yang menggembalakan kerbaunya ke dataran Gimpu
yang terletak 10 km ke arah selatan Boya Marena. Olehnya nama boya
Marena sendiri diambil dari sebutan Porenaa yakni tempat penyebaran
dan penggembalaan kerbau (Bengka).

Dalam keseharian-nya masyarakat Boya Marena umumnya bekerja
sebagai petani ladang (padi ladang, jagung dan sayur sayuran), sawah dan
kakao. Namun sejak adanya pengukuhan kawasan hutan negara tahun
1970-an pola pertanian perladangan berubah menjadi menetap. Sejak itu
kecenderungan masyarakat Boya Marena untuk menanam kakao mulai
dominan. Saat ini masyarakat Boya Marena rata-rata memiliki lahan seluas
0,75 ha dari luas wilayahnya 1.970,72 ha.

Masyarakat yang mendiami Boya Marena merupakan masyarakat
Kulawi Moma sebagai etnis mayoritas di Kecamatan kulawi. Hingga saat
ini jumlah penduduk yang bermukim di Boya Marena telah mencapai 65
kepala keluarga atau 241 jiwa (2010). Selain masyarakat asli Kulawi Moma,
wilayah Boya Marena juga didiami oleh masyarakat dari etnis Toraja, Bugis,
Pekurehua, Bada (Kabupaten Poso), Kaili Da’a (Kabupaten Donggala),
Manado, Jawa dan etnis Kulawi Uma seperti; Peana, Kantewu, Kalamanta,
Winatu dan Siwongi.

Mulai tahun 1970-an secara pemerintahan, Marena dipegang oleh
Desa Bolapapu (status jaga). Tahun 1977 baru resmi menjadi dusun (boya)
sendiri dengan status dusun jauh kampung Bolapapu sampai tahuniggz
yang kepala dusunnya dijabat oleh Y. Hamaele. Karena jaraknya yang
jauh dari pusat pemerintahan desa, Dusun Marena tidak banyak disentuh
pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga pada
tahun yang sama yaitu tahunigg2 Dusun Marena memutuskan untuk masuk
dan bergabung ke Desa Oo Parese yang kepala dusunnya dijabat oleh Rince
Lancia, karena secara geografis Dusun Marena berdekatan dan berbatasan

oleh MAB — UNESCO yaitu : pelestarian dan keanekaragaman biologi dan budaya: penyedia model
pengelolaan lahan dan lokasi eksperimen urituk pembangunan berkelanjutan; dan penyediaan tempat
untuk riset, pemantauan lingkungan, pendidikan dan pelatihan. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1
Ayat (12), Cagar Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dan ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau
ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi
kepentingan penelitian dan pendidikan. Di tunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 593/Kpts-1/1993 luas 229.000
hektar, Di tetapkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, melalui SK No. 646/Kpts-I1/1999 luas 217.991,18
hektar (BTNLL, website resmi Lore Lindu, diakses 7 Juni 2010). Hutan Lindung: Departemen Kehutanan:
SK No 757/kpts-1/1999 mengenai penunjukan kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tengah.

m ANTARA TEKS DAN KONTEKS: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat
adat atas sumber daya alam di Indonesia



langsung dengan Desa Oo Parese. Dusun Marena di terima menjadi dusun
IB di Desa Oo Parese.

Pada tahun 1970-1975 di Marena masuk proyek pemerintah melalui
Dinas Kehutanan DATI I Provinsi Sulawesi Tengah dengan nama proyeknya
yaitu Proyek Rehabilitasi Lahan Kritis, yang kemudian berubah menjadi
perkebunan cengkeh. Banyak masyarakat yang menolak pembebasan lahan
mereka untuk perkebunan cengkeh tersebut diintimidasi dan mendapat
stigma menghambat pembangunan bahkan dicap PKI (Partai Komunis
Indonesia). Apa lagi peristiwva G 30 S / PKI masih sangat dekat dengan
tahun 1970. Pengalaman dan ketakutan serta traumatik masih menghantui
masyarakat. Proses pembebasan tanah ini juga memanfaatkan orang lokal
yang ditokohkan atau berpengaruh sehingga memudahkan pembebasan
tanah. Lahan-lahan tersebutlah yang kemudian dikelola oleh Perusahaan
Daerah Sulawesi Tengah (PD. Sulteng) sejak tahun 1981 dengan status hak
pengguna usahaan.

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah kehidupan (huaka) Boya
Marena secara tradisional dibagi kedalam tiga kategori pengelolaan, yakni
kategori pengelolaan sumber daya tanah dalam perladangan, pengelolaan
sumber daya hutan dan pengelolaan sumber daya air. Ketiga kategorisasi
pengelolaan sumber daya alam ini merupakan sarana yang membentuk
indentitas budaya yang berjalan hingga saat ini. Dalam huaka atau wilayah
kehidupan masyarakat terdapat pengelompokan wilayah secara tradisional
sesuai peruntukannya yakni Wana Ngkiki, Wana, Pangale, Bone, Balingkea,
Pahawa pongko dan Oma.

Masyarakat Adat Kulawi diboya Marena dalam mengatur pengelolaan
sumber daya alamnya memiliki aturan adat yang berkenaan dalam
pengelolaan tanah, hutan dan air sesuai kategori kawasan perspektif
tradisional. Pola distribusi sumber daya alam umumnya masih didasarkan
pada sistem pengelolaan tradisional, yang mana keseluruhan ruang hidup
disebut dengan Huaka. Untuk wilayah hutan masyarakat Boya Marena
terdapat pola pembagian wilayah secara tradisional yang dibagi antara lain
dengan sebutan Wana, Pangale, Pahawa Pongko, Oma. Kemudian dalam
wilayah pemanfaatan pertanian tradisional meliputi; Pangale, Pahawa
pongko, Oma, Bone, Balingkea dan Pampa. Dalam pola penguasaaan sumber
daya alam, masyarakat Boya Marena mengenal dua hak kepemilikan yaitu
hak kepemilikan bersama (Nanu Hangkani / Nanu Humawe) dan hak
kepemilikan pribadi atau keluarga ( Nano Hadua/Dodoha).

Untuk wilayah yang disebut Wana Ngkiki dan Wana merupakan
kategori wilayah hutan tetap atau primer. Wana Ngkiki adalah kawasan
hutan yang terletak jauh dari pemukiman dan umumnya berada dipuncak-
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puncak gunung dengan ciri-ciri fisiknya banyak ditumbuhi lumut serta
pohon-pohonnya tidak terlalu besar, memiliki suhu rendah atau berhawa
dingin. Sedangkan Wana kawasan hutan yang luas dengan ciri fisiknya
tutupannya rapat, ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat
adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersedian air serta
menjadi tempat bersama untuk mengambil rotan (lauro), pandan hutan
(naho) dan lain-lain.

Pada kategori wilayah hutan baik Wana Ngkiki maupun Wana tidak
diperbolehkan ada aktivitas manusia untuk membuka ladang atau kebun,
sebab bila dibuka menjadi ladang atau kebun dipercaya dapat mengakibatkan
bencana kekeringan. Dalam wilayah ini melekat hak kepemilikan bersama
yang disebut Nanu Hangkani atau Nanu Humawe. Olehnya dalam
wilayah ini tidak ada hak kepemilikan pribadi atau keluarga. Sehingga
tidak diperkenankan diperjual belikan, disewakan (dikontrakan) kepada
siapapun.

Kemudian untuk wilayah Pangale juga merupakan kategori wilayah
hutan yang berada di pegunungan dan dataran. Pangale termasuk perpaduan
kategori wilayah hutan sekunder dengan hutan primer karena sebagian
wilayah ini telah pernah diolah sebuah keluarga menjadi ladang yang
kemudian ditinggalkan sampai menjadi hutan seperti semula. Olehnya
kategori wilayah hutan ini sebagian telah melekat hak kepemilikan pribadi
atau keluarga yang disebut Nano Hadua yang hingga saat ini diwariskan
secara turun temurun. Dalam wilayah pangale dapat terjadi peralihan hak
kepemilikan oleh sebuah keluarga kepada keluarga lain-nya didasarkan
pada atau terjadi karena jual beli (lai adai), pemberian cuma-cuma karena
belas kasihan (ahirara), tukar menukar lahan atau dengan barang, budel
atau pembagian warisan dan diminta (perapi).

Bagi masyarakat Boya Marena, pangale merupakan cadangan lahan yang
dipersiapkan untuk perladangan dan daerah datarannya untuk persawahan.
Pada wilayah ini pula dimanfaatkan untuk mengambil kayu dan rotan
yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, pandan hutan
untuk membuat tikar dan bakul, obat-obatan untuk perawatan kesehatan,
wewangian yang digunakan dalam ritual upacara adat, serta umbut, rebung
dan daun melinjo untuk sayuran.

Pembukaan wilayah hutan pangale pertamakali untuk kegiatan
perladangan oleh sebuah keluarga disebut popangalea. Saat telah tumbuh
padi ladang maka penyebutan menjadi bone. Ketika perladangan padi telah
selesai maka penyebutan berubah menjadi balingkea yakni bekas ladang yang
umurnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun yang ciri - ciri secara fisik dapat
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dilihat dari tanaman yang berupa jagung (galigoa), ubi kayu (ngkahubi),
kacang-kacangan, rica (mariha) dan sayur-sayuran (uta-uta).

Di perkirakan umur bekas ladang yang disebut balingkea ini mencapai 1
sampai 2 tahun yang mana lahan tersebut telah didominasi oleh tumbuhan
rerumputan, perdu, alang-alang dan sejenisnya, maka penyebutan berubah
menjadi Oma ngkuku, selanjutnya pada umur 3 hingga 15 tahun maka
penyebutan lahan tersebut berubah lagi menjadi Oma Ngura, kemudian umur
lahan mencapai 16 hingga 25 tahun berubah lagi penyebutan-nya yakni Oma
Ntua. Pada umur ini menurut masyarakat boya Marena tingkat kesuburan
tanah telah kembali sehingga bekas ladang ini telah dapat diolah kembali
menjadi ladang baru. Bila tidak ada pengolahan kembali hingga melebihi
25 tahun keatas maka lahan ini akan berubah lagi menjadi pahawa pongko
yang selanjutnya lahan ini kemudian kembali semula menjadi pangale.

Sejumlah larangan berlaku sebagai konsekuensi dari berlakunya hukum
adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sanksi adat atas pelanggaran
aturan adat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya air
terdapat dua kategori pelanggaran yakni pelanggaran berat dan pelanggaran
ringan. Untuk kategori pelanggaran berat yakni pelanggaran berdasarkan
bobot atau tingkat pelanggaran-nya yang mengakibatkan kepunahan,
kemusnahan, membahayakan, mematikan dan penghancuran. Maka nilai
denda dalam pelanggaran berat yaitu Longko Totua: Hampulu Hangkau (10
Dulang, 1 lembar kain Mbesa) dan ada juga dalam bentuk Waya (denda):
Hangu Bengka (satu ekor kerbau)

Untuk kategori pelanggaran ringan yakni pelanggaran yang
mengakibatkan pengrusakan berskala kecil, pengurangan jumlah,
pencemaran berskala kecil. Maka nilai denda dalam pelanggaran ringan
yaitu Longko Totua: Hampulu Hangkau (10 Dulang, 1 lembar kain Mbesa)
dan ada dalam bentuk Waya (denda): Hangu Japi (Satu ekor Sapi)

Penetapan sebuah pelanggaran adat ditetapkan melalui peradilan
adat yang dilakukan dirumah adat (hou ada) yang disebut Lobo atau
Bantaya. Sebelum dilakukan peradilan adat pihak lembaga adat akan
memanggil pelaku (mepokio) melalui utusan lembaga adat yang disebut
huro. Selanjutnya lembaga adat memeriksa atau menyelidiki pelaku yang
disebut mepekune/mamparehai, mokareahi hala. Kemudian lembaga adat
memutuskan atau menjatuhkan hukuman adat terhadap pelaku yang disebut
mototo. Pihak pelanggar atau pelaku menerima sanksi yang disebut Waya
(Denda). Namun dalam peradilan adat biasanya penerima sanksi adat
diberikan peluang untuk meminta pertimbangan kepada lembaga adat yang
disebut mengkaruma terhadap sanksi yang diberikan. Setelah itu kemudian
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disepakati waktu untuk melakukan pembayaran denda atau sanksi adat serta
membuat pernyataan atau perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran
tersebut. Dalam pelaksanaan peradilan adat dilakukan secara terbuka dan
sebagai saksi dalam peradilan adat yaitu kepala desa, kepala dusun, Totua
Tongki Ngata (Lembaga adat pembanding dari desa lain), kepolisian dan
institusi kehutanan.

Inisiatif pengakuan hukum berkaitan dengan TNLL

Inisiatif untuk mendorong pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat
atas hutan pada kawaasan TNLL diupayakan oleh banyak pihak. Ada
sejumlah lembaga yang selama ini aktif mendorong pengakuan hukum
terhadap hak-hak masyarakat atas sumber daya alam bagi masyarakat To
Kulawi, diantaranya:

LPA Awam Green

Perkumpulan Karsa Palu

Perkumpulan Bantaya

Yayasan Tanah Merdeka

Yayasan Merah Putih Palu

Amasuta ( Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah )

OPANT ( Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro )

Walhi Sulteng

Yayasan Jambata

Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulteng

k. The Nature Conservation

i N -

—-

~—

1.  Care International Sulawesi.

Buah dari kerja Ornop tersebut telah berhasil mendorong lahirnya
kesepakatan-kesepakatan dan peraturan untuk penguatan hak-hak
masyarakat adat atas sumber daya alam. Pengakuan hukum yang hadir
dalam bentuk kesepakatan dan peraturan tersebut antara lain:

a. Pernyataan pengakuan atas pengelolaan sumber daya alam masyarakat
adat Kulawi di Desa (Ngata) Toro, di Desa Katu dan Desa Doda
di kecamatan Lore Tengah Juli 2000. (Yayasan Tanah Merdeka dan
Pemerintah Ngata Toro).

b. Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM): Sejak tahun 2002
membangun KKM yang diawali pada lima desa (Sedoa, Watutau, Wuasa,
Betue, Kaduwa'a) di kecamatan Lore Utara bersama Forum Wilayah
Penyangga (FWP) Lore Utara. Hingga saat ini KKM sudah disepakati
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di 26 desa di wilayah desa yang berada disekitar dengan TNLL.”

c. Kesepakatan pengakuan pengelolaan sumber daya alam huaka
masyarakat adat Kulawi di boya Marena Desa Bolapapu, tahun 15 Agustus
2007 (LPA.Awam Green, Perkumpulan Karsa Palu dan Perkumpulan
Bantaya).

d. Care International Indonesia Central Sulawesi (CIICS): mendorong
Perdes tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sedangkan untuk To Kulawi di Boya Marena diawali dengan diskusi
yang berkaitan dengan penguasaan tanah masyarakat oleh PD.Sulteng.
Di akhir oktober 2001 masyarakat adat Kulawi di Boya Marena, Makuhi,
Watuwali dan Salua di fasilitasi oleh LPA. Awam Green sepakat melakukan
aksi reklaiming dan ditutup dengan diskusi hukum kritis sebagai gerakan
awal masyarakat adat Kulawi di Boya Marena untuk pengakuan hak atas
tanah.”® Pada masa itu di beberapa daerah di Indonesia juga marak terjadi
aksi reclaiming oleh petani dan masyarakat adat yang menuntut hak-hak
mereka atas sumber daya alam yang dirampas oleh rezim Orde Baru.

Sedangkan dari sisi pemerintah daerah ada sejumlah kebijakan dan
peraturan yang dilahirkan berkaitan dengan kehutanan atau secara khusus
yang berkaitan dengan TNLL. Kebijakan dan peraturan tersebut tidak
terlepas dari kepentingan hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan
lindung, antara lain:

a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, No. 136/1028/1996. Tanggal 8 juli
1996 menyebut luas kawasan konservasi di propinsi Sulawesi Tengah
2.166.171 Ha yang terbagi menjadi hutan suaka alam, hutan wisata dan
hutan lindung.”

b. Pengelolaan TNLL kewenangan-nya berada pada Balai TNLL melalui
SK Menteri Kehutanan, (SK No. 646/Kpts-11/1999 luas 217.991,18
hektar) meliputi dua kabupaten yakni Kabupaten Donggala (sekarang
Kabupaten Sigi) dan Kabupaten Poso.

c. Surat Keputusan, (SK) Menteri Kehutanan No. 6186/kpts-I1/2002,
tentang badan pengelola Taman Nasional.

d. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/314/DISHUT-G57/2004
tentang pembentukan Forum Pengelolaan Bersama Taman Nasional
Lore Lindu (FPB TNLL).

e. Perda Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan

% In'am, http://lorelindu.wordpress.com/2009/07/17, diposting Juli 17, 2009, diakses 7 Maret 2010

% Pemyataan Hedar Laudjeng (YBH Bantaya), dalam dokumen LPA-Awam Green

7 Ir. Helmi, Shadig, S.Sos, Ir. Imran Rachman, MP, Ir. Sukma, Ir. Tanty S. Thamrin, November 2005, Prakarsa
Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, Lamp. Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah hal. 89 )
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Hutan Penyangga TNLL.

Di dalam masyarakat sendiri ada pandangan yang terbelah. Di satu
sisi ada yang mendukung pengakuan hukum dan di sisi lain ada yang
tidak sepakat dengan pengakuan hukum. Sebagian masyarakat yang tidak
sepakat dengan pengakuan hukum bahkan berupaya melakukan pencegahan
dalam terjadi karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut secara tidak
langsung akan mempersempit ruang gerak mereka dalam mengintervensi
kawasan hutan.

Salah satu model pengakuan hukum yang banyak terjadi di kawasan
TNLL adalah Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM)*® yang didorong
oleh TNC bekerja sama dengan Ditjen PHKA terkait dengan Program
Texsterial Conservation Programme TNLL 1998-2007. Program ini bertujuan
untuk menjamin terselenggaranya program konservasi jangka panjang dan
pengelolaan kawasan beserta kawasan penyangga.

Sebenarnya ada perbedaan pemaknaan antara masyarakat dengan pihak
TNC dan Dirjen PHKA terkait dengan pengakuan hukum. Bagi masyarakat
Ngata Toro dan Boya Marena, yang mereka maksud dengan pengakuan
hukum adalah pengakuan terhadap pola produksi tradisional To Kulawi
yang pada kenyataannya masih diberlakukan. Namun pengakuan hukum
dalam KKM yang dikerjasamakan antara Balai TNLL dan TNC yang menurut
pengertiannya dalam dokumen KKM adalah sebagai upaya penyelesaian
masalah pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat di satu pihak dan
Balai TNLL pada pihak lain yang bertindak mewakili pengelolaan TNLL.

Terhadap program KKM yang dikembangkan oleh TNC dan Ditjen
PHKA mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Bapak Arifin
yang berdomisili di Desa Tuva di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi
mengungkapkan bahwa:

“Pengakuan hukum dalam konsep KKM yang difasilitasi oleh TNC bukan-nya
mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga adat dalam
mencegah kerusakan hutan dengan menggunakan hukum adatnya, malah
sebaliknya yang terjadi adalah memecah orang-orang yang duduk dalam lembaga
adat dengan cara membangun institusi baru dengan nama Badan Pengelolaan
Sumber Daya Alam (BPSDA) untuk mengawasi hutan, dan hal ini saya tidak
setuju. TNC seakan-akan tidak percaya dengan apa yang kami telah lakukan
selama ini. Sekarang ini KKM tidak jalan, bahkan pengambilan kayu dalam areal

729

TNLL semakin lancar dan tidak ada pencegahan yang dilakukan’

Permasalahan lain muncul di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara

% Kesepakatan yang dilakukan pada masyarakat di Ngata Toro juga disebut KKM, tapi secara substansi

dan proses, KKM terhadap huaka di Ngata Toro berbeda dengan KKM yang didorong oleh TNC.

®  Arifin, wawancara, di Tuva, 14 Maret 2010.
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Kabupaten Poso yang juga mempermasalahkan lahan yang seluas + 124,
815 ha yang merupakan bekas pemukiman, perkuburan, pertanian dan
perkebunan telah dijadikan kawasan KKM. (Surat Rekomendasi Pemerintah
Desa Wuasa No. : 460/0433/1V/2010, yang ditujukan kepada Dewan Kehutanan
Nasional).

Penyebutan kesepakatan konservasi masyarakat pada akhirnya
menyebabkan fokus kesepakatan ini pada konservasi. Padahal dalam
kenyataannya terdapat perbedaan model pengelolaan kawasan hutan antara
masyarakat To Kulawi dengan model pengelolaan zonasi taman nasional.
Sehingga mereduksinya menjadi persoalan konservasi saja sama halnya
dengan mengurangi hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya
alam.

Sistem pengelolaan dan pemanfaatan tersebut yang berbasis kearifan
lokal masyarakat To Kulawi merupakan pola produksi tradisional yang
berbeda dengan zonasi TNLL. Berikut diperbandingakan dua model
pembagian kawasan antara masyarakat To Kulawi dengan pihak Balai
TNLL.

Tabel 3.2
Perbandingan Zonasi Taman Nasional
dengan Tenurial Masyarakat To Kulawi

Peruntukan Wilayah Hutan

Pola Produksi Tradi-
sional

Menurut Kearifan Lokal To
Kulawi

Menurut
Permenhut 56/2006

Taman
Nasional

Zona Inti

Zona inti untuk perlindun-
gan ekosistem, pengawe-
tan flora dan fauna khas
beserta habitatnya yang
peka terhadap gangguan
dan perubahan, sumber
plasma nutfah dari jenis
tumbuhan dan satwa liar,
untuk kepentingan pene-
litian dan pengembangan
ilmu pengetahuan, pendidi-
kan, penunjang budidaya.

Wilayah hutan yang terletak
dipuncak-puncak gunung,
jauh dari pemukiman, ditum-
buhi lumut, pohon-pohonnya
tidak terlalu besar, ditumbuhi
rerumputan, suhu rendah
atau berhawa dingin dan
merupakan habitat beberapa
jenis hewan. Wilayah ini
tidak diperbolehkan adanya
aktivitas manusia didalam-
nya. Wilayah ini merupakan
Hak kepemilikan bersama
yang tidak diperkenankan
diperjual belikan, disewa-
kan (dikontrakan) kepada
siapapun.

Wana Ngkiki
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Zona Rimba

Untuk kegiatan peng-
awetan dan pemanfaa-
tan sumber daya alam
dan lingkungan alam bagi
kepentingan penelitian,
pendidikan konservasi,
wisata

Yaitu wilayah hutan yang
tutupannya rapat biasanya
juga dikenal dengan hutan
rimba atau hutan belantara.
Pada wilayah ini juga tidak
diperbolehkan ada aktivitas
manusia

Wana

terbatas, habitat satwa
migran dan menunjang
budidaya serta mendukung
zona inti.

untuk membuka ladang /
kebun, karena kalau dibuka
menjadi ladang / kebun.
Sebab menurut pengeta-
huan tradisionalnya dapat
mengakibatkan bencana
kekeringan. Karena wilayah
wana ditumbuhi oleh pohon-
pohon yang besar dan lebat
adalah hutan primer yang
menyangga dan menjaga
ketersedian air. Ciri-cirinya
adalah : Hutannya lebat
atau ditumbuhi pohon-pohon
besar sehingga tutupannya
rapat, dihuni berbagai jenis
hewan, tempat mengambil
rotan (lauro), pandan hutan
(naho) dan lain-lain.

Zona Peman-
faatan

Untuk pengembangan pa-
riwisata alam dan rekreasi,
jasa lingkungan, pendidi-
kan, penelitian dan peng-
embangan yang menun-
jang pemanfatan, kegiatan
penunjang budidaya.

merupakan kawasan hutan
yang sebelumnya sudah
pernah dibuka untuk akti-
vitas perladangan. Olehnya
pangale merupakan lahan
cadangan produksi masyara-
kat yang telah melekat hak
kepemilikan keluarga mau-
pun pribadi. Kawasan hutan
ini dimanfaatkan oleh pendu-
duk sebagai tempat untuk
mengambil rotan ataupun
kayu yang digunakan se-
bagai bahan ramuan rumah
maupun peralatan rumah
tangga lainnya. Selain itu,
juga tumbuh bahan ramuan
obat — obatan, pandan hutan
untuk membuat tikar.

Pangale
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Zona Pe-|Untuk pemanfaatan poten- | Wilayah hutan yang meru- | Oma
manfaatan |si tertentu taman nasional | pakan bekas kebun yang
intensif (Zona | oleh masyarakat setem-|telah di-istirahatkan dalam
Tradisional) |pat secara lestari melalui | rentang waktu 1 hingga 25
pengaturan pemanfaatan | tahun. Olehnya Oma dibagi
dalam rangka memenuhi |lagi menjadi tiga kategori
kebutuhan hidupnya. yakni Oma Ntua, Oma Ngura
Oma dan Ngkuku. Dalam
kawasan hutan ini juga telah
melekat hak kepemilikan
keluarga atau pribadi.

Karena proyek konservasi seringkali menjadi beban bagi masyarakat
karena mereduksi pengelolaan hutan yang mereka lakukan hanya untuk
konservasi saja, maka masyarakat banyak melakukan protes. Masyarakat
meminta Ornop untuk terlibat membantu memperjuangkan hak masyarakat
adat atas sumber daya alam di hadapan proyek konservasi. Ada beberapa
alasan mengapa masyarakat lebih memilih Ornop untuk mendampingi
masyarakat, yaitu:

a. Ornop lebih banyak memberikan informasi tentang hak-hak masyarakat
terhadap sumber daya alam.

b. Masyarakat selalu dilibatkan oleh Ornop dalam berbagai kegiatan di
desa.

c. Keberpihakan Ornop terhadap masyarakat.

d. Selama ini yang paling dominan melakukan kerjasama dengan
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah Ornop.

Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan antara
masyarakat dengan Ornop yang membantu perjuangan mereka terhadap
sumber daya alam adalah kedekatan, keakraban, keterbukaan. Hal ini
tidak saja sebatas memahami keinginan tetapi juga termasuk memahami
kebutuhan bahkan sampai pada memfasilitasi kebutuhan tersebut menjadi
agenda bersama, baik yang menjadi agenda dalam masyarakat itu sendiri
maupun menjadi agenda Ornop tersebut baik dalam bentuk proyek maupun
non-proyek. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
secara umum maupun personal/perwakilan akan selalu didasarkan pada
agenda-agenda bersama.

Hal ini pula yang terjadi dengan masyarakat To Kulawi di Boya Marena
dalam mengupayakan pengakuan hukum atas wilayah kehidupan mereka
yang tumpang tindih dengan kawasan TNLL. Pengakuan hukum yang
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dimaksud masyarakat To Kulawi di Boya Marena adalah tindakan yang
saling mengakui. Dalam hal ini pihak TNLL mengakui bahwa kawasan
yang ditetapkan menjadi taman nasional adalah wilayah adat To Kulawi
di Boya Marena dan sebaliknya masyarakat adat Kulawi di Boya Marena
akan pula mengakui keberadaan TNLL berada di wilayah adat To Kulawi
di Boya Marena.

Bila tidak ada pengakuan hukum terhadap hak masyarakat atas hutan,
maka adat istiadat, lembaga adat dan segala kearifan dalam pengelolaan
sumber daya alam huaka tidak akan berperan sesuai fungsi sosialnya.
Akibatnya wilayah seperti wana, pangale, oma yang selama ini dipandang
secara adat oleh to Kulawi di Boya Marena sebagai lahan produksi dan
kawasan hutan yang harus dijaga dan dilindungi keberadaan-nya akan
mengalami kerusakan. ” Sudah saatnya kami memikirkan nasib anak cucu
kami kedepan, hanya ini yang bisa kami wariskan, huaka dan aturan - aturan
yang ada demi keseimbangan hidup’, ungkap seorang anggota Lembaga Adat
Kulawi di Boya Marena.*

Partisipasi untuk saling mengakui

Keterlibatan masyarakat Boya Marena dalam pengakuan hukum terhadap
masyarakat adat Kulawi di Boya Marena atas hak sumber daya alam huaka
tidak dapat dilepaskan dari pengalaman reklaiming atas tanah yang dikuasai
oleh PD. Sulawesi Tengah tahun 2001. Pasca reklaiming pada saat itu,
masyarakat Boya Marena melakukan perencanaan strategis kampung tahun

2002-2003 yang menyepakati lima aspek yang penting untuk dilakukan

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam:

a. Penguatan ekonomi melalui penataan produksi dan membangun sistem
pasar,

b. Mengelola sumber daya alam secara bersama-sama untuk menunjang
kebutuhan masyarakat berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan
masyarakat Boya Marena,

c. Peningkatan kualitas kehidupan melalui sistem pendidikan dan
kesehatan,

d. Peningkatan kesadaran atas hak-hak politik dan mengupayakan
kedaulatan atas wilayah Boya Marena,

e. Memelihara dan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya lokal.

Atas kesepakatan tersebut maka dilakukan perencanaan strategis
Boya Marena (2003), pemetaan wilayah huaka (2004), pendokumentasian
kearifan lokal, (2005), dialog hasil pemetaan dan dokumen kearifan lokal

®  Ringko Lancia, wawancara, 27 Februari 2010.
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dengan pihak Balai TNLL dan Dinas Kehutanan Propinsi (2006), diskusi
substansi draf pengakuan (2006-2007) dan terakhir kembali dilakukan dialog
dengan pihak TNLL sehingga pada agustus 2007 proses penandatanganan
kesepakatan pengelolaan sumber daya alam huaka dilakukan antara
masyarakat Boya Marena dan Pihak TNLL.

Tahun 2004, LPA. Awam Green melakukan kegiatan : Mampakarohoki
Poncura Hintuwu bo Katuwua (Revitalisasi Sistem Sosial dan Pemulihan
Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Rakyat) di Boya Marena.
Berkaitan dengan itu ada tiga macam kegiatan yang dilakukan, yakni:
pemetaan Partisipatif, dialog tata batas wilayah, serta pembentukan
unit usaha ekonomi. Hasil program yang diharapkan dari program
Mampakarohoki Poncura Hintuwu bo Katuwua yaitu: Pertama, terbangunnya
kembali prakrasa masyarakat Boya Marena dalam pengelolaan sumber
daya alam dan terbangunnya tata Pemerintahan lokal dalam tatanan
sosial-ekonomi diwilayahnya. Kedua, terselenggaranya sistem pengelolaan
sumber daya alam yang menunjang kebutuhan masyarakat berdasarkan
kesepakatan-kesepakatan berbasis masyarakat (Dokumen: LPA. Awam
Green 2001-2005).

Pada tahun 2005-2006, proses negosiasi dilakukan secara swadaya baik
oleh masyarakat Boya Marena maupun oleh Ornop yang melibatkan diri
secara langsung. Lalu pada tahun 2007, pada saat pihak Balai TNLL bersedia
untuk menandatangani kesepakatan, masyarakat Boya Marena mendapat
support pendanaan untuk pelaksanaan penandatanganan kesepakatan dari
AMAN dan Perkumpulan Bantaya mendukung pendanaan untuk publikasi
kesepakatan ini di media lokal.

Selama proses untuk mendorong lahirnya kesepakatan dengan Balai
TNLL semua unsur di masyarakat terlibat. Hal ini dilakukan atas kemauan
dan kesepakatan bersama. Dalam budaya To Kulawi semua proses untuk
katuvua (kehidupan) dilakukan melalui hintuvu (kebersamaan) begitupun
sebaliknya. Proses pengakuan hukum dipandang sebagai upaya untuk
memperjuangkan katuvua.

Dalam beberapa proses pengakuan hukum masyarakat terlibat secara
langsung dalam tahapan seperti dalam reklaiming, pemetaan wilayah,
pembuatan rencana strategis kampung dan berbagai acara diskusi yang
pernah dilakukan yang memungkinkan semua orang dapat terlibat. Tetapi
pada tahap negosiasi masyarakat tidak terlibat secara langsung seperti
melakukan dialog, namun pada tahapan membicarakan rencana konsep,
masyarakat dilibatkan dalam diskusi. Sehingga pada tahap negosiasi sistem
yang digunakan adalah sistem perwakilan. Wakil -wakil dari masyarakat yang
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ditunjuk antara lain seperti kepala dusun, orang tua adat, tokoh agama,

tokoh perempuan serta pemuda.

Wujud dari keterlibatan masyarakat ini dilakukan dengan berbagai cara
dan melibatkan semua unsur di dalam masyarakat sesuai dengan kapasitasnya
masing-masing. Upaya-upaya yang pernah dilakukan misalnya:

a. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai kearifan lokalnya dalam
pengelolaan sumber daya alam wilayahnya.

b. Menyiapkan dokumen tentang potensi - potensi sumber daya alam
wilayahnya.

c. Terlibat secara langsung dalam memetakan wilayahnya sendiri.

d. Melakukan sendiri dialog tata batas wilayah dengan beberapa
komunitas yang berbatasan langsung dengan wilayah to Kulawi di
Boya Marena.

e. Melakukan dialog secara langsung dengan pemerintah seperti Balai
Besar TNLL, Dinas Kehutanan propinsi, Perusahaan Daerah Sulawesi
Tengah.

Keterlibatan masyarakat yang intensif ini akhirnya dapat mendesak
pihak Balai TNLL untuk membuat kesepakatan bersama dalam melakukan
pengelolaan kawasan masyarakat yang berimpitan dengan wilayah TNLL.
Upaya ini banyak dibantu oleh Ornop yang menjadi fasilitator yang
menghubungkan masyarakat dengan pihak balai TNLL. Pihak Ornop seperti
LPA Awam Green yang sudah sejak lama bekerja bersama masyarakat To
Kulawi di Boya Marena tidak saja terlibat dalam mendorong pengakuan hak
masyarakat untuk kawasan hutan yang berimpitan dengan kawasan TNLL
saja, tetapi juga dengan kawasan yang dahulu dikuasai oleh PD Sulteng dan
kawasan yang saat ini masih menjadi kawasan hutan lindung.

Mengimplementasikan pengakuan yang ‘tidak diakui’

Pada bulan Agustus tahun 2007 kesepakatan antara masyarakat dengan TNLL
dapat dilakukan. Kesepakatan ini dapat membantu Masyarakat Boya Marena
dalam menjaga wilayah hutannya dari gangguan orang lain. Buktinya, setelah
ada kesepakatan ini, empat orang luar Boya Marena yang sebelumnya telah
membuka kebun akhirnya tidak lagi mengelola lahan tersebut karena ada
kesepakatan antara Masyarakat Boya Marena dengan Balai TNLL.
Walaupun telah ada kesepakatan, apa yang sebenarnya diharapkan
oleh masyarakat atas kesepakatan ini belum sepenuhnya dapat berjalan
sesuai harapan. Hal ini karena kesepakatan yang ada masih sebatas pada
pengakuan wilayah, belum sampai pada tahap kesepakatan untuk mengatur
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pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Masyarakat Boya

Marena sesuai dengan butir kesepakatan pengelolaan sumber daya alam

No. 1 dan No. 4 yang berbunyi:

@)

(4)

Balai TNLL mengakui dan menghormati hak - hak tradisional
masyarakat adat Kulawi di Boya Marena atas sumber daya alam di
huaka yang terdapat didalam kawasan taman nasional. Demikian
juga, masyarakat adat Kulawi di Boya Marena mengakui dan
menghormati keberadaan TNLL sebagai kawasan hutan konservasi.
Batas - batas huaka akan mendapat penegasan dilapangan yang
dilakukan secara bersama oleh petugas Balai TNLL dan masyarakat
Boya Marena.

Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan saling mengakui,
Balai TNLL bersama masyarakat adat Kulawi di Boya Marena
melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam. Perencanaan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan
mempertimbangkan aspek - aspek ekologis, hak asasi manusia,
kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan aspirasi masyarakat di boya
Marena serta masyarakat lain yang berbatasan dengan huaka

Sehingga selama ini masih terdapat perbedaan dalam pemanfaatan

kawasan antara masyarakat dengan TNLL yang menggunakan sistem zonasi.

Ini akan berimplikasi terhadap hak dalam memanfaatkan hutan. Oleh itu,

pengakuan hukum yang ada belum sepenuhnya menghormati, mengakui

dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan terlebih lagi pengakuan

hukum yang ada ‘masih sebatas kertas’ Seperti halnya yang diungkapkan

Kepala Dusun, Rince Lancia:

“bagi saya, melihat bahwa kesepakatan yang ada saat ini sebatas di atas kertas.
Jadi kesepakatan yang kami inginkan misalnya kesepakatan dalam wana, harus
ada butir - butirnya, di pangale juga lebih - lebih lagi. Nah dari sinilah ada
kerjasama. Sehingga setiap zona ini penting ada butir - butir kesepakatan
dengan Balai. Kenapa? saya contohkan soal kebutuhan kayu untuk rumah. Kayu
yang digunakan untuk kebutuhan rumah diliat dari diameter kayu itu hanya
berada di pangale. Kalau pada oma itu belum bisa untuk dipakai. Itu kebutuhan
masyarakat dan tidak mungkin kami akan ke wana. Sehingga itu yang kami
inginkan dalam kesepakatan agar ada dalam aturan - aturannya.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ham Buha (Maret, 2010) seorang

tokoh pemuda di Boya Marena mengatakan:

“selama ini kita masih sebatas menjaga wilayah kita dari orang luar Marena
yang mengambil kayu di wilayah Marena. Saya sendiri masih ragu mengambil

¥ Diskusi dalam FGD, 30 Mei 2010
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kayu untuk ramuan rumah diwilayah TNLL walaupun sudah ada kesepakatan.
Saya akan anggap itu akan diakui pihak Balai bila aturan - aturan adat orang
Marena dalam mengatur hutan telah diakui sepenuhnya oleh Balai Taman
Nasional. Aturan - aturan adat diakui jika pihak Balai Taman menindak
lanjutinya dalam bentuk kerjasama yang jelas.”

Bapak Yusup (Maret 2010) salah seorang anggota lembaga adat
mengungkapkan: “saya saja masih ragu dan takut mengolah lahan.
Seharusnya kita boleh mengolah Oma. Tapi sekarang masih takut, itu artinya
kita masih akan menghukum tanah karena membiarkannya tidak diolah.

Karena masih belum bisa implementasikan sampai pada pengelolaan
bersama, maka lahan masyarakat menjadi semakin sempit seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk. Lahan masyarakat kemudian dialih-
fungsikan mengikuti pola pertanian menetap dengan menanami tanaman
komoditi berupa kakao. Bahkan kini sebagian Masyarakat Boya Marena
memilih untuk menjadi buruh cokelat, karena dari segi pendapatan lebih
besar bila dibanding dengan mengolah kebun dan ladang yang luasnya
tidak lagi memadai.”

Hal ini menunjukan bahwa pengakuan hukum atas wilayah adat mereka
yang berimpitan dengan kawasan TNLL belum cukup memadai membantu
masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dari pengelolaan
sumber daya alam. Bahkan Nixen Lumba menyebutkan bahwa kesepakatan
dengan pihak Balai TNLL yang diinisiasi oleh masyarakat dilakukan karena
‘terpaksa’. Dikatakan terpaksa karena pihak Balai TNLL telah mengklaim
wilayah adat Boya Marena secara sepihak®, oleh karena itulah mereka
menuntut kembali hak mereka atas wilayah adatnya.

Sebenarnya harapan Masyarakat Boya Marena pada umumnya adalah
adanya pengakuan terhadap keseluruhan wilayah Boya Marena yang meliputi
lahan yang dikuasai oleh bekas PD Sulteng,Hutan Lindung dan kawasan yang
berimpitan dengan TNLL. Saat ini masyarakat mengupayakan pengakuan
hukum baik dalam bentuk kesepakatan, peraturan desa maupun Perda.
Bagi Masyarakat Boya Marena apabila pengakuan dilakukan dalam bentuk
SK bupati untuk mengakui wilayah adat pada level desa dianggap cukup,
tetapi kalau lebih luas lagi untuk wilayah Kulawi, maka diperlukan hingga
pada level undang-undang.

32
33

Dari 65 kepala keluarga yang bermukim di Boya Marena masing-masing menguasai tanah rata-rata 0,75 hektar.
Nixen Lumba, Anggota Lembaga Adat Kulawi di Boya Marena mengatakan “ Ketika berbicara makna
pengakuan TNLL oleh masyarakat, sebetulnya begini, kesepakatan itu sebenarnya dalam keadaan
terpaksa dilakukan. Karena berhubung mereka sudah mengklaim. Bahwasa-nya huaka adalah milik kami
secara turun temurun ternyata dengan adanya Taman Nasional itu kami merasa terganggu. Tetapi ketika
dibicarakan dengan Taman Nasional ternyata tidak semudah itu klaim hak secara turun temurun itu dapat
kembali seperti sebagaimana asalnya.” Diskusi dalam FGD, 30 Mei 2010
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Fluktuasi pengakuan hukum

Hal ini dikatakan fluktuatif dengan melihat gambaran kebijakan dalam
rezim Balai TNLL sejak tahun 2000 hingga 2010. Pada Juli tahun 2000
Kepala Balai TNLL, Bapak Banjar Yulianto Laban memberikan pernyataan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Kulawi di Ngata Toro. Pasca
tahun 2002 kepala Balai TNLL dipegang oleh Bapak Ir. Amir Hamzah K
yang lebih cenderung memperhatikan Kesepakatan Konservasi Masyarakat
(KKM) yang difasilitasi oleh TNC. Tahun 2004 - 2007 kepala Balai TNLL
dijabat oleh Bapak Ir. Agus Priambudi, M.Sc. yang pada akhir jabatannya
Agustus tahun 2007 menandatangani kesepakatan pengelolaan sumber daya
alam antara Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena dengan Balai TNLL.
Pada akhir tahun 2007 hingga 2010 jabatan kepala Balai TNLL berpindah
ke Bapak Ir. Widagdo, MM sekaligus mengawali perubahan status Balai
TNLL menjadi Balai Besar TNLL berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.o3/Menhut-1I/2007, sejak Tanggal 1 Februari 2007, diserahkan kepada
Balai Besar TNLL.

Sedangkan di Toro yang lebih mendapat pengakuan hukum, juga
mengalami hal yang sama yakni ketidakjelasan pihak balai taman
nasional. Faktanya saat pihak balai pada saat mengantar pihak luar
masuk ke wilayah Toro tidak lagi mengkonfirmasi kegiatan tersebut
kepada lembaga adat dan pihak pemerintah desa. Oleh masyarakat Desa
Toro itu disebut “ka hua hua” (memasuki wilayah adat tanpa pamit
atau permisi ) sehingga lembaga adat Toro memberikan givu (sanksi
adat) selain alasan “Ka Hua Hua” pihak Balai TNLL melanggar isi
kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan taman nasional di Desa Toro.

Adapun mengenai pembiayaan dalam implementasi pengakuan hukum
di Marena dan Toro, pada praktiknya selama ini dilakukan secara swadaya
baik oleh masyarakat atau bersama-sama dengan Ornop. Sedangkan
implementasi KKM dibiayai oleh TNC. Selain pembiayaan, implementasi
pengakuan hukum juga dibutuhkan pengawasan. Untuk tingkat masyarakat
di Boya Marena, pengawasan terhadap pengakuan hukum terhadap
dilakukan oleh Kepala Desa, Lembaga Adat Boya Marena (Tondo Boya)
sebagai lembaga yang mengontrol pengelolaan sumber daya alam huaka,
dan Balai Besar TNLL. Sedangkan implementasi KKM diawasi oleh Balai
TNLL, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam (BPSDA). Dari sekalian hal
ini dapat dikatakan bahwa di Boya Marena belum ada program yang terkait
langsung dengan implementasi pengakuan hukum.
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3.3. Realitas dinamika pengakuan hukum

Implementasi pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya
alam dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari inkonsistensi peraturan
perundang-undangan, multi-penafsiran atas pengakuan hukum, dominasi
penggunaan hukum dan institusi negara dalam penguasaan dan pengaturan
sumber daya alam, serta kepentingan-kepentingan politik ekonomi yang
melatarbelakangi segala kebijakan pusat dan daerah. Bisa disimpulkan bahwa
implementasi pengakuan hukum yang demikian sifatnya sangat fluktuatif,
tidak senantiasa bergantung pada aturan hukum yang mengikat nan kuat,
melainkan bergantung pada gravitasi dominan politik-ekonomi kepentingan-
kepentingan kekuasaan yang bekerja, baik itu masyarakat adat, pemerintahan
maupun desakan pemilik modal terhadap kebijakan tertentu.

Pengakuan hanya ‘sebatas kertas’ dan hanya di ‘mulut’

Proses inisiasi pengakuan hukum terhadap masyarat adat di daerah banyak
diupayakan masyarakat setelah mendapatkan masukan dari organisasi
non-pemerintah, khususnya yang bergerak dalam pembelaan hak-hak
masyarakat adat dan sumber daya alam. Meskipun demikian, upaya inisiasi
juga dikaitkan dengan momentum politik tertentu, sebagaimana terlihat
masa pemerintahan Gus Dur yang mendukung upaya pengakuan hukum
hak masyarakat adat Baduy di tahun 2001.

Inisiasi pengakuan hukum kemudian ditindaklanjuti dalam proses
penyusunan hukum daerah, seperti Perda (sebagaimana terjadi di komunitas
masyarakat adat Baduy, Batu Kerbau dan Sanggau), SK Bupati (Batu Kerbau
dan Guguk), atau kesepakatan-kesepakatan (Boya Marena).

Dalam prosesnya, tak terhindarkan bahwa aktor-aktor yang terlibat
dalam penentuan pengakuan hukum ikut mempengaruhi. Keterlibatan
aktif masyarakat adat, baik proses dalam memperjuangkannya sampai
dengan implementasi pasca pengakuan hukum itu, serta Pemerintah terkait,
saling mewarnai dinamika pengakuannya. Keterlibatan tokoh daerah yang
berpengaruh, Ornop, dan media juga cukup memberikan warna politik
pengakuan hukum tersebut.

Namun, pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya
alam lebih memperlihatkan pengakuan setengah hati, atau dalam bahasa
masyarakat To Kulawi di Boya Marena sebagai ‘sebatas kertas, atau bagi
masyarakat Adat Kampung Sanjan menyatakan sebagai pengakuan hanya
di ‘mulut’ Ini terjadi karena pengakuan hukum kadang hanya dijadikan
tameng untuk menutupi hal yang sebenarnya dan sama sekali berbeda dari
yang diharapkan masyarakat. Apalagi dalam implementasinya lemah karena
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tiadanya dukungan pendanaan, strategi program, serta kemauan politik
yang sungguh-sungguh. Contohnya Perda Pemerintahan Kampung di Kab.
Sanggau,pengakuan hukum dari Balai TNLL di Boya Marena, demikian juga
di Desa Batu Kerbau dan Desa Guguk di Jambi.

Yang menarik, ada pula upaya pengakuan hukum namun tidak setujui
oleh masyarakat adat. Misalnya, inisiatif Balai Besar TNLL, tidak semuanya
bisa diterima oleh masyarakat adat. Bahkan sebagian berupaya melakukan
pencegahan dalam proses mendapatkan pengakuan hukum. Upaya untuk
mencegah bentuk-bentuk pengakuan seperti yang dilakukan di Desa Toro
dan di Desa Boya Marena, dengan alasan bahwa secara tidak langsung
akan mempersempit ruang gerak mereka dalam mengintervensi kawasan
hutan.

Konfigurasi politik

Sejak desentralisasi pemerintahan pasca UU No. 22 Tahun 1999 telah
mempengaruhi proses pengakuan hukum hak masyarakat adat di daerah.
Inisiatif pengembangan sumber daya ekonomi lokal secara langsung
berpengaruh terhadap pertemuan kepentingan negara dan masyarakat
adat atas akses sumber daya alam. Hal ini tercermin dari kecenderungan
pengaturan hukum lokal mengenai masyarakat adat dan pemanfaatan sumber
daya alam. Meskipun demikian, proses inisiasi ini tidak serta merta mudah
diterima masyarakat, sebagaimana terjadi di Boya Marena dan Toro.

Keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi salah satu faktor
penting mempengaruhi dinamika dalam proses pengakuan agar substansi
pengakuan benar-benar hadir sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain
itu, akses terhadap penguasa menjadi salah satu faktor penting agar
pengakuan hukum dapat dilakukan dan diimplementasikan. Terdapat
perbedaan pendekatan yang dilakukan antara berbagai komunitas masyarakat
yang diteliti dalam mengupayakan pengakuan hukum dari pemerintah.
Masyarakat Baduy lebih intensif membangun komunikasi politik dengan
penguasa yang dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun melalui upacara
Seba. Sedangkan pada komunitas lain lebih banyak dibantu oleh Ornop
pendamping dalam menjembatani kepentingannya terkait dengan pengakuan
terhadap hutan adat atau wilayah adatnya. Di sisi lain, momentum politik di
tingkat nasional juga mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat adat di tingkat
lokal, sebagaimana dilakukan oleh Jaro Dainah di Baduy. Ia berperan cukup
sentral dalam mengupayakan dan mempertahankan pengakuan hukum hak
masyarakat adat atas sumber daya alam. Peran seperti ini dimungkinkan
bila masyarakat cukup solid dalam memperjuangkan pengakuan hukum
atas wilayah adat mereka.
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Konfigurasi politik juga dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan
pemerintah sehingga menyebabkan kekuatan pengakuan hukum menjadi
fluktuatif. Hal ini terlihat ketika terjadi perubahan Balai TNLL menjadi Balai
Besar TNLL dan pergantian Kepala Balai yang mempengaruhi implementasi
pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Boya Marena terhadap wilayah
kehidupannya.

Bentuk hukum pengakuan

Bentuk hukum di daerah yang mengatur mengenai pengakuan hukum
hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak ada yang seragam, ada
yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, Perda, dan pula aturan-
aturan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat
adat dengan pihak lain. Secara substansi pun juga beragam, ada yang
mengatur sebatas eksistensi dan ketatapemerintahan, adapula yang
mengatur hanya pengelolaan sumber daya alamnya, maupun pengaturan
yang menyeluruh.

Berdasarkan 5 komunitas yang diteliti, ketentuan hukum dan
kesepakatan di daerah yang mengatur pengakuan hukum pula memiliki
pertentangan secara substansi. Misalnya, kearifan lokal yang diakui dalam
kesepakatan antara masyarakat Adat Boya Marena dengan Balai TNLL
bertentangan dengan Permenhut No. 56 Tahun 2006. Atau Perda Kabupaten
Sanggau mengenai Pemerintahan Kampung yang dibatalkan oleh Mendagri
di tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan UU No. 32 Tahun
2004 dan PP No. 72 Tahun 200s5.

Meskipun demikian, upaya pengaturan melalui hukum di daerah
tersebut sesungguhnya merefleksikan bagaimana pasal 18B ayat (2) UUD
1945 diterjemahkan multi-interpretatif melalui instrumentasi politik lokal,
dan hal tersebut bukan tidak mungkin justru kontraproduktif terhadap
upaya pengakuan hukum hak masyarakat adat secara menyeluruh atas
sumber daya alam. Ketentuan penggunaan produk hukum daerah, dalam
konteks ini, justru sebagai mekanisme yang mempertegas konstitusionalisasi
prasyarat keberadaan masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD
1945. Penyimpangan akan dirasakan terjadi bilamana akses sumber daya
alam begitu mudahnya diambil alih atau dirampas dengan menggunakan
instrumentasi hukum baik di tingkat lokal maupun di pusat. Konsesi atas
hutan dan kampung adat adalah jelas merupakan pelanggaran atas hak-hak
asasi manusia yang secara konstitusional dijamin dalam UUD 194s5.
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Fluktuasi pengakuan hukum dalam konteks sosial, ekonomi dan
politik
“Semakin mengarah pada kecenderungan eksploitasi sumber daya alam, maka

pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam semakin tidak
bekerja atau dilemahkan.”

Masyarakat adat pada dasarnya berupaya untuk mempertahankan hak-hak
atas sumber daya alamnya. Namun dalam prakteknya, situasi tersebut justru
dilanggar ketika negara tidak memberikan perlindungan secara kuat baik
dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Situasi ‘sawit mengepung Sanjan,
atau ‘simalakama’ mengkerjasamakan tanah-tanah untuk kepentingan sawit
di Desa Batu Kerbau, serta kecenderungan komersialisasi tanah maupun
hutan adat, menjadi penanda pengaruh ekonomi politik terhadap eksistensi
dan pengakuan hukum hak masyarakat adat.

Dalam penelitian ini, perjumpaan hukum negara dengan hukum adat
tidak serta merta membuat hukum negara menjadi lebih dominan. Dalam
prakteknya, justru menunjukkan hukum adat masih bekerja. Hal ini terjadi
di komunitas Masyarakat Adat Sanjan yang berpegang teguh dengan hukum
adat beserta peradilannya untuk mempertahankan eksistensi dan hak atas
sumber daya alamnya, walaupun pengakuan hukum negara tidak ada dan
bahkan konsesi perkebunan sawit telah ‘mengepungnya’. Meskipun demikian,
hukum negara memungkinkan dominan dan mengancam kepentingan
masyarakat adat bila politik hukumnya memiliki kecenderungan eksploitasi
sumber daya alam.

Fluktuasi pengakuan hukum ini pula berkaitan dengan cara pandang dan
latar belakang dari pimpinan pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan
proses pengakuan hukum dari masa pemerintahan yang satu dengan
pemerintahan berikutnya berubah-ubah.

Situasi yang demikian memperlihatkan dinamika bahwa semakin
mengarah pada kecenderungan eksploitasi sumber daya alam, maka
pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam semakin
tidak bekerja atau dilemahkan. Dan ini tentu inkoherensi dengan norma
yang seharusnya memberikan perlindungan hukum secara konstan hak
masyarakat adat atas sumber daya alam. Semakin sumber daya alam
melimpah dan sangat digantungkan oleh pemerintahan daerah tertentu,
maka semakin lemah posisi upaya pengakuan hukum masyarakat adat
atas sumber daya alam. Bilamana konteks kecenderungan tersebut terjadi
dan pengakuan hukum pula telah diberikan negara, penelitian ini melihat
implementasinya juga lemah.
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Lemahnya implementasi yang demikian terefleksikan dari kompromi-
kompromi pembentukan hukum di daerah yang mentransmisikan wacana
‘harmonisasi’ antar kepentingan. Wacana ‘pluralisme’ pun diusung untuk
memastikan adanya pengaturan khusus hukum di daerah, sementara posisi
hukum negara yang berpotensi melegitimasi kepentingan kompromis antar
pihak, yang sejatinya tidak semata-mata diarahkan bagi upaya penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Contoh Perda
Pemerintahan Kampung, antara draf yang diajukan oleh KKMA dengan yang
disahkan berbeda substansinya dari sisi substansi, terutama menyangkut
wewenang atau kuasa politik kepada kampung atau pemerintahan lokal.

Dinamika politik hukum pengakuan juga mewarnai implementasi
pasca pembentukan hukum di daerah, seperti menindaklanjuti dengan
peraturan dan kesepakatan di daerah lebih lanjut dalam bentuk pembuatan
program-program khusus (pemetaaan, pengukuran dan penentuan tata
batas), harmonisasi kebijakan daerah (melalui RPJMD di Sanggau), dan pula
menyediakan alokasi anggaran melalui APBD untuk keperluan pengamanan
kawasan hutan (di Desa Guguk dan Desa Batu Kerbau).

Refleksi atas dinamika pengakuan hukum

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka ada sejumlah
pilihan hukum menyangkut bentuk, institusi dan proses pengakuan hukum
terhadap hak mayarakat adat atas sumber daya alam.

Mendiskusikan bentuk hukum yang ideal bagi perlindungan hak
masyarakat adat juga bukan perkara mudah, hal ini karena konstruksi
konstitusi yang mempromosikan pengakuan bersyarat. Sebagai ‘payung
hukum), diperlukan UU Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, terutama
dengan mengintegrasikan materi yang terkait dengan jaminan: (1) eksistensi;
(2) ketatapemerintahan lokal; (3) wilayah dan akses sumber daya alam; (4)
pengembangan sosial-ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya,
yang berbasis keadilan sosial.

Posisi produk hukum daerah, diberikan dalam rangka ‘menegaskan’
pengukuhan, bukan ‘memberikan’ pengukuhan hak masyarakat adat.
Ini tidak berarti, tiadanya pengakuan hukum daerah menghilangkan
eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, karena hukum daerah dibuat
untuk memastikan pengembangan jaminan hak-hak hukum dalam
ketatapemerintahan lokal, bukan sebaliknya untuk membatasi masyarakat.
Dan ini merupakan tantangan bagi penelitian selanjutnya mengenai bentuk
hukum ideal yang bisa mewujudkan pengakuan dan perlindungan paripurna
hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam.
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Meskipun demikian, penelitian ini mengindikasikan pentingnya proses
dalam upaya pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya
alam, melalui keterlibatan dari awal hingga akhir, dari proses perumusan/
perancangan hingga tahap pengesahan dan implementasi. Proses ini harus
memberikan kesempatan komunitas masyarakat adat terlibat langsung dan
memberikan pengawasan, dan tidak sekadar sosialisasi maupun dengar
pendapat (public hearing). Idealitas bentuk dan proses pengakuan hukum
dalam dinamika tersebut, mensyaratkan organisasi masyarakat adat yang
kuat nan solid untuk senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan, upaya,
dan implementasi pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber
daya alam. Sehingga ‘bentangan dawai’ dinamika politik hukum pengakuan
hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak tergetar ekstrem
yang menyingkirkan hak-haknya.
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Sejak reformasi bergulir tahun 1998, sudah banyak
kebijakan dan peraturan perundang-undangan baik
pada level nasional maupun pada level lokal yang
mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat
atas sumber daya alam. Bagaimana membaca trend
legalisasi keberadaan dan hak masyarakat adat atas
sumber daya alam ini? ltulah yang dibahas di dalam
buku yang ada di tangan anda sekarang ini. Sesuai
dengan judulnya, buku ini menghadirkan hasil kajian
terhadap ‘teks hukum’ pengakuan keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan
dilengkapi dengan suatu hasil kajian tentang
bagaimana pengakuan hukum terhadap keberadaan
dan hak masyarakat adat atas sumber daya alam
bekerja pada ‘konsteks sosial’ di dalam masyarakat.
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